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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini, adalah 

uraian terinci dari capaian kinerja Badan Kesbangpol. Adapun tahapannya adalah 

dengan melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja 

secara menyeluruh. Hal tersebut bukan hanya sebagai alat pemenuhan kewajiban 

untuk membuat laporan akuntabilitas kinerja semata, sebagaimana yang disyaratkan 

peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu diharapkan dengan adanya Laporan 

Kinerja Badan Kesbangpol ini bisa menunjukkan informasi-informasi yang telah 

berjalan dari sisi perencanaan. 

Keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran Badan Kesbangpol, 

diharapkan dapat digambarkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, yang tentunya 

keberhasilan tersebut adalah milik seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut yaitu 

keberhasilan seluruh Perangkat Daerah, yang di dukung oleh dunia usaha serta 

partisipasi masyarakat secara umum. Sedangkan kekurangan akan dijadikan bahan 

evaluasi peningkatan kinerja seluruh Bidang dan Sekretariat di Lingkungan Badan 

Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. 

Pemilihan dan penerapan strategi pencapaian sasaran yang tepat adalah kunci 

keberhasilan dalam mewujudkan sasaran-sasaran yang termuat di dalam Renstra 

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut tentunya bisa dilihat di dalam 

pelaksanaannya di mana dijumpai beberapa kendala, namun demikian kami telah 

berupaya menempuh strategi yang dirasa tepat untuk mengeliminasi maksud 

mengurangi kendala yang ditemui. 

Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yang 

merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana 

Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah 

dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan 

berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Hasil pengukuran kinerja kegiatan 

memperlihatkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol rata-rata 

menunjukkan pencapaian yang baik. 
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Demikianlah ringkasan capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2021, yang tentunya ke depan menjadi perhatian kami untuk penyempurnaan 

penerapan LAKIP, khususnya pengembangan sistem pengumpulan data dan 

perangkat kinerjanya. 

 
Pelaihari, 31 Januari 2022 

 
 
 
 
 

 
1 

Kepala Badan Kesabangpol 

Kabupaten Tanah Laut, 

Drs.H.RUDI ISMANTO, M.Si 
NIP.19680916 199010 1 00 
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A. LATAR BELAKANG 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan 

prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai 

tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimat, sehingga 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, dan pelayanan publik 

dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan akuntable serta bebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governance) sebagai pertanggungjawaban amanat tersebut di atas, maka melalui 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, maka melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi 

SAKIP, bahwa Kepala SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atas 

prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan Anggaran yang dialokasikan kepada 

Bupati , dapat dilaksanakan. 

Maka dengan adanya regulasi ini Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut telah 

berupaya untuk menyusun Laporan Kinerja untuk tahun 2021. Paradigma ini merupakan 

suatu langkah baru yang harus disikapi oleh semua pihak dalam 

mempertanggungjawabkan segala kinerja yang telah dilaksanakan dalam kondisi saat 

sekarang, dimana Pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan 

kegiatan serta penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu 

proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator keberhasilan : nilai input, 

output dan outcome yang selanjutnya mengarah pada tercapainya benefit dan impact. 

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana perwujudan pertanggungjawaban 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil 

pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang 

dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. 
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Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran 

kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. 

 

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut : 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan; 

a. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun 

anggaran; 

b. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan 

program dan kegiatan untuk tahun berikutnya 

c. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan 

d. Sebagai media dalam   upaya   menyelenggarakan   clean   government   menuju 

good governance, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, 

tranparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP). 

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUMBER DAYA 

APARATUR 

1. Struktur Organisasi Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, memiliki struktur dipimpin 

seorang kepala Badan yang dibantu seorang Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang 

diatur dengan Peraturan Daerah Tanah Laut Nomor 10 tahun 2013 tentang Perubahan 

kedua atas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan organisasi yang terdiri dari :Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 

a. Sekretariat, terdiri dari : 

1. Sub bagian keuangan dan perencanaan 

2. Sub bagian umum dan kepegawaian 

b. Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari 

1. Sub bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing. 

2. Sub bidang Penanganan Konflik. 

c. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, 

terdiri dari : 
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1. Sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya 

2. Sub bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi 

d. Bidang Politik, terdiri dari : 

1. Sub bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan 

2. Sub bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu 

e. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari : 

1. Sub bidang Bina Ideologi 

2. Sub bidang Wawasan Kebangsaan 

 
2. Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya 

manusia serta sarana dan prasarana. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Mempunyai tugas 

membantu Bupati Dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di 

bidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik. 

Selanjutnya, tugas pokok pada Badan Kesbangpol Kabupaten tanah Laut diuraikan 

kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu : 

1) Sekretariat 

Mempunyai tugas merumuskan rencana kegiatan dan program kerja, 

melaksanakan pengelolaan kepegawaian, administrasi keuangan, urusan 

ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, 

keprotokolan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

Fungsi dari sekretariat adalah sebagai berikut : 

a) Penyusunan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan; 

b) Penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan 

laporan pertanggungjawaban keuangan; 

c) Pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, 

hubunganmasyarakat dan keprotokolan; 

d) Pengelolaan administrasi kepegawaian;dan 

e) Pengelolaan urusan umum. 



( RKj ) BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021 4  

Pada bagian sekretariat terdiri dari : 
 

1.1 Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas : 

a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengelolaan dan analisa 

data, penyusunan program dan rencana kegiatan, menyusun laporan keuangan, 

memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan 

pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku; 

b. Menyusun rencana kegiatan rutin sebagai bahan RKA; 

c. Menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanan Anggaran ( DPA ) 

d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan; 

e. Menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; 

f. Mempersiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan bahan laporan 

keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

g. Memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

h. Menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban; 

i. Menyiapkan bahan penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data 

kegiatan serta mengolah dan menganalisis data laporan pelaksanaan program 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

j. Mengumpulkan dan mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan 

perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

k. Menyiapkan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanan 

program perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

l. Mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program 

perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang 

tugasnya; dan 

n. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah - 

langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 
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1.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. Membuat rencana dan program kerja sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, barang dan perlengkapan kantor; 

c. Menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penggunaan 

danpenghapusan barang serta perlengkapan kantor; 

d. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor 

serta peralatan dan perlengkapan; 

e. Melaksanakan dan mengendalikan urusan surat masuk dan keluar, 

kearsipan,rumah tangga dan perlengkapan dan keamanan kantor serta 

kenyamanan kerja; 

f. Mengendalikan arsif aktif; 

g. Melaksanakan administrasi pegawai, barang dan dan perlengkapan kantor; 

h. Mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan 

Rencana Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RPBMD); 

i. Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor 

danlingkungan kantor; 

j. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi 

pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 

promosi,mutasi, cuti, askes, pensiun, taspen dan lain-lain; 

k. Mengelola urusan administrasi perjalanan dinas dan keprotokolan; 

l. mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta 

keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain- lain; 

m. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia 

(SDM)pegawai; 

n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum 

danKepegawaian; 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan 

p. Memberikan saran- saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang 

langkahlangkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. 

2) Bidang Kewaspadaan Nasional 

Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan, 
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penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan kewaspadaan nasional yang 

meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta 

fasilitasi penanganan konflik; 

b. Melaksanakan penyusunan program, mengkoordinasikan, mengatur, 

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Kerjasama Intelijen Keamanan; 

c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang 

kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi 

penanganan konflik; dan 

d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kewaspadaan 

Nasional mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan kewaspadaan Nasional 

yang meliputi kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing 

serta fasilitasi penanganan konflik; 

b) Pelaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam bidang 

kewaspadaan dini, pengawasan orang asing dan lembaga asing serta fasilitasi 

penanganan konflik; 

2.1 Sub Bidang Kewaspadaan Dini,Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 

Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing 

mempunyai tugas : 

a. Menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis dan melaksanakan 

pembinaanbidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga 

Asing; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam 

bidangKewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing; dan 

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan 

tugasdan fungsinya. 

 
2.2 Sub Bidang Penanganan Konflik 

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas : 

a. Menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi 
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pelaksanaan, pemantauan penanganan konflik social dan konflik pemerintah 

serta kerjasama intelijen keamanan; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam 

melaksanakantindakan fasilitasi penanganan konflik di daerah; 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan 

tugasdan fungsinya. 

3. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi 

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi 

mempunyaitugas : 

a. Melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan 

pembinaan, penyelenggaraan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan 

dan ekonomi; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal 

ketahananseni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan 

c. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Badan sesuai dengan tugas 

danfungsinya. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Seni, 

Budaya, Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan ketahanan seni, 

budaya,agama, kemasyarakatan dan ekonomi; 

b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal 

ketahananseni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; 

c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai 

denganbidang tugasnya. 

 
3.1. Sub Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya 

Sub Bidang Ketahanan Seni Dan Budaya mempunyai tugas : 

a. Melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan dan 

fasilitasipelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan kebudayaan; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam ketahanan 

danfasilitasi pelestarian nilai-nilai seni dan budaya; dan 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan 

tugasdan fungsinya. 
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3.2. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi 

Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan Dan Ekonomi mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis dan pelaksanaan 

pembinaan dan fasilitasi ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal 

pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi ketahanan agama, kemasyarakatan dan 

ekonomi; dan 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 
4) Bidang Politik 

 

Bidang Politik mempunyai tugas : 

a. Menyusun rencana kerja, petunjuk teknis, melaksanakan pembinaan dan 

hubungan dengan partai politik, lembaga politik, lembaga legislatif dan 

pemberdayaan politik masyarakat serta memfasilitasi pemantauan 

penyelenggaraan pemilihan umum; 

b. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan pembinaan bidang 

politik yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, 

kelembagaan partai politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik mempunyai 

fungsi ; 

a. Penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan pengembangan bidang politik 

yang meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai 

politik dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; 

b. Pengkoordinasian dan pengorganisasian kegiatan pembinaan bidang politik yang 

meliputi implementasi kebijakan publik dan pendidikan, kelembagaan partai politik 

dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum; dan 

c. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan 

bidang tugasnya 
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4.1. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik 

Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik Dan Pendidikan Politik mempunyai 

tugas : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, pedoman, petunjuk teknis dan 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi implementasi kebijakan publik dan 

pendidikan politik masyarakat; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan 

pemantauan implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik masyarakat; 

dan 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

4.2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum 

Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitasi Pemilihan Umum mempunyai 

tugas : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja, pedoman, petunjuk teknis dan 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi hubungan antar partai politik, lembaga 

politik dan lembaga legislatif serta monitoring pemilihan umum dan evaluasi 

pemilihan umum; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam melaksanakan 

pembinaan Kelembagaan Partai Politik Dan Fasilitasi monitoring dan evaluasi 

Pemilihan Umum; dan 

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

5) Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan 

Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas : 

melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pemantapan, pengawasan dan 

pengendalian ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran 

kebangsaan;mengumpulkan data dan menganalisa laporan – laporan dan peristiwa 

yang menyangkut pembinaan ketahanan ideologi, bela Negara, dan pembauran 

kebangsaan; melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka 

pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan melaksanakan tugas lain yang 

diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi Dan 

Wawasan Kebangsaan, mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan program, petunjuk teknis dan pembinaan penyelenggaraan bina 

ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideologi, bela Negara dan 

pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan; 

b. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi – instansi lain dalam rangka bina 

ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ideology, bela Negara dan 

pembauran kebangsaan, penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan; 

c. Penyusunan program dan kerjasama teknis operasional penyelenggaraan 

pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan; dan 

5.1. Sub Bidang Bina Ideologi 

Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas : 

a. Menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis pemantapan ketahanan 

ideologi, bela Negara dan pembauran kebangsaan; 

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas 

danfungsinya. 

5.2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan 

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas : 

a. Menyusun program kerja, pedoman, petunjuk teknis pembinaan, fasilitasi, 

sosialisasi dan pengembangan wawasan kebangsaan dan penghayatan nilai- 

nilaisejarah kebangsaan; 

b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas 

danfungsinya. 

 

3. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah 

Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan 

perundang –undangan yang berlaku ; 

b. fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 
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c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di 

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Nusantara ; 

d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di 

Bidang Kewaspadaan Nasional ; 

e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di 

Bidang Politik Dalam Negeri ; 

f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan,  mengawasi dan 

fasilitasi pengembangan  dan pengendalian di Bidang Ketahanan Seni, 

Budaya, Agama, 

Kemasyarakatan dan Ekonomi ; dan 

g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan. 

h. Pelaksanaan tugas-tugaas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas 

dibidang penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik. 

 
4. Sumber Daya Aparatur 

Jumlah pegawai ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 

KabupatenTanah Laut sebanyak 25 ( Dua Puluh Lima ) orang yang terdiri dari : 

 
 

 
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai 

 
 

No Jabatan Junlah 

 

1. 
 

Kepaka Kesbangpol 
 

1 Orang 

2 Sekretaris Kesbangpol 1 Orang 

3 Kepala Bidang 3 Orang 

4 Kepala Sub Bagian 2 Orang 

5 Kepala Sub Bidang 7 Orang 

6 Fungsional 1 Orang 

7 Staf 10 Orang 

 Jumlah 25 Orang 
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Tabel 1.2 

Kualifikasi Pendidikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
 
 

No. Pendidikan Status Kepegawaian Jumlah 

  PNS CPS 

1 SD - - - 

2 SMP 2 - 2 

3 SMA 3 - 3 

4 D3 3 - 3 

5 S1 10 1 11 

6 S2 6 - 6 

 
Jumlah 25 - 25 

 
 
 

Tabel 1.3 

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan 
 
 

No Pangkat Golongan Jumlah 

1. Pembina Utama Muda IV/c 1 orang 

2. Pembina TK. I IV/b 1 orang 

3. Pembina IV/a 4 orang 

4. Penata TK. I III/d 10 orang 

5. Penata III/c 1 orang 

6. Penata Muda TK. I III/b 2 orang 

7. Penata Muda III/a 1 orang 

8. Pengatur TK. I II/d 1 orang 

9. Pengatur II/c 2 orang 

10. Pengatur Muda TK. I II/b 1 orang 

11. Pengatur Muda II/a 0 orang 

12. Juru TK. I I/d 1 orang 

13. Juru I/c 0 orang 

 Jumlah - 25 Orang 
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Adapun jumlah Pejabat Dtruktural dan Fungsional Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 
Tabel 1.4 

Jumlah Pejabat Struktural 
 

No Jabatan Struktural Fungsional 

1. 

2. 

Kepala Kesbangpol 

Sekretaris Kesbangpol 

1 orang 

1 orang 
- 
- 

3. 

4. 

Kepala Bidang 

Kepala Sub Bagian 

3 orang 

2 orang 

- 
- 
- 

5. Kepala Sub Bidang 7 orang - 

6. Pejabat fungsional tertentu - 1 

7. Pejabat Fungsional umum - 10 

 
Jumlah 14 orang 11 orang 

 
 

5. Struktur Organisasi 

Berikut ini merupakan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut. Tahun 2021 (Terlampir) 



 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

TAHUN 2021 

KEPALABADAN 

Drs. H.RUDI ISMANTO, M.Si 
NIP. 19680916 199010 1 001 

TMT,30 Agustus 2021 

 
SEKRETARIS 

Drs.H.AKHMAD JAYADI, M.Si 
NIP.19640617 198602 1 005 

TMT, 08 September 2020 

 

 
KASUBBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN 

 HARYANTINI, S.Sos 
NIP.19650421 198603 2 018 

TMT, 08 September 2020 

 
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

MULYADI, S.ST 
NIP.19660420 199802 1 013 

TMT, 19 April 2021 

 
 

KABIDBINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN 

Drs.H.Supinal Anwar, M.Si 
NIP. 19760603 201101 1 003 

TMT, 19 April 2020 

 
 
 

KASUBBID BINA IDEOLOGI 

………………………. 
NIP. 19…………….… 

TMT, .......... 

 
 

KASUBBID WAWASAN KEBANGSAAN 

RAMLAH, S.Sos 
NIP. 19680719 200003 2 003 

 
KABID KEWASPADAAN NASIONAL 

Drs.H.YUSRIANSYAH 
NIP. 19740910 1999903 1 005 

TMT, 19 April 2020 

 

KASUBBID KEWASPADAAN DINI, 
PENGAWASAN ORANG ASING DAN 

LEMBAGA ASING 

Drs. KAMARUZZAMAN 
NIP. 1970415 199401 1 001 

TMT 19 April 2020 

 
KASUBBIDPENANGANANKONFLIK 

WARDANA,SE 
NIP.19630711 198503 1 017 

TMT, 6 September 2021 

 
KABID KETAHANAN SENI, BUDAYA, 

AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI 

................................ 
NIP. 19.................... 

TMT, ......... 

 

KASUBBID KETAHANAN SENI DAN BUDAYA 

H.SYAKRUL HAMDI,S.SOS, MM 
NIP.19660719 198703 1 003 

TMT, 05 Juni 2020 

 
KASUBBID KETAHANAN AGAMA, 

KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI 

WARDANIAH, A.Md 
NIP. 19660723 198602 2 002 

TMT, 05 April 2019 

 
KABID POLITIK 

MIFTAHUL ANWAR S.Kom 
NIP.19830612 198510 1 002 

TMT, 6 Septeber 2021 

 
 

KASUBBID IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PUBLIK DAN PENDIDIKAN 

H. M. RIZAL EFFENDI, S.Sos 
NIP. 19641219 198603 1 012 

TMT, 03 Januari 2017 

 

KASUBBID KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK 
DAN FASILITASI PEMILIHAN UMUM 

BAHTIAR, S.Pd 
NIP. 19651107 198602 2 006 

TMT, 6 September 2021 
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C. ISU STRATEGIS 
 

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan 

maka untuk menentukan penentuan isu-isu startegis oleh Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Tanah Laut menggunakan analisis SWOT sebagai upaya 

dalam menentukan dan mengembangkan faktor-faktor mana yang menjadi peluang- 

tantangan atau faktor kekuatan-kelemahan untuk mengatasi kendala yang ada dalam 

pencapaian target sasaran untuk meningkatkan pencapaian tujuan dengan 

penentuan isu-isu strategis yang ingin dikembangkan adalah : 

Saling mendukung antara Pemerintah Kabupaten dengan Partai- partai Politik untuk 

menangkap peluang penyelenggaraan Pemilu Legislatif/ Presiden dan Pilkada yang 

berpotensi membuat dinamisnya pergerakan politik. 

Banyaknya keberadaan organisasi-organisasi masyarakat yang dibentuk oleh 

masyakat baik itu secara swadaya atau berkoordinasi dengan pemerintah dengan 

berlandaskan pada kesadaran dan berbangsa dalam wadah kesatuan negara 

Republik Indonesia yang ditunjang adanya pendidikan politik yang sudah dimulai dan 

ditanamkan sejak dini. 

Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal, horisontal dan terkait, melakukan 

monitoring dan evaluasi Ipoleksosbud untuk menangkap peluang yang secara umum 

tidak bisa diprediksi kapan ATHG akan muncul dan untuk mengimbangi makin 

meningkatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 

 
Penentuan Isu – isu strategis 

Kekuatan/ Strenght (S) 

1. Struktur Organisasi; 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 10 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut; 

3. Dukungan Pemerintah Daerah, adanya Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini 

Pemerintah Daerah ( KDPD) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

untuk peningkatan keamanan dan ketertiban daerah. 

4. Koordinasi Lintas Sektor yang cukup harmonis. 
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Kelemahan/ Weakness (W) 

1. Belum terpenuhinya kualifikasi Sumber Daya Manusia yang berkompeten 

sesuaiseperti apa yang diharapkan. 

2. Partisipasi masyarakat terkait ketentraman lingkungan masih rendah 

3. Belum meratanya pemahaman politik di masyarakat; 

4. Lunturnya pemahaman ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

5. Timbulnya paham-paham liberal, intoleransi, radikalisme dan kurangnya 

partisipasi masyarakat akan adanya ancaman, tantangan, hambatan, 

gangguan terhadap ipoleksosbud. 

6. Forum yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dan difasilitasi belum 

dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat ( KDPD, FKDM ) 

Peluang (Opportunities) 

1. Peraturan yang mendukung. 

2. Perubahan Sistem Politik 

Terjadinya perubahan sistem politi ke arah yang lebih demokratis dan anti 

KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses kehidupan politik yang 

demokratis, dinamis dan kondusif. 

3. Dukungan Stakeholder 

Stakeholder yang terkai dengan kehidupan politik di daerah dirasakan sangat 

tinggi, nampak jelas dari kesediaan mereka menyediakan data, kehadiran 

merekapada rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol. 

 
 

D. PRODUK DAN LAYANAN 

 

1. Pada Bidang Kewaspadaan Nasional, menerbitkan yaitu : 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/ 355-KUM/2021 

Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli Pencegahan 

Kejahatan dan Pesisir di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021. 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/ 356-KUM/2021 Tanggal 

15 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Trepadu Penanganan Konflik 

Sosial di Darah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021. 
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- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/357-KUM/2021 
Tanggal 

15 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Sadar Konflik 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021. 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/ 458-KUM/2021 Tanggal 

16 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini 

Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 

Tingkat Kabupaten dan Kecamatan Tahun 2021. 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/ 490-KUM/2021 

Tanggal 1 Maret 2021 Tentang Penetapan Desa Sadar Konflik Kabupaten 

Tanah Laut 2021. 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor.188.45/ 803-KUM/2021 Tanggal 

29 Juni 2021 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Pemantauan 

Kegiatan Tenaga Kerja Asing, Orang Asing dan Organisasi Masyarakat/ 

Lembaga Asing di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021. 

 

2) Pada Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama , Kemasyarakatan 

danEkonomi. menerbitkan yaitu : 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/367-KUM/2021 Tanggal 

15 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Kerukunan Umat 

Beragama, Suku dan Agama di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021. 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/368-KUM/2021 
Tanggal 

15 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Hibah pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021. 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/418-KUM/2021 
Tanggal 

23 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan 

Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba,Psikotropik Dan Zat Adiktif lainnya Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2021. 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/ 438- KUM/2021 
Tanggal 

25 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan Kabupeten Tanah Laut Tahun 2021. 
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- Surat Keputusan Bupati   Tanah   Laut Nomor. 188.45/620-KUM/2021 

Tanggal 12 April 2021 Tentang Penunjukan Desa Simpang Empat Sungai 

Baru Kecamatan Jorong dan Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung 

sebagai Desa Peduli Toleransi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2021. 

 
3) Pada Bidang Politik , menerbitkan yaitu : 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/298-KUM/2021 Tangal 26 

Januari 2021 Tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021. 

- Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/296-KUM/ 

2021 Tangal 25 Mei 2021 Tentang Pembentukan Tim Penelitian dan 

Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Hibahn Bantuan Keuangan Kepada 

Partai Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/ 297-KUM/2021 Tanggal 

29 Januari 2021 Tentang Besaran Honorarium Tim Penelitian 

- Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai 

Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 

4) Pada Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.menerbitkan 

yaitu : 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/463-KUM/2021 Tanggal 

25 Februari 2021 Tentang Penunjukan Narasumber pada sub Kegiatan 

Pelaksanan Monitoring evaluasi dan Pelaporan. 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/622-KUM/2021 Tanggal 

12 April 2021 Tentang Penetapan Desa Multi Etnik Kabupaten Tanah Laut. 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/623-KUM/2021 Tanggal 

12 April 2021 Tentang Penunjukan Kepengurusan Forum Pembauran 

Kebangsaan Kecamatan Panyipatan Periode Tahun 2021 -2023. 

- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/624-KUM/2021 Tanggal 

12 April 2021 Tentang Penunjukan Kepengurusan Forum Pembauran 

Kebangsaan Kecamatan Bajuin Perode Tahun 2021-2023. 
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- Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor. 188.45/624-KUM/2021 
Tanggal 

12 April 2021 Tentang Penunjukan Kepengurusan Forum Pembauran 

Kebangsaan Kecamatan Takisung Perode Tahun 2021-2023. 

Dari produk-produk Kesbangpol yang berupa Peraturan Bupati Tanah Laut dan 

Surat-Surat Keputusan Bupati Tanah Laut seperti disampaikan diatas adalah 

sebagai bukti dukung Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam 

menjalankan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan 

Bangsa dan Poitik Kabupaten Tanah Laut. 

 
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN 

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai 

pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2021. 

Capaian kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan 

Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2020 sebagai tolok ukur 

keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana 

kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja 

(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Penyajian Laporan 

Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 disusun dengan 

berpedoman pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor. 50 Tahun 2018 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD. 
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Adapun Laporan Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2021 ini disusun dengan sistematik penulisan sebagai berikut : 
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RINGKASAN EKSEKUTIF…………….......................................................... 
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LAMPIRAN : 

1. Indikator kinerja Utama (IKU) 

2. Pernyataan Hasil Reviu 

3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 bertanda tangan 

4. Cascading/Pohon Kinerja 

5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4) 

6. Monev Renstra 

7. Matrik Keselarasan 

8. SK TIM Penyusunan LAKIP 

9. SOP LAKIP 
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BAB. II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

Perencanaan kinerja merupakan tahap penting dalam melaksanakan 

rencana strategis (renstra) yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota 

organisasi pada pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan 

perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat  dipantau 

tingkat pencapaiannya lebih operasional dan melihat kemungkinan-kemungkinan 

untuk meningkakan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasise cara 

lebih cepat. 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan 

akuntabel, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut mebuat 

Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada dokumen perencanaan 

yang terdapatpada Renstra Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023. 

 

A. Visi RP JMD 

Dan dalam melaksanakan program pembangunan Kabupaten Tanah Laut 

tahun 2018 – 2023 memiliki Motto : KERJA KERAS , CERDAS, TUNTAS, 

BERKUALITAS, 

DAN IKHLAS. Dengan Visi pembangunan adalah : Terwujudnya Tanah Laut yang ” 

BERINTERKASI ” , Berkarya, Inovasi, Tertata, religius , Actual dan Sinergi., maka 

untukpencapaian ditetapkan Misi daerah sebagai berikut : 

 
B. Misi RP JMD 

Misi 3 

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 

 

Dengan Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta 

layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi 

Misi 4 

 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam penyelenggaraan 

pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat 

Dengan Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia 
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah Misi 3 

dan Misi 4, karena merupakan pencerminan apa yang ingin dicapai dalam 

mewujudkan harapan dimasa mendatang seiring dengan pelaksanaan tugas dan 

tidak lepas dari ruang lingkup “ Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut “ karena 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Organisasi. 

Perangkat Daerah yang merupakan elemen penting dalam mensukseskan pencapaian 

visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. 

Untuk mewujudkannya sebagaimana tersebut diatas,dijabarkan sebagai berikut : 
 

1.  Mewujudkan tatanan budaya politik yang positif dan santun bagi Masyarakat 

Kabupaten Tanah Laut; 

2. Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan 

nilai-nilaipersatuan bangsa; 

3. Mewujudkan tatanan nilai-nilai kewaspadaan dini sebangai daya tangkal dan 

dayacegah untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut; 

4. Mewujudkan kualitas dukungan operasional organisasi; 

 
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk 

mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu 

strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Kesatuan 

Bangsadan Politik Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut : 

1. Tercapainya kehidupan politik yang Demokratis, Dinamis dan Kondusif; 

2. Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wawasan 

kebangsaan dan nilai-nilai persantuan bangsa: 

3. Tercapainya  tatanan  nilai-nilai kewaspadaan dini  bagi generasi 

penerusbangsa 

4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien; 

 
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan 

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator 

kinerja sesuai tugas dan fungsi Kesbangpol serta profil pelayanan yang terkait 

dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Kesbangpol menetapkan 

sasaran sebagai tabel berikut : 
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1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban. 

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik 

3. Meningkatnya Organisasi/ Lembaga politik yang aktif berpolitik 

4. Meningkatnya penanganan pengaduan konflik 

5. Meningkatnya forum kewaspadaan dini 

6. Melaksanakan sosialisasi dan pemantapan bela negara serta forum 

pembaurankebangsaan 

7. Melaksanakan sosialisasi/pengembangan desa etnis/suku dan forum pembauran 

8. Meningkatkan kerukunan/keharmonisan antar unit beragama 

9. Meningkatkan ketahanan, seni, agama , kemasyarakatan dan ekonomi. 

10. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran 

11. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan 

12. Meningkatnya pemenuhan dan pemeliharaan sapras kantor. 

 
 

 
Tabel 2.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan 
SKPD 

 

 
NO 

 
TUJUAN 

 
SASARAN 

 
INDIKATOR SASARAN 

TARGET 
KINERJA 
SASARAN 

2021 

1 2 3 4 5 

 
 
 

1 

Meningkatkan 
kuantitas dan 

kualitas 
relegiusitas dalam 
penyelenggaraan 

pemerintah Daerah 
dan kehidupan 

masyarakat 

Meningkatnya toleransi 

dan kepedulian sosial 

antar umat beragama 

Jumlah konflik intern dan 
antarumat beragama 
(kasus) 

 
0 

Meningkatnya 

kewaspadaan Nasional 

Jumlah konflik sosial 
(kasus) 

 
0 

 
Tercapainya 
peningkatan 
Kesadaran 

Masyarakat terhadap 
Toleransi beragama 

dan nilai-nilai 
persatuan bangsa 

Meningkatkan 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
kemasyarakatan 

Persentase kelompok 
masyarakat / LSM 
organisasi pemuda yang 
aktif berorganisasi 

 
45% 

Meningkatkan 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

Persentase lembaga 
keagamaan yang aktif 
dalam peningkatan 
produktivitas umat 
(lembaga) 

 

100% 

Persentase ketahananan 
seni, budaya, agama, 
Kemasyarakatan dan 
ekonomi. 

 
100% 
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  Meningkatnya 
kesadaran, 
pemahaman dan 
pengamalan nilai- 
nilai Pancasila, 
Wawasan 
Kebangsaan dan 
Karakter Bangsa 

Persentase pembinaan 
Forum Pembauran 
Kebangsaan (FPK). 
Wawasan Kebangsaan 

 
 

100% 

Persentase Jumlah 
kelulusan peserta 
penyuluhan/ sosialiasi, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa, dan Pembauran 

 

 
100% 

Persentase monitoring 

dan evaluasi pelaporan di 

Bidang Ideologi , 

pembauran wasbang , 

bela Negara dan karakter 

bangsa 

 
 

100% 

 
 
 
 
 
 

2 

Tercapainya 
tatanan nilai-nilai 
kewaspadaan dini 

bagi generasi 
penerus bangsa 

Peningkatan 
Kewaspadaan Nasional 

dan Peningkatan kualitas 
dan Fasilitas penangan 

konflik sosial 

Pertentase peningkatan 
kewaspadaan nasional 
ATHG di Daerah 

100% 

Persentasi rekomendasi 
FKDM yg didindaklanjuti 
pihak terkait. 

100% 

Jumlah desa sadar 
penyelesaian konflik 

1 Desa 

Meningkatnya 
Pendidikan Politik 

Masyarakat 

Persentase partisipasi 
Kelembagaan terhadap 
Pemilu (Legislatif, Pilkada 
I & II, Pilpres) 

 
100% 

Persentase Parpol 
Penerima Bantuan 
Keuangan yang memenuhi 
administrasi 

 
100% 

 Terwujudnya tata 
kelola administrasi 
yang tertib, efektif 
dan efisien 

Meningkatkan 
Sistem akuntabilitas 
Kinerja SKPD 

Persentase terkelolanya 

administrasi urusan umum 

dan Kepegawaian 

 
100% 

Persentase perencanaan, 

laporan keuangan dan 

pelaporan Kinerja SKPD 

yang tersusun sesuai 

dengan ketentuan 

 

 
100% 

Nilai akuntabilitas Kinerja 
Instansi SKPD 

 
BB (11.00) 
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D. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kabupaten Tanah Laut 

Nomor : 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator  Kinerja Utama Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. 

Sebagaiukuran keberhasilan organisasi  secara  dalam 

mencapai sasaran  strategi  organisasi. penetapan IKU telah 

mengacu pada Renstra Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut serta RPJMD tahun 

2014 – 2018 dan RPJMD Tahun 2018 - 2023 Indikator Kinerja Utama ditetapkan 

dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kesbangpol 

Kabupaten  Tanah  Laut  2018  -  2023  yang  memiliki focus pada perspektif 

stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal 

organisasi (internal bussines process) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja 

Utama. 

Indikator Kinerja Utama Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut yang akan digunakan 

untuk periode waktu tahun 2018  –  2023 sesuai periode  Renstra  adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
 
TARGET 

 
REALISASI 

 
CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya toleransi 
dan kepedulian sosial 
antar umat beragama 

Jumlah konflik intern dan 
antarumat beragama 
(kasus) 

0 0 0 

2 Meningkatnya 
kewaspadaan Nasional 

Jumlah konflik sosial 
(kasus) 0 0 0 

 
 

 
No 

Kinerja Utama Outcome 
/ Tujuan /Sasaran 

Indikator 
Kinerja Utama 

 

Penjelasan Rumus 
Penanggung 

Jawab / 
Sumber Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya toleransi 

dan kepedulian sosial 

antar umat beragama 

Jumlah konflik 
intern dan 
antarumat 
beragama (kasus) 

Jml Kejadian Konflik antar umat 
beragama yang diselesaikan 

X 100% 
Jml Kejadian Konflik antar umat 

beragam yang bermasalah 

Bidang 
Ketahan/ Bina 
Ideologi dan 
Wawasan 
Kebangsaan 

2 Meningkatnya 
kewaspadaan Nasional 

Jumlah konflik 
sosial (kasus) 

Jml Kejadian Konflik sosial yang 
tertangani 

X 100% 
Jml Kejadian Konflik sosial yang 
terjadi 

Bidang 
Kewaspadaan 
Nasional/ 
Bidang Politik 
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E. PERJANJIAN KINERJA 2021 

Perjanjian kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja Tahun 

2021 

No Jabatan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2021 

1 2 3 4 5 

 
 

1. 

 

 
Kepala BADAN 

Meningkatnya toleransi 
dan kepedulian sosial 
antar umat beragama 

Jumlah konflik intern 
dan antarumat 

beragama (kasus) 

 
0 

Meningkatnya 
kewaspadaan Nasonal 

Jumlah konflik sosial 
(kasus) 

0 

   Persentase  

   terkelolanya  

   administrasi urusan 100% 

 
2 

Sekretaris 
 

Meningkatkan 
akuntabilitas Kinerja 

SKPD 

umum dan 

Kepegawaian 

 

Persentase 

perencanaan, laporan 

keuangan dan 
pelaporan Kinerja 

 

 
100% 

   SKPDyang tersusun  

   sesuai  

   dengan ketentuan  

   Nilai Akuntabilitas  

   Kinerja Instansi SKPD 
BB ( 11.00) 

 
 

3 

 

 
KepalaSub Bag 
Perencanaan & 

Keuangan 

Melaksanakan 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan Kinerja 

SKPD 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan yang di 

susun sesuai ketentuan 
dan tepat waktu 

 

5 Dokumen 

Nilai komponen 
perencanaan dan 
penyusunan pada 

SKPD 

 
BB (11.00) 

  Melaksanakan 
Jumlah Dokumen 

Laporan Keuangan 
secara berkala 

 

  Penyusunan 

dokumen terkait 
4 Dokumen 

  administrasi  

  keuangan SKPD  
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4 

 

Kepala Sub Bag 
Umum & 

Kepegawaian 

Melasanakan 

penyusunan data 

kepegawaian, 

evaluasi serta 

administrasi 

kepegawaian 

Jumlah dokumen 
pelayanan surat 
menyurat yang 
diklasifikasi dan 

pelayanan pemenuhan 
adminstrasi sesuai 

SOP 

 
 
 

25 ASN 

Melaksanakan 

layanan administrasi 

perkantoran, 

pemenuhan, 

pemeliharaan sarpras 

perlengkapan 

Jumlah dokumen 

administrasi 

perkantoran dan 

pemenuhan aset 

sesuai ketentuan 

 
 

16 Unit 

Menginventarisir 

peningkatan 

kapasitas SDM 

Jumlah tersedianya 

ASN yang mengikuti 

Pelatihan/Bimtek dan 
mendapatkan sertifikas 

 

5 ASN 

 

5 
 

Kepala Bidang 
Ketahanan Seni, 
Budaya, Agama, 
Kemasyarakatan 

dan Ekonomi 

Meningkatkan 

pemberdayaan 

pengawasan 

organisasi 

kemasyarakatan 

Persentase kelompok 

masyarakat / LSM 

organisasi pemuda 

yangaktif berorganisasi 

 
45% 

Meningkatkan Persentase lembaga  

  pembinaan dan keagamaan yang aktif 100% 

  pengembangan dalam peningkatan  

  ketahanan ekonomi, produktifitas umat  

  social danbudaya. (lembaga)  

   Persentase ketahanan 
seni ,budaya, agama 
kemasyarakatan ,dan 

ekonomi 

 
100% 

 
6 

Kepala Sub Bid 
Ketahanan Seni 

danBudaya 

Penyelenggaraan 
Pembinaan dan 

Pengawasan Ketahanan 
Seni dan Budaya 

Jumlah Fasilitasi 
Pencegahan 

penyalahgunaan 
Narkotika 

 

230 Orang 

 
Kepala Sub Bid Penyelenggaraan 

Pembinaan dan 
pengawasan 

Ketahanan Agama, 
Kemasyarakatan dan 

Ekonomi 

Jumlah pemberdayaan 
ormas, evaluasi,dan 

mediasi sengketa ormas 
Pengawasan ormas dan 
ormas asing di daerah. 

 

 Ketahanan  

 Agama, 
Kemasyarakatan 

20 Lembaga 

7 dan Ekonomi 
 

.Jumlah Hibah Uang  

  kepada Ormas yang 
berbadan Hukum 

3 Lembaga 

  Jumlah Desa peduli  

  Toleransi 1 Desa 

 

8 

Kepala Bidang 
Bina Ideologi dan 

Wawasan 
Kebangsaan 

Meningkatnya 
kesadaran, 

pemahaman dan 

Persentase pembinaan 

Forum Pembauran 

Kebangsaan (FPK). 

Wawasan Kebangsaan 

100% 
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  pengamalan nilai- 
nilai Pancasila, 

Wawasan 
Kebangsaan dan 
Karakter Bangsa 

Persentase Jumlah 
kelulusan peserta 

penyuluhan /sosialiasi, 
Bela Negara,Karakter 

Bangsa, dan 
Pembauran 

 

100 % 

   Persentase monitoring 
dan evaluasi pelaporan 

di Bidang Ideologi, 
pembauran wasbang, 

bela Negara dan karakter 
bangsa 

 

 
100% 

Jumlah desa sadar 
penyelesaian konflik 

 

1 Desa 

9  

Kepala Sub 
Bidang 

Wawasan 
Kebangsaan 

Penyelenggaraan 
monitoring evaluasi 

danPembinaan 
Ideologi, karakter 

bangsa , Bela Negara 
dan wawasan 
kebangsaan 

Jumlah Monitoring dan 
evaluasi serta 

Sosialisasi Ideologi, 
bela negara wasbang, 
Pembauran, bhineka 

tunggal ika dan sejarah 
kebangsaan. 

 

3.375 Orang 

10 Kepala Sub 
Bid Bina 
Ideologi 

Penyelenggaraan 

Koordinasi dan 

Penyuluhan Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, 

Jumlah masyarakat 
yang mengikuti 

penyuluhan Wawasan 
Kebangsaan 

404 Orang 

11 
Kepala Bidang 
Kewaspadaan 

Nasionalan 

Peningkatan 

Kewaspadaan 

Nasional , 

peningkatan kualitas 

dan fasilitasi 

penanganan konflik 

sosial 

Persentase peningkatan 
kewaspadaan Nasional 
dalam hal mendeteksi 

ATHG di Daerah 

 
 

100% 

Persentasi rekomendasi 
FKDM yang 

ditindaklanjuti pihak 
terkait 

 

100% 

Jumlah desa sadar 
penyelesaian 

konflik 

 
1 Desa 

 
 
 
 
 

12 

 

 
Kepala Subbid 

Kewaspadaan 
Dini, Pengawasan 
Orang Asing dan 
Lembaga Asing 

Peningkatan 
kerjasama dengan 

aparat keamanan dan 
pencegahan tindak 
Kriminal terhadap 

ancaman, tantangan 
hambatan dan 

ganggua( ATHG ) 
pemantauan, 

pengawasan dan 
deteksi dini di Daerah. 

Jumlah kegiatan / 
sosialisasi / rapat 

/pertemuan dengan 
instansi terkait 

/perusahaan, Tim dan 
Forum 

 
 

2 Laporan 

Jumlah Pemantauan 
dan Pengawasan 

Orang Asing, Tenaga 
Asing dan Lembaga 

Asing di Wilayah 

 
 

16 
Kegiatan 
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13 

 

Kepala Subbid 
Bidang 

Penanganan 
Konflik 

 
Monitoring,Evaluasi 
dan pelaporan serta 
penanganan konflik 

Jumlah Monitoring, 
Evaluasi ,dan 

pelaporan rencana 
aksi Daerah (RAD) tim 
terpadu penanganan 

konflik sosial dan 
jumlah desa sadar 

konflik. 

 
 

1 Desa 

14 
 

Kepala 
Bidang Politik 

 

Meningkatnya 
PendidikanPolitik 

Masyarakat 

Persentase Partisipasi 
Kelembagaan terhadap 

Pemilu (Legislatif, Pilkada 
I & II, Pilpres) 

 
100% 

Persentase Parpol 
Penerima Bantuan 

Keuangan yang 
memenuhi administrasi 

 

100 % 

15 
Kepala Sub 

Bidang 
Implementasi 

Kebijakan 
Publikdan 

Pendidikan 

Penyelenggaraan 
Implementasi 

Kebijakan Publik dan 
Pendidikan Politik 

Jumlah monitoring, 
evaluasi peningkatan 
demokrasi Partisipasi 

Kelembagaan pemilihan 
umum 

 

11 
Kecamatan 

16 
Kepala Sub 

Bidang 
Kelembagaan 
Partai Politik 
danFasilitasi 

Pemilihan 
Umum 

Penyelenggaraan 

Kelembagaan Partai 

Politik dan Fasilitasi 

Pemilu 

Jumlah Parpol penerima 
bantuan keuangan yang 
memenuhi persyaratan 

sesuai Permendagri No.06 
Tahun 2017 sesuai 

ketentuan dan perundang- 
undangan yang berlaku 

 
 

10 Parpol 

 
 
 

 
 
 
 
 

Eselon II 

Tabel 2.4 

Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol 

Kab. Tanah Laut Tahun 2021 

 

No. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA TARGET 

 
1 

Meningkatnya toleransi dan 
kepedulian sosial antar umat 

beragama Jumlah konflik 
intern dan antarumat 

beragama 

Jumlah konflik intern dan 
antarumat beragama (kasus) 

 
0 

2 Meningkatnya kewaspadaan 
Nasonal 

Jumlah konflik sosial (kasus) 0 
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Tabel 2.5 
Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Kanupaten tanah 

lautTahun 2021 

 
Eselon III 

 

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

 

 

 

 

1 

 

Meningkatkan 

akuntabilitas Kinerja SKPD 

Persentase terkelolanya 
administrasi urusan umum dan 

Kepegawaian 

 

 
100% 

Persentase perencanaan, laporan 
keuangan dan pelaporan Kinerja 

SKPD yang tersusun sesuai 
dengan ketentuan 

 
 

100% 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Instansi SKPD 

 

BB (11,00) 

 

`2 
Meningkatkan pemberdayaan 

pengawasan organisasi 
kemasyarakatan 

Persentase kelompok masyarakat 
/LSM organisasi pemuda yang aktif 

berorganisasi 

 

100% 

 

 
3 

 

Meningkatkan pembinaan 

dan pengembangan 

ketahanan ekonomi,social 

dan budaya. 

Persentase lembaga keagamaan 

yang aktif dalam peningkatan 

produktifitas umat (lembaga) 

 
100% 

Persentase ketahanan seni, budaya, 
agama kemasyarakatan,dan 

ekonomi 

 
100% 

 

 

 

 

 
4 

Meningkatnya kesadaran, 
pemahaman dan 

pengamalan nilai-nilai 
Pancasila, Wawasan 

Kebangsaan dan 

Nasionalisme 

Persentase Forum Pembauran 
Kebangsaan (FPK) Wawasan 

Kebangsaan 

 
100% 

Persentase Jumlah kelulusan 

peserta penyuluhan/ sosialiasi, 

Bela Negara, Karakter Bangsa, 

dan Pembauran . 

 
 

100 % 

Persentase monitoring dan 

evaluasi pelaporan di Bidang 

Ideologi , pembauran wasbang, 

bela Negara dan karakter bangsa 

 

100% 

 

 

 

 
5 

 

 
Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional , 
peningkatan kualitas dan 

fasilitasi penanganan 
konflik sosial 

Persentase peningkatan 
kewaspadaan nasional dalam 

hal mendeteksi ATHG di 
Daerah 

 

 
100% 

Persentasi rekomendasi FKDM 
yg ditindaklanjuti pihak terkait 

 

100% 

Jumlah desa sadar penyelesaian 
konflik 

 
1 Desa 
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6 

Meningkatnya 
Pendidikan Politik 

Masyarakat 

Persentase Fartisipasi 
kelembagaan terhadap Pemilu 
(legislatif, Pilkada I & II, Pilpres) 

 

100% 

Persentase Parpol penerima 
Bantuan Keuangan yang 
memenuhi administrasi 

 
100% 

 

 

 

 

Tabel 2.6 
Perjanjian Kinerja Badan KesbangpolKabupaten 

Tanah Laut Tahun 2021 

 
 

Eselon IV 
 

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1  
Melaksanakan Penyusunan 

Dokumen Perencanaan 
Kinerja SKPD 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
yang disusun sesuai ketentuan 

dan tepat waktu 

 
5 Dokumen 

Nilai komponen Perencanaan 
dan penyususnan pa SKPD 

 
BB (11.00) 

2 Melaksanakan Penyusunan 
dokumen terkait administrasi 

Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Laporan 
Keuangan secara berkala 

 

4 Dokumen 

 

3 

Melaksanakan Penyusunan 
data Kepegawaian, Evaluasi 

serta administrasi 
kepegawaian 

Jumlah dokumen pelayanan 
surat menyurat yang diklasifikasi 

dan pelayanan pemenuhan 
administrasi sesuai SOP 

 
25 Dokumen 

4 Melaksanakan layanan 
administrasi perkantoran, 
pemenuhan, pemeliharaan 

sarpras perlengkapan 

Jumlah dokumen administrasi 

perkantoran dan pemenuhan 

Aset sesuai ketentuan 

 

16 Unit 

5 Menginventarisir peningkatan 
kapasitas SDM 

Jumlah ASN yang mengikuti 
Pelatihan / Bimtek dan 
mendapatkan sertifikat 

 
5 ASN 

6 Penyelenggaraan Ketahanan 
Seni dan Budaya 

Jumlah Fasilitasi Pencegahan 
Penyalahgunaan Narkotika 

 
230 Orang 

 
7 

 

Penyelenggaraan Ketahanan 
Agama, Kemasyarakatan dan 

Ekonomi 

Jumlah pemberdayaan ormas, 
evaluasi ,dan mediasi sengketa 
ormas Pengawasan ormas dan 

ormas asing di daerah. 

 
20 

Lembaga 

Jumlah hibah uang kepada 
ormas yang berbadan 

Hukum 

 
3 Ormas 

Jumlah Desa peduli Toleransi 1 Desa 
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8 Penyelenggaraan monitoring 
evaluasi dan Pembinaan 

Ideologi, karakter bangsa, Bela 
Negara dan wawasan 

kebangsaan 

Jumlah Monitoring dan 
evaluasi serta Sosialisasi 

Ideologi, bela negara wasbang, 
Pembauran, bhineka tunggal ika 

dan sejarah 

 

 
404 Orang 

9 Penyelenggaraan Koordinasi 

dan Penyuluhan Ideologi 
Wawasan Kebangsaan 

Jumlah masyarakat yang 
mengikuti penyuluhan 
WawasanKebangsaan 

 
3.375 Orang 

10 Peningkatan kerjasama 

dengan aparat keamanan dan 

pencegahan tindak kriminal 

terhadap ancaman, tantangan, 

hambatann dan gangguan 

(ATHG) pemantauan, 

pengawasan dan deteksi dini 

di Daerah 

Jumlah kegiatan/sosialisasi. 
Rapat/ pertemuan dengan 

Instansi terkait / perusahaan, 
Tim dan Forum 

 
2 Laporan 

Jumlah Pemantauan dan 
pengawasan orang Asing, 
Tenaga Asing dan Lembaga 

Asing di Wilayah 

 
16 Kegiatan 

11  
Monitoring,Evaluasi dan 

pelaporan serta 
penanganan konflik 

Jumlah Monitoring, Evaluasi 
,dan pelaporan rencana aksi 

Daerah ( RAD ) tim terpadu 
penaganan konflik sosialisasi 
dan jumlah desa sadar konflik. 

 

 
1 Desa 

 
12 

Penyelenggaraan 
Implementasi Kebijakan 
Publik dan Pendidikan 

Politik 

Jumlah monitoring, Evaluasi 
peningkatan demokrasi 
partisipasi kelembagaan 

pemilihan umum 

 
11 

Kecamatan 

13 Penyelenggaraan 
Kelembagaan Partai Politik 

dan Fasilitasi Pemilu 

Jumlah Parpol penerima bantuan 
keuangan yang memenuhi 

persyaratan sesuai Permendagri 
No.06 Tahun 2017 

 
10 Parpol 

 
 
 

 

F. PROGRAM DAN KEGIATAN 

 
Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut pada tahun  anggaran 

2021 telah diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai hasil 

KUA/PPAS dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2021 

,Oleh Tim TAPD dan Tim anggaran DPRD Kabupaten Tanah Laut, sebanyak 

6 ( Enam 

) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 27 ( Dua Puluh Tujuh ) Sub Kegiatan 

yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
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Daerah tahun anggaran 2021 dengan rincian program, kegiatan dan sub 

Kegiatanseperti dibawah ini : 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah 

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

PerizinanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan. 

7) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 

Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

a) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal 

Ikadan Sejarah Kebangsaan 
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b) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 

 
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui 

Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 

8) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 

a) Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 

b) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi 

Politik di Daerah 

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

9) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi KemasyarakatanPenyusunan 

perencanaan dan kinerja SKP 

a) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran 

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, 

DanBudaya 

10) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 
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Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di Daerah. 

b) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 

KerukunanUmat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. 

c) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 

KerukunanUmat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. 

 
6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas 

DanFasilitasi Penanganan Konflik Sosial 

11) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 

a) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di 

Daerah. 

b) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama 

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 

Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan 

Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. 

c) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, 

Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan 

Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS 

KINERJA 

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI 

1. Sasaran RPJMD 

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama 

 

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama melalui 1 

Indikatordengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: 

 
 

Tabel 3.1 

Capaian Kinerja Terhadap Target 2021 

 

 

No 

 

Indikator 
Kinerja 

 

Satuan 

Realisasi Tahun 2021 

 

2020 
 

2021 
 

Target 
 

Realisasi 
% 

Capaian 

1 Jumlah konflik 

intern dan 

antarumat 
beragama (kasus) 

 

Kasus 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0% 

 
Rata-rata capaian kinerja 0% 

 

 
1. Perbandingan realisasi dengan target 

 

Jumlah konflik intern dan antarumat beragama Kabupaten Tanah Laut 

tahun 2020 terealisasi sebesar 3 konflik dari target 0 konflik, sehingga melebihi 

dari target yang ditetapkan tahun 2020. Target ditetapkan 0 diharapkan tidak 

terjadi konflik namun selama Tahun 2021 tidak ada kejadian atau konflik antar 

umat beragama dan diharapkan tidak terjadi lagi, Capaian kinerja Jumlah konflik 

intern dan antar umat beragama adalah sebesar 0%. 
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Tabel 3.2 

Perbandingan dari Tahun ke Tahun 

No Tahun Kasus Keterangan 

1 2020 3 Penanganan dan diselesaikan oleh 
Forkopimcam dan lintas terkait 

2 2021 0 Tidak ada kejadian ( Kasus ) 

 

 
2. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja 

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berupaya mempertahankan/ 

menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib, damai dan 

sejahtera maka diperlukan upaya penanganan konflik sosial sebagaimana 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan 

Konflik Sosial serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelakksanaan 

koordinasi konflik social yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan 

secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada 

saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, 

penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. 

Maksud dari pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan 

dan system peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pasca konflik adalah 

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan 

yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, 

rehabilitasi, dan rekonstruksi. 
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Meningkatnya kewaspadaan Nasional 

 
Meningkatnya Kewaspadaan Nasional diukur melalui 1 indikator 

denganrealisasi dan capaian kinerja sebagai berikut: 

 

Tabel 
3.3 

Capaian Kinerja Terhadap Target 2021 

 
 

No 
 

Indikator Kinerja 
 

Satuan 
Realisasi Tahun 2021 

2019 2020 Target Realisasi 
% 

Capaian 

1 Jumlah konflik 

sosial (kasus) 
Kasus 0 0 0 2 0% 

 Rata-rata capaian kinerja 0% 

 

Tahun 2021 yaitu 2 tentang pentingnya kerukunan dalam kehidupan masyarakat 

tersebut telah diselesaikan, dengan kronologi sebagai berikut; 

1. Sengketa Lahan HGU antara PT. SMART dengan Andi Cs/PANI 

Berdasarkan surat masuk dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 

005/2649/DPUPRP perihal Undangan Rapat Tim Mediasi Konflik Pertanahan yang 

menindaklanjuti surat dari Camat Kintap nomor 300/707/trantib perihal penyampaian 

berkas sengketa Andi Cs/PANI dengan PT. SMART/PT. AI site Kintap. 

Tuntutan masyarakat melalui PANI tentang penyimpangan perizinan HGU PT. 

SMART Kintap seluas 144 ha dan 7 Ha yang masuk konsesi PT. Arutmin Indonesia. 

Dan juga meminta pertanggung jawaban atas lahan 7 Ha yang melakukan 

pertambangan karena bertentangan dengan izin HGU yang berupa perkebunan 

kelapa sawit 

Langkah yang ditempuh dengan melaksanakan mediasi tangkat kecamatan dan 

berlanjut ke tingkat Kabupaten. Hasil mediasi awal di tingkat Kecamatan adalah 

melakukan pengukuran lahan yang dimaksud. Kemudian hasil mediasi di tingkat 

Kabupaten adalah memanggil kedua belah pihak dan mendengarkan keterangan 

masing-masing pihak. 

Hasil akhir sudah terjalin kesepakatan antara kedua belah untuk menyelesaikan 

sengketa tersebut: 
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2. Tuntutan Upah.Gaji Karyawan PT. Sukses Adi Wijaya Makmur (SWA) 

Berdasarkan surat masuk dari Bupati Tanah Laut nomor 560/800/DTKP/HIJSTK- 

HI/2021 tentang audiensi ke-2 PT. Sukses Wijaya Adimakmur dengan Serikat Buruh 

Nasional Indonesia. 

Beberapa tuntutan karyawan yaitu pembayaran gaji sesuai UMP, pembayaran upah 

lembur kepada karyawan, mengikustertakan karyawan dalam keanggotaan BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, pembayaran THR yang tidak sesuai aturan, 

dan pemberian cuti tahunan. 

Langkah penyelesaian yang dilakukan dengan melaksanakan rapat mediasi pada 

hari Rabu Tanggal 17 Nopember 2021 di Ruang Barakat Kantor Bupati Tanah Laut, 

Hasil yang diperoleh antara lain : 

a. Melaporkan tuntutan ke pengawas ketenagakerjaan; 

b. Melaksanakan mediasi melalui mekanisme bipartite dan tripartite 

c. Melaporkan ke aparatur penegak hukum 

dari owner SWA meminta harus ada saling pengertian antara PT. SWA dan 

karyawan,dan upah/gaji akan disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak 

karyawan dan Perusahaan dari PT. SWA yang ada di Bati-Bati. 

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Tanah Laut 

agar tidak lagi terjadi konflik sosial : 

1) Melakukan tindakan tindakan preventif pencegahan konflik 

2) Mendeteksi secara dini potensi-potensi terjadinya konflik 

3) Melaksanakan Program Kegiatan Penyuluhan : 

4) Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan, dan aspirasi masyarakat. 

5) Melakukan sosialisasi peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Penanganan Konflik Sosial serta Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang 

pelakksanaan koordinasi konflik social. 

6) Menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan dalam bentukrekomendasi 

sebagai bahan kebijakan Bupati. 

7) Melaporkan hasil kegiatan yang berkenaan dengan konflik sosial diwilayah 

Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut. 
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Indikator Kinerja Utama (IKU) 

Indikator kinerja utama (Key Performance Indicator) merupakan ukuran 

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran stategis instansi pemerintah, oleh 

karena itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka setiap instansi 

pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). 

 

Capaian indikator kinerja utama akan dapat memberikan gambaran suatu 

ukuran keberhasilan Instansi Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Dalam 

menghitung capaian indikator kinerja utama dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja 

sasaran strategis yang ditentukan. 

 
 

Tabel 3.4 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 
No 

Kinerja Utama 
Outcome/ 

Tujuan/Sasaran 

Indikator 
Kinerja Utama 

Penjelasan 
Rumus 

Penanggung 
Jawab / 

Sumber Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya 

toleransi dan 

kepedulian sosial 

antar umat 

beragama 

Jumlah konflik 
intern dan 
antarumat 
beragama 
(kasus) 

Jml Kejadian Konflik antar umat 
beragama yang diselesaikan 

X 100% 

Jml Kejadian Konflik antar umat 
beragam yang bermasalah 

Bidang Ketahan/ 
Bina Ideologi dan 
Wawasan 
Kebangsaan 

 Meningkatnya 
kewaspadaan 
Nasional 

Jumlah konflik 
sosial (kasus) 

Jml Kejadian Konflik sosial yang 
tertangani 

X 100% 
Jml Kejadian Konflik sosial yang 
terjadi 

Bidang 
Kewaspadaan 
Nasional/ Bidang 
Politik 

 
 

1.) Eselon II ( Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 

 
Target indikator kinerja utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan  Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2018-2023 

Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai 

berikut : 
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Meningatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama dan 

Meningkatnya kewaspadaan Nasional serta Meningkatkan kuantitas dan kualitas 

relegiusitas dalam penyelenggara an pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat 

yang selalu menjaga nilai – nilai kebersamaan dalam menghadapi 

permasalahan. 

Indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik  pada 

Eselon II. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah 

Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, sosial  dan 

Budaya dan Peningkatan kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan 

fasilitasi penaganan konflik sosial. Adapun kegiatan yang mendukung program 

tersebut yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan Perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan Nasional dan 

penangan konflik sosial. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Bidang 

Wawasan Nasional telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 100% dan 

capaian sebesar 100 %, 

Tabel 3.5 

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan 

KesbangpolKabu[aten Tanah Laut Tahun 2021 

Eselon II 
 

No. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Meningkatnya toleransi 
dan kepedulian sosial 
antar umat beragama 

Jumlah konflik intern 
dan antarumat 

beragama (kasus) 

 
0 

 
0 

 
0 

2 Meningkatnya 
kewaspadaan Nasonal 

Jumlah konflik sosial 
(kasus) 0 0 0 

 

Tokoh Agama yaitu penanda tanganan surat perjanjian dengan berdasarkan 

Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri. Dalam Negeri No.8 dan 9 Tahun 

2006 tentang pendiri rumah ibadah dan sebagaimana diamanatkan dalam 

Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial serta 

Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi konflik 

sosial. 
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3. Uraian Capaian IKU ( Eselon II ) 

Pada tabel 3.6 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja utama 

(IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 2 (dua) indikator kinerja 

utama (IKU). Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 

 

1. Persentase jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus) 

Indikator kinerja utama yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik 

adalah Potensi konflik Intern dan antar umat beragama (kasus) yang teratasi. 

Sebagaimana Negara Bangsa (nation state), Indonesia didirikan dan 

dibangun diatas keaneka ragaman suku, agama, bahasa dan budaya yang 

merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, pada sisi lain kondisi Indonesia 

yan demikian apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi terjadinya konflik 

intern dan antarumat beragama (kasus) 

2. Persentase Jumlah konflik sosial (kasus) 

Indikator kinerja utama yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan politik 

adalah Jumalah konflik sosial (kasus) yang tertangani. 

Perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok 

masyarakat / lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak 

luas yang mengakibatkan ketidak amanan dan disintegrasi sosial sehingga 

mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. 

Atas dasar tersebut, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak 

mulia dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, damai 

dan sejahtera maka diperlukan upaya penanganan konflik sosial. 

yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan 

terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun 

sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian 

konflik, dan pemulihan pasca konflik. 
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Tabel : 3.6 
Daftar Konflik Sosial Tahun 2021 

 
 

No Konflik Terkait Sosial Keterangan 

1 Konflik Lahan HGU antara PT. 
SMART dengan Andi Cs/PANI 

PT. AI site Kintap. 

2 Tuntutan Karyawan PT. Sukses 
Adi Wijaya Makmur 

PT. SWA yang ada di Bati-Bati 

 

Maksud dari pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan 

dan system peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pasca konflik adalah 

serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki 

hubunganyang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan 

rekonsiliasi,rehabilitasi, dan rekonstruksi. 

Adapun tujuan dari penanganan konflik sosial adalah untuk : 

a. Menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan 

sejahtera; 

b. Memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial 

kemasyarakatan; 

c. Meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan 

bermasyarakatdan bernegara; 

d. Memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; 

e. Melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum; 

f. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan 

g. Memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan 

prasaranaumum. 

Hasil laporan dari daerah-daerah bahwa sumber terjadinya konflik sosial adalah 
: 

a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya; 

b. Perseteruan antar umat beragama dan antar umat beragama, antar suku, dan 

antar etnis; 

c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan / provinsi; 
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d. Sengketa sumber daya alam antar masyarakat dan / antar masyarakat pelaku 

usaha; 

e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. 

 

Permasalahan Selama tahun 2021 terdapat 2 permasalahan/ konflik/  kasus 

yang terjadi yang sumber terjadinya konflik di akibatkan seperti point c dan d 

diatas. Sedangkan untuk konflik/kasus yang diakibatkan oleh sengketa Lahan, 

danUpah/Gaji Karyawan dan penyelesaiannya adalah kesepakatan kedua pelah 

pihak. 

Adanya peran serta Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam 

mengangani masalah yang terjadi. Pada tahun 2021 ini Badan  Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dengan bidang yang berkewenangan 

menangani kegiatan ini adalah Bidang Kewaspadaan Nasional telah 

menjalankan kegiatan tersebut dengan target 100 % dan capaian sebesar 100 

% dengan penjelasaan terhadap rumusan yang dimaksud diatas adalah Jumlah 

konflik /kasus Etnis kerusuhan/ radikalisme tahun 2021 tidak ada kasus, dan 

Laporan/ pengaduan kejadian konflik /kasus Etnis kerusuhan/ radikalisme yang 

masuk 0 kasus. 
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Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (KDPD) 

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 
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Kegiatan Penyuluhan tentang peraturan Organisasi Masyarakat 
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Kegiatan Penyuluhan Narkoba dan Zat Adektif lainnya. 
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Kegiatan Sosialisasi Hibah Bantuan Keuangan Parpol 
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Seminar Wawasan Kebangsaan tentang Pancasila Era Globalisai dan 

Milenial 
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Sasaran Strategis sesuai Renstra dan Target 

Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Renstra yang telah dibuat untuk 

tahun 2018 – 2023 telah menetapkan beberapa Sasaran Strategis. LAKIP untuk 

tahun 2021 adal awal Tahun pelaksanaan Renja Kabupaten Tahap 3 ( tiga). 

Sesuai dengan keadaan Renstra dibuat bahwa untuk setiap sasaran kemungkinan 

lebihdari satu indikator kinerja sasaran maka, Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah 

Laut telah menetapkan indikator kinerja yang akan dapat mengukur tingkat 

keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian kinerja Kesbangpol Kabupaten 

Tanah Laut tahun anggaran 2021. Berikut tabel sasaran strategis Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut : 
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Tabel 3.7 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
 
 

 

No 
 

TUJUAN 
 

INDIKATOR TUJUAN 
 

SASARAN 
 

INDIKATOR SASARAN 
TARGET KINERJA TUJUAN/ 

SASARANPADA TAHUN KE 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Mewujudkan 
masyarakat yang 
berakhlak mulia 

1. Persentase tingkat 
kerukunan antar 
umat beragama 

1. Meningkatnya toleransi 
dan kepedulian sosial 
antar umat beragama 

1 
. 

Jumlah konflik intern 
dan antarumat 
beragama (kasus) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

    2 Meningkatnya 
Kewaspadaan Nasional 

2 Jumlah konflik sosial 
(kasus) 

0 0 0 0 0 

  1. Meningkatnya 

Pendidikan Politik 

1. Penyelenggaraan 
Implementasi 

Kebijakan Publik 
danPendidikan 

Politik 

1 Jumlah monitoring, 
evaluasi peningkatan 
demokrasi fasilitasi 
Kelembagaan 
pemilihan umum 

 
 

70% 

 
 

75% 

 

11 
Kec 

 
 

0 

 
 

0 

  Jumlah Parpol 

penerima Bantuan 

Keuangan (hibah 

Parpol) 

2 Pelaksaan pemberian 
bantuan keuangan 

(hibah Parpol) sesuai 
ketentuan yang berlaku 

2 Persentase Parpol 
yang menerima 
Bantuan Keuangan 
yang memenuhi 
persyaratan 

 

0 

 

100% 

 

100% 

 

!00% 

 

100% 

  1 Pembinaan terhadap 
Ormas/LSM / OKP, 
Mahasiswa dan 
Pelajar 

1 Peningkatan kesadaran 
masyarakat tentang 
penyalahgunaan Narkoba 
dan Pekat 

1 Persentase Pembinaan 
terhadap Ormas /LSM/ 
OKP, Mahasiswa dan 
Pelajar. 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

  2 Jumlah Dana Hibah 
Ormas / LSM 

2 Meningkatnya Jumlah 
Pemohon 

2 Jumlah Ormas / LSM 
yang memohon 

 

0 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 

  3 Jumlah lembaga ke 
Agamaan yang aktif 
dalam meningkatkan 
Produktivitas umat 
(Lembaga) 

3 Meningkatnya ketahanan 
Seni budaya, agama, 
kemasyarakatan dan 
Ekonomi 

3 Terlaksananya 
Organisasi / lembaga 
kemasyarakatan yang 
aktif 

 

15 
 

20 
 

25 
 

30 
 

40 
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  4 
Jumlah Desa 
Peduli Toleransi 

4 Meningkatnya Kerukunan 
/ keharmonisan antar 
umat beragama 

4 Jumlah furom antar 
umat beragama/ 
lembaga agama yang 
aktif 

 

0 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 

2 Terwujutnya tatanan 
nilai-nilai kewaspadaan 
dini bagi masyarakat 

1 Presentase 
peningkatan 
kewaspadaan 
nasional dalam hal 
mendeteksi ATHG 
d Daerah 

1 Meningkatkan peran 
forum Kewaspadaan Dini 
(FKDM) 

1 Persentase forum 
konflik Kewaspadaan 
Dini dan Tim 
Kewaspadaan Dini 
yang aktif 

 

 
 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

  2 Cakupan pengawasan 
orang asing dan 
lembaga asing 
Kabupaten (%) 

2 Meningkatnya 
pengawasan orang 
asing dan lembaga 
asing 

2 Persentase 
pengendalian dan 
pengawasan orang 
Asing dan lembaga 
asing 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

  3 
Jumlah Desa Sadar 
Penyelesaian konflik 
(desa) 

3 Meningkatkan 
Penanganan 
Pengaduan Konflik 

3 Meningkatkan 
kapabilitas cegah dan 
tangkal dini serta 
penyelesaian konflik 
yang terjadi di 
masyarakat 

 

 

 
0 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 Persentase Fasilitasi 
Furom Pembauran 

1 
Persentase Forum 
Pembauran 
Kebangsaan (FPK) 

1 
Meningkatnya kesadaran 
Pembauran masyarakat 
dalam berkebangsaan 

1 Persentase kesadaran 
masyarakat akan nilai- 
nilai luhur Kebhenika 
Tunggal Ika 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

  2 Cakupan pembinaan 
wawasan kebangsaan 
bagi Pemuda, Remaja 
usia sekolah (%) 
Kelempok Masyarakat 
/ LSM. 

2 Meningkatkan wawasan 
kebangsaan di tengah- 
tengah kehidupan 
bermasyarakat 

2 Jumlah kelompok 
masyarakat /LSM 
organisasi pemuda 
yang aktif 
berorganisasi 

 

 
 

7 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

15 

 

 

20 

  3 
Jumlah Desa multi 
etnis 
(Multikulturalisme) 

3 Meningkatnya kerukunan 
/ keharmonisan antar 
umat beragama dalam 
kebangsaan 

3 Menciptakan stabilitas 
/ ketentraman 
masyarakat antar 
suku/Etnis 

 

0 
 

1 Desa 
(8 suku) 

 

1 
 

0 
 

0 
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3 Terwujutnya kualitas tata 

kelola administrasi yang 
tertib efektif dan efesien 

1  

Menerapkan SOP 

untuk administrasi di 

SOPD 

1 Meningkatnya kualitas 
pelayanan administrasi 
Perkantoran 

1 Indek Kepuasan 
Masyarakat 

 

 
71 

 
 

71.5 

 
 

72 

 
 

72,5 

 
 

73,43 

  2 Meningkatkan tertib 
administrasi 

2 Meningkatnya kualitas 
perencanaan,keuangan 
dan pelaporan 

2 
Nilai SAKIP SKPD 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

 
B 

  3 Menerapkan sistem 
pengendalian 
internal secara 
berjenjang 

3 Meningkatnya tata 
kelola sistem 
perkantoran 

3 Persentase tata 
kelola yang dipenuhi 
sesuai ketentuan 

 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

 

 

 

Pelaihari, September 2019 

Kepala Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut, 

Drs.H.M. RAFIKI EFFENDI, M.Si 
NIP.19640214 198703 1 012 
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2.) Eselon III (Sekretaris) A 

Target indikator kinerja Eselon III ( Sekretaris ) A Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2018 - 2023 

Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai 

berikut : 

 

Tabel 3.8 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2021 

 

 
No. 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA  

TARGET REALISASI CAPAIAN 

 

1 

Sekretaris 
Meningkatkan 

Akuntabilitas Kinerja 

Persentase terkelolanya 

administrasi urusan 

umum dan Kepegawaian 

 
100 % 

 
100% 

 
100% 

SKPD Persentase perencanaan, 
laporan keuangan dan 
pelaporan Kinerja SKPD 
yang tersusun sesuai 
dengan ketentuan 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 Nilai Akuntabilitas Kinerja 
Instansi SKPD 

BB (11.00) BB BB 

 
Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon III ) 

Pada tabel 3.8 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja Eselon 

III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja 

. Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 

 
1. Persentase terkelolanya administrasi urusan umum dan Kepegawaian. 

 
Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politikpada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. 
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Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu 

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

- Adminstrasi Keuangan Perangkat daerah 

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

- Administrasi Umum Perangkat Daerah 

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah di 

Sekretariatan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 100 %, 

realisasi fisik 97,94 % dan realisasi capaian sebesar 74,84%. 

 

2. Persentase perencanaan, laporan keuangan dan pelaporan Kinerja SKPD yang 

tersusun sesuai dengan ketentuan 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan  Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 

sub kegiatannya 

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daeah 

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 

- Evaluasi Kinerja Perangkkat daerah 

- Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN 

- Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah 

Bidang ke sekretariatan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 

100 % dan ralisasi fisik 90,00% sedangkan capaian sebesar 50,43%. 

 

3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa  dan 

politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. 

Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Kegiatan 
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Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Ke 

Sekretariatan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target BB (10,00) dan 

dengan capaian BB. 

 

2.1) Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan) A1 

 
Target indikator kinerja Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan) A1 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana 

strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra 

Tahun 2018-2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu 

sebagai berikut : 

 
Tabel 3.9 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

 

No. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

 

1 
Kasubbag 

Perencanaan dan 

Keuangan 

Melaksanakan 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan kinerja 
SKPD 

Jumlah dokumen 
perencanaan yang 
disusun sesuai 
ketentuan dan tepat 
waktu 

 
5 

Dokumen 

 
 

5 Dokumen 

 
 

100% 

Nilai komponen 
perencanaan dan 
penyusunan pad 
SKPD 

 
BB (11,00) 

 
BB 

 
BB 

 Melaksanakan Jumlah Dokumen    

2 penyusunan Laporan Keuangan    

 dokumen terkait 

administrasi 

Nilai secara 

berkala 

4 
Dokumen 4 Dokumen 100% 

 keuangan SKPD     

 
Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon IV ) 

Pada tabel 3.9 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja 

Eselon III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 3 (tiga) indikator 

kinerja . Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 
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1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat 
waktu 

 
Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politikpada Eselon IV. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah, Adapun Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan 

tersebut yaitu : 

- Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkatan Daerah 

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bagian Perencanaan dan Keuangan telah menjalankan kegiatan tersebut 

dengan target 12 buah dan capaian sebesar 42,44% 

 

2. Nilai komponen perencanaan dan penyusunan pad SKPD 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politikpada Perencanaan dan Keuangan telah menjalankan kegiatan tersebut 

dengan target BB (11,00) dan terealisasi BB 

 
3. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala. 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator 

iniadalah Program Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkatan Daearah. Adapun Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan 

tersebutyaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kabupaten  Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bagian 

Perencanaan dan Keuangan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 

Dokumen dan terealisasi sebesar 48,76% 
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2.2) Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A2 

Target indikator kinerja Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian) A2 

Badan Kesatuan  Bangsa dan  Politik  Kabupaten Tanah Laut bersumber dari 

rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

tahun Renstra Tahun 2018-2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja 

utama (IKU)yaitu sebagai berikut : 

 
Tabel 3.10 

Capaian Indikator Kinerja Badan 

Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2021 

 

No. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

 
 

1 

Kasubbag Umum 

dan Kepegawaian 

Melaksanakan 

penyusunan data 

kepegawaian, 

evaluasi serta 

administrasi 

kepegawaian 

 
 

Jumlah dokumen 

pelayanan surat 

menyurat yan 

diklasifikasi dan 

pelayanan 

pemenuhan 

admiistrasi sesuai 

SOP 

 
 
 
 
 

25 ASN 

 
 
 
 

 
25 ASN 

 
 
 
 

 
76,87% 

 

2 
Melaksanakan 

layanan administrasi 

perkantoran, 

pemenuhan, 

pemeliharaan 

sarpras 

perlengkapan 

Jumlah dokumen 

administrasi 

perkantoran dan 

pemenuhan aset 

sesuai ketentuan 

 
 

 
16 Unit 

 
 
 

16 Unit 

 
 
 

63,02% 

3 Menginventarisir 

peningkatan 

kapasitas SDM 

Jumlah tersedianya 

ASN yang mengikuti 

Pelatihan / Bimtek 

dan mendapatkan 

sertifikasi 

 

5 ASN 

Orang 

 

0 ASN 

Orang 

 
0% 

 

Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon IV ) 

Pada tabel 3.10 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja Eselon 

III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja 

. Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 
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1. Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat yan diklasifikasi dan pelayanan 

pemenuhan admiistrasi sesuai SOP. 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa  dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Program tersebut yaitu Kegaitan Adminstrasi Umum Perangkat 

Daerah danyang menujang kegiatan yaitu Sub Kegiatan adalah: 

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-Undangan 

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian telah menjalankan kegiatan tersebut dengan 

target 25 ASN dan 6 Orang PTT  dan  terealisasi  sebesar  100  %  dan 

capaian sebesar76,87% 

2. Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan pemenuhan aset sesuai 

ketentuan 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota. Program tersebut yaitu kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Sub Kegiatannya adalah 

1. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlenkapan Kantor 

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Ulama Kantor 

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pemeliharaan Pajak dan Perizinan 

kendaraan dinas Operasional atau Lapangan 

5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 
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Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah 

sub Bagian Umum dan Kepegawaian telah menjalankan kegiatan  tersebut 

dengan target 16 Unit dan terealisasi sebesar 63,02% 

 
3. Jumlah tersedianya ASN yang mengikuti Pelatihan / Bimtek dan 

mendapatkansertifikasi 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu 

sub Kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan 

pakaian Dinas beserta perlengkapannya. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini tidak 

dilaksanakan karena situasi pendemi covid 19 dan juga anggaran di potong 

untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan 

kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sehinggga target 5 Orang 

ASN dan belum tercapai 0% tidak dapat di laksanakan mengikuti Pelatihan/Bimtek 

dan mendapatkan sertifikasi karena ada pemotongan dana hampir 50% dari 

semua kegiatan operasional. 

3.) Eselon III (Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan 

dan Ekonomi ) B 

Target indikator kinerja Eselon III (Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, 

Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi ) B, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Renstra Tahun 2019-2023 Berdasarkan 

rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3.11 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

No. SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

 Kabid Ketahanan 

Seni, Budaya, 

Agama,Kemasyarak 
atan dan Ekonomi 

    

1 
Meningkatkan 
pemberdayaan dan 
pengawasan 
organisasi 
kemasyarakatan 

Persentase kelompok 
masyarakat / LSM 
organisasi pemuda 
yang aktif 
berorganisasi 

100 % 45 % 45 % 

 
2 

Meningkatkan 
pembinaan dan 
pengembangan 
ketahanan ekonomi, 
sosial dan budaya. 

Persentase lembaga 
keagamaan yang aktif 
dalam peningkatan 
produktfitas umat 
(lembaga) 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100^% 

Persentase 
Ketahanan Seni, 
Budaya, Agama 
Kemasyarakatan 
dan Ekonomi 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 
 

100% 

 
Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon III ) 

Pada tabel 3.11 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja Eselon 

III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 3 (tiga) indikatorkinerja . 

Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 

1.  Persentase kelompokmasyarakat / LSM organisasi pemuda yang aktif 

berorganisasi 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa  dan 

politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan, Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu 

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa  dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah 

Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi yang 

telah menjalankan Program tersebut dengan target 100 % dan capaian sebesar 

45% 
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2. Persentase Lembaga Keagamaan yang aktif dalam Peningkatan 

Produtifitas Umat (Lembaga) 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Adapun kegiatan yang mendukung program 

tersebut yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah 

Bidang Ketahanan Seni Budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi telah 

menjalankan kegiatan tersebut dengan target 100 % dan capaian sebesar 

100% 

3. Persentase Ketahanan Seni, Budaya, Agama Kemasyarakatan danEkonomi 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan  Kesatuan Bangsa 

dan politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung wawasan 

kebangsaan, Adapun yang dilaksanakan Program Perumusan Kebijakan 

Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 

Budaya serta kegiatan yang mendukung program tesebut yaitu Kegiatan 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah 

Bidang Ketahanan Seni budaya, agama, Kemasyarakatan dan ekonomi telah 

menjalankan Program tersebut dengan target 100 % dan capaian sebesar 

100% 

3.1) Eselon IV (Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya ) B.1 
 

Target indikator kinerja Eselon IV ( Kasubbid Ketahanan Seni dan Budaya) B.1 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari 

rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 
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tahun Renstra Tahun 2018-2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator 

kinerjautama (IKU) yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.12 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

 
 
 

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAAIAN 

 
 

1 

Kasubbid  

Ketahanan Seni & 
Budaya 

    

 Penyelenggaraan 
Ketahanan Seni dan 
Budaya 

Jumlah fasilitasi 
pencegahan 
penyalahgunaan 
Narkotika 

 

230 Orang 

 
230 Orang 

 
100% 

 
 

Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon IV ) 

 

Pada tabel 3.12 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja selon 

IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 1 (satu) indikator kinerja 

Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 

 

1. Jumlah Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon III. Dalam hal ini Kegiatan Perumusan  Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial  dan 

Budaya dan Sub Kegiatan yang mendukung Kegiatan yaitu Sub Kegiatan 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah. 

Tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bidang Ketahanan Seni dan Budaya telah menjalankan kegiatan tersebut 

dengan target 230 Orang dan terealisasi sebesar 230 Orang dan besaran 

(100%) 



66 ( RKj ) BADAN KESBANGPOL TAHUN   2021  

 

Eselon IV (Kasubbid Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan ekonomi ) B.2 

Target indikator kinerja Eselon IV ( Kasubbid Ketahanan Agama, 

kemasyarakatan dan ekonomi) B.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2019-2023 

Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu 

sebagaiberikut : 

Tabel 3.13 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

 
No. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

 
 
 

1 

Kasubbid 
Ketahanan agama 
Kemasyarakatan 
dan Ekonomi 

 
 

Jumlah 

pemberdayaa 

Ormas , Evaluasi 

danMediasi 

Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas 

dan Ormas 
Asing di Daerah 

 
 
 

 
20 

Lembaga 

 
 
 
 

10 lembaga 

 
 
 
 

45 % 

Penyelenggaraan 
Ketahanan Agama, 
Kemasyarakatan 
dan Ekonomi 

 Jumlah hibah uang 
kepada ormas 
yang berbadan 
Hukum 

 
3 Ormas 

 
3 Ormas 

 
100% 

  Jumlah Desa 
Peduli Toleransi 1 Desa 1 Desa 100 % 

 
 

Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon IV ) 

Pada tabel 3.13 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator 

kinerja selon IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 3 (tiga) 

indikator kinerja . Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 

 

1. Jumlah pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 

 
Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa 



67 ( RKj ) BADAN KESBANGPOL TAHUN   2021  

dan politik pada Eselon IV. Dalam hal ini kegiatan yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah  Kegiatan  Perumusan Kebijakan  Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. 

Adapun Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan tersebut yaitu Sub 

Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan 

Ekonomi,  Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan  Penyalagunaan 

Narkotika,   Fasilitasi Kerukunan   Umat Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di Daerah. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah 

Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi telah 

menjalankan kegiatan tersebut dengan target 20 lembaga dan terealisasi 

sebesar 45% % 

2. Jumlah hibah uang kepada ormas yang berbadan Hukum 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa 

dan politikpada Eselon IV. Dalam hal ini Kegiatan yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan, Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut 

yaitu sub kegiataan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di 

Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah 

Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi telah 

menjalankan kegiatan tersebut dengan target 3 Lembaga dan terealisasi 

sebesar 100% 

3. Jumlah Desa Peduli Toleransi 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini Kegiatan yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Kegiatan erumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Adapun Sub 
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kegiatan yang mendukung Kegiatan tersebut yaitu Sub Kegiatan Penyusunan 

Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

UmatBeragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Lautdengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi telah menjalankan 

kegiatan tersebut dengan target 1 Desa dan terealisasi sebesar (100%) 

4.)  Eselon III (Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan) B 
 

Target indikator kinerja Eselon III ( Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan 

Kebangsaan) B Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2019-2023 Berdasarkan rencana strategis pada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator 

kinerja utama (IKU) yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 3.14 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

Kabpaten Tanah Laut Tahun 2021 

 

No. 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

 Kabid Bina Ideologi 

dan Wawasan 

Kebangsaan 

    

1 Meningkatnya 

kesadaran, pemahaman 

dan pengamalan nilai- 

nilaiPancasila, 

Wawasan Kebangsaan 
dan Nasionalisme 

Persentase Forum 
Pembauran 
Kebangsaan 
(FPK) Wawasan 
Kebangsaan 

 

 
100 % 

 

 
100% 

 

 
92,30 % 
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  Persentase Jumlah 
kelulusan peserta 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
77,98% 

penyuluhan/ 
sosialiasi , Bela 
Negara, Karakter 
Bangsa, dan 

Pembauran. 
Persentase  

 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

monitoring dan 
evaluasi pelaporan 

di Bidang Ideologi , 
pembauran 
wasbang , bela 
Negara dan 

karakter bangsa 
 

Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon III ) 

Pada tabel 3.14 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja selon III 

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja . 

Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut. 

1. Persentase Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Wawasan .Kebangsaan 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Penguatan  Ideologi  Pancasila  Dan Karakter 

Kebangsaan, Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu 

Kegiatan  Perumusan  Kebijakan  Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan 

Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah Bidang 

Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan telah menjalankan program tersebut 

dengan target 100 % dan capaian sebesar 92,30 % 

2. Persentase Jumlah kelulusan peserta penyuluhan/ sosialiasi , Bela Negara, 

Karakter Bangsa, dan Pembauran. 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon III Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, 

Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu kegiatan 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 

Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 
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Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani programini adalah Sub 

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan telah menjalankan program 

tersebut dengan target 100% dan capaian sebesar 77,98% 

3. Persentase monitoring dan evaluasi pelaporan di Bidang Ideologi, pembauran 

wasbang , bela Negara dan karakter bangsa 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program embinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, 

Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu kegiatan 

perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan PelaksanaanBidang Ideologi 

Pancasila dan Karakter Kebangsaan. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bidang Bina Ideologie dan Wawasan Kebangsaan menjalankan program tersebut 

dengan target 1 Desa( 8 suku) dan capaian 1 Desa (8 suku) sebesar 100 % 

4.1) Eselon IV (Kasubbid Bina Ideologi) B.1 

Target indikator kinerja Eselon IV (Kasubbid Bina Ideologi) B.1 Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2018- 

2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 3.15 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

No. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

 
 

1 

Kasubbid Bidang 
Ideologi 

Penyelenggaraan 
monitoring evaluasi 

dan Pembinaan 
Ideologi, karakter 

bangsa , Bela Negara 
dan wawasan 
kebangsaan 

 

 
Jumlah Monitoring dan 
evaluasi serta 
Sosialisasi Ideologi, 
bela negara wasbang, 
Pembauran, bhineka 
tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan. 

 
 
 

3.373 

Orang 

 
 

 
2.850 
Orang 

 
 

 
84% 
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Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon IV ) 

Pada tabel 3.15 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja eselon IV 

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 1 (satu) indikator kinerja . 

Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagaiberikut. 

1. Jumlah Monitoring dan evaluasi serta Sosialisasi Ideologi, bela negara 

wasbang, Pembauran, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini kegiatan yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adapun 

yang mendukung kegiatan tersebut yaitu sub kegiatan Pelaksanaan 

Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bidang Bina Ideologi telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 

3.375 Orang dan capaian sebesar 84% 

4.2) Eselon IV (Kasubbid Wawasan Kebangsaan) B.2 

Target indikator kinerja Eselon IV (Kasubbid Wawasan Kebangsaan) B.2 Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari 

rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah  Laut 

tahun Renstra Tahun 2019-2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan 

KesatuanBangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja 

utama (IKU) yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.16 
Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

No. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

 
 

1 

Kasubbid 

Wawasan 

Kebangsaan 
Penyelenggaraan 

Koordinasi dan 

Penyuluhan Ideologi 

Wawasan 

Kebangsaan 

 
 
 
Jumlah masyarakat 
yang mengikuti 
penyuluhan 
Wawasan 
Kebangsaan 

 
 

 
404 

Orang 

 
 

 
404 Orang 

 
 

 
100% 
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Uraian Capaian IKU ( Eselon IV ) 

Pada tabel 3.16 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja Eselon 

IVpada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 1 (satu) indikator kinerja 

Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 

1. Jumlah Masyarakat yang mengikuti penyuluhan Wawasan Kebangsaan 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah kegiatan pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu sub kegiatan 

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka 

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Lautdengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bidang Wawasan Kebangsaan telah menjalankan kegiatan tersebut dengan 

target 10 Sekolah dengan jumlah peserta 404 Orang dan terealisasi sebesar 

80% 

5.) Eselon III (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional ) B 

Target indikator kinerja Eselon III (Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional) A 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari 

rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

tahun Renstra Tahun 2019-2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator 

kinerjautama (IKU) yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.17 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

 
 
 
 

 

No. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

 
 

1 

Kabid Kewaspadaan 
 Nasional   
Peningkatan 
Kewaspadaan Nasional, 
peningkatan kualitas 
dan fasilitasi 
penanganan konflik 
sosial 

 

Persentase 
peningkatan 
kewaspadaan 
nasional dalam hal 
mendeteksi ATHG di 
daerah. 

 
 
 

100% 

 
 
 

61% 

 
 
 

61% 
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  Persentasi 
rekomendasi FKDM 
yg ditindaklanjuti 
pihak terkait. 

 
100% 

 
80,53% 

 
80,53% 

Jumlah desa sadar 
penyelesaian konflik 1 Desa 1 Desa 100% 

 

Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon III) 

Pada tabel 3.17 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja Eselon 

III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja 

Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : Persentase peningkatan 

kewaspadaan nasional dalam hal mendeteksi ATHG di daerah. 

1. Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dalam hal mendeteksi 

ATHGdi daerah. 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan 

KualitasDan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Adapun kegiatan yang mendukung 

Program tersebut yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di 

Bidang Kewaspadaan Nasional, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang 

Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar 

Negara, Fasilitasi Kelembagaan. Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini 

Pemerintah Daerah yang memiliki TimKewaspadaan Dini Pemerintah Daerah 

(KDPD) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM). 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah 

Bidang Kewaspadaan Nasional telah menjalankan Rapat-rapat  Koordinasi 

dan Konsultasi dengan Tim dan Forum yang ada di Kabupaten maupun di 

kecamatan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 61.70% 

 

2. Persentasi rekomendasi FKDM yang ditindaklanjuti pihak terkait. 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan 
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Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Adapun kegiatan yang mendukung 

Program tersebut yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah 

Bidang Kewaspadaan Nasional telah menjalankan Program  pemantauan 

orang asing dengan instansi terkait adapun jumlah orang asing s/d 31 

Desember 2021 sejumlah 62 Orang yang berbeda-beda Negara dan 

kesemuanya telah dilaksanakan pengawasan sesuai data dari Kantor Imigrasi 

Banjarmasin dan fakta dilapangan dengan target 100 % dan capaian sebesar 

80.53% 

3. Jumlah desa sadar penyelesaian konflik 
 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah saru 

indikator ini adalah program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan 

Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Adapun kegiatan yang 

mendukung Program tersebut yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah 

Bidang Kewaspadaan Nasional telah menjalankan Program tersebut dengan 

target 100% dan capaian sebesar 69,26% 

5.1) Eselon IV (Kasubbid Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan 

Lembaga Asing ) B.1 

Target indikator kinerja Eselon IV ( Kasubbid Kewaspadaan Dini, Pengawasan 

Orang Asing dan Lembaga Asing ) B.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2018-2023 

Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.18 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

 
No. SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

 Kasubbid 

Kewaspadaan Dini, 

Pengawasan Orang 

Asing dan Lembaga  
Asing 

    

1 Peningkatan Jumlah kegiatan / 
sosialisasi / rapat 
/pertemuan 
dengan instansi 
terkait 
/perusahaan, Tim 
dan Forum 

   

 kerjasama dengan    

 aparat keamanan 
dan pencegahan 
tindak Kriminal 

2 Laporan 2 Laporan  
88% 

 terhadap ancaman,    

 tantangan hambatan    

Jumlah 
Pemantauan dan 
Pengawasan 
Orang Asing, 
Tenaga Asing 
danLembaga 
Asing di wilayah 

   

 dan gangguan    

 ( ATHG )    

 pemantauan, 
pengawasan dan 
deteksi dini di Daerah 

16 

Kegiatan 
16 

Kegiatan 

 
85% 

 
Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon IV ) 

Pada tabel 3.18 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja selon 

IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 2 (dua) indikator kinerja 

Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 

1. Jumlah kegiatan / sosialisasi / rapat / pertemuan dengan instansi 

terkait / Perusahaan, Tim Forum. 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini Kegiatan yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial asi 

Penanganan Konflik Sosial, Adapun Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan 

tersebut yaitu Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 

Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. 
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Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Lautdengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga asing 

telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 2 Laporan dan terealisasi 

sebesar 100 % 

2. Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, Tenaga Asing dan 

Lembaga Asing di Wilayah 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini Kegiatan yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Kegiatan 

tersebut yaitu Sub kegiatan yang medukung kegiatan adalah Pelaksanaan 

Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang 

Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar 

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di 

Daerah. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Lautdengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing 

telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 16 Kegiatan dan capaian 

sebesar100 % 

5.2) Eselon IV (Kasubbid Penanganan Konflik ) B.2 
 

Target indikator kinerja Eselon IV ( Kasubbid Penganan Konflik) B.2 Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana 

strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun 

Renstra Tahun 2018-2023.Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama 

(IKU) yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 3.19 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

 

No 
. 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET REALISASI CAPAIAN 

 
 
 

 
1 

Kasubbid Kepala 

Sub Bidang 

Penanganan 

Konflik 
Monitoring evaluasi 
dan pelaporan serta 
penanganan konflik 

 

Jumlah Monitoring 
evaluasi dan 
pelaporan rencana 
aksi Daerah (RAD), 
Tim terpadu 
penanganan konflik 
sosialisasi dan 
jumlah desa sadar 
Konflik 

 
 

1 Desa 

 
 

1 Desa 

 
 

100% 

 

Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon IV ) 

Pada tabel 3.19 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikatorkinerja Eselon 

IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 1 (satu) indikator kinerja 

. Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 

 

1. Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan rencana aksi Daerah (RAD), Tim 

terpadu penanganan konflik sosialisasi dan jumlah desa sadar. 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini Kegiatan yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Adapun 

Sub kegiatan yang mendukung Kegiatan tersebut yaitu Sub Kegiatan 

Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja 

Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan,menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bidang penanganan Konflik telah menjalankan kegiatan penanganan konflik 

sebanyak 2 kasus (Bab III Hal. 42) Kasus tersebut dengan target 0 Kasusdan 

capaian sebesar 0 %. Karena sudah terselesaikan secara musyawarah. 
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6.) Eselon III (Kepala Bidang Politik) B 

Target indikator kinerja Eselon III ( Kepala Bidang Politik) B Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 

2018- 2023 Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.20 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

 

No. SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

 
1 

 
Kabid Politik 
Meningkatnya 
Pendidikan Politik 
Masyarakat 

 
Persentase 

Fartisipasi 

Kelembagaan 

terhadap Pemilu 

(Legislatif, Pilkada I 

& II, Pilpres) 

 
 
 

11 Kec 

 
 

3 Kec 

 
 
 

39% 

  Persentase Parpol 

Penerima bantuan 

keuangan yang 

memenuhi 

administrasi 

 

 
100% 

 

 
90% 

 

 
90% 

 
 

Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon III ) 

Pada tabel 3.20 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja e s e l o n 

III pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 2 (dua) indikator kinerja 

Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut. 

1. Persentase Partisipasi Kelembagaan terhadap Pemilu (Legislatif, Pilkada 

I & II, Pilpres) 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya 
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Politik, Adapun Kegiatan yang mendukung Program tersebut yaitu Kegiatan 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Lautdengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah di 

Bidang Politik, Program tersebut dengan target 75% karena tidak ada Pemilu 

di tahun 2021 maka  capaian tetap sebesar 35% 

 

2. Persentase Parpol Penerima bantuan keuangan yang memenuhi administrasi. 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon III. Dalam hal ini program yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya 

Politik, Adapun kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu kegiatan 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. 

Pembinaan partai politik dan penyelenggaraan pemilu di segala tingkatan dan 

Pembinaan dan pengembangan penyusunan formulasi, implementasi, 

monitoring dan Evaluasi politik. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani Program ini adalah 

Bidang Politik telah menjalankan Program tersebut dengan target 100 % dan 

terealisasi sebesar 100 % 

6.1) Eselon IV (Kasubbid Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan ) B.1 

Target indikator kinerja Eselon IV (Kasubbid Kasubbid Implementasi 

Kebijakan publik dan pendidikan) B.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan 

Bangsa dan PolitikKabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2018-2023. 
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Berdasarkan rencana strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut berikut target indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 3.21 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

 

No SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

 
1 

Kasubbid 

Implementasi 

Kebijakan publik dan 

pendidikan 

Penyelenggaraan 
Implementasi 
Kebijakan Publik dan 
Pendidikan Politik 

 

 
Jumlah monitoring, 
evaluasi 
Peningkatan 
demokrasi 
fartilitasi 
kelembagaan 
pemilihan umum 

 
 
 

 
11 Kec 

 
 
 

 
3 Kec 

 
 
 

 
39 % 

 

Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon IV ) 

Pada tabel 3.21 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja selon 

IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 1 (satu) indikator 

kinerja. Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 

1. Jumlah monitoring, evaluasi Peningkatan demokrasi fartilitasi kelembagaan 

pemilihan umum. 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini kegiatan yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 

Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 

Situasi Politik. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu 

sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah. 
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Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan telah menjalankan 

kegiatan tersebut dengan target 100 % dan terealisasi sebesar 39% karena 

tidak ada pemilu dan tidak di perbolehkan kegiatan monitoring sehingga 

kegiatan tersebut di laksanakan tidak mencapai target. 

6.2) Eselon IV (Kasubbid Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu) B.2 

Target indikator kinerja Eselon IV ( Kasubbid Kelembagaan Partai Politik dan 

Fasilitas Pemilu) B.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

bersumber dari rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Tanah Tanah Laut tahun Renstra Tahun 2019-2023 Berdasarkan rencana 

strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

berikut target indikator kinerja utama(IKU) yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel 3.22 

Capaian Indikator Kinerja Badan Kesbangpol 

KabupatenTanah Laut Tahun 2021 

Eselon IV 
 

No 
SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
KINERJA 

TARGET REALISAS 
I 

CAPAIA 
N 

 Kasubbid 

Kelembagaan Partai 

politik dan Fasilitas 
Pemilu 

    

1 Penyelenggaraan 
Kelembagaan Partai 
Politik dan Fasilitasi 
Pemilu 

Jumlah Parpol 
penerima bantuan 
keuangan yang 
memenuhi 
persyaratan sesuai 

   

  Permendagri No.06 
Tahun 2017 sesuai 

 

10 Parpol 
 

10 Parpol 
90% 

  ketentuan dan    

  perundang-    

  undangan yang    

  berlaku    

 

Uraian Capaian Indikator Kierja ( Eselon IV ) 

Pada tabel 3.22 dapat diuraikan bahwa dalam hal capaian indikator kinerja 

eselon IV pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 1 (satu) indikator 

kinerja. 
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Capaian kinerja dalam sasaran strategis sebagai berikut : 

 
1. Jumlah Parpol penerima bantuan keuangan yang memenuhi persyaratan 

sesuai Permendagri No.06 Tahun 2017 sesuai ketentuan dan perundang- 

undangan yang berlaku 

Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan 

politik pada Eselon IV. Dalam hal ini kegiatan yang mendukung salah satu 

indikator ini adalah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 

Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 

Situasi Politik. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu 

sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 

Laut dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub 

Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Faslitas Pemilu telah menjalankan 

kegiatan tersebut dengan target 10 parpol dan terealisasi sebesar 100% 

dengancapaian besaran 90%. 

 
Uraian Capaian Sasaran sesuai Misi 

 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut telah menjalankan 

tahun anggaran 2021, yang mana telah melaksanakan tugas dan kewajiban 

sesuai tugas pokok dan fungsi itu sendiri. Ditinjau dari capaian pelaksanaan 

kegiatan berdasarkan sasaran dan misi maka kita dapat lihat penjelasannya 

pada Tabel dibawah ini : 



( RKj ) BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021 83  

Tabel 3.23 
Capaian Sasaran Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 

 

No Misi 
Tujuan 

Sasaran Idikator Sasaran Target Realisasi Capaian Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. 

Meningkatkan kuantitas 
dan kualitas 

relegiusitas dalam 
penyelenggara an 

pemerintah Daerah dan 
kehidupan masyarakat 

Mewujudkan 
masyarakat 
yang 
berakhlak 
mulia 

1. Meningkatnya 
toleransi dan 
kepedulian sosial 
antar umat 
beragama 

1) ) Jumlah konflik intern 
dan antarumat 

beragama (kasus) 

 
0 Kasus 

 
0 Kasus 

 
100% 

 
Sudah 

tertangani 

2. Mengkatnya 
Kewaspadaan 
Nasional 

2) Jumlah konflik sosial 
(kasus) 

 
0 Kasus 

 
0Kasus 

 
100% 

Sudah 
terselesai 

kan 

 
2 

Mewujudkan tatanan 
nilai nilai 

kewaspadaan dini 
sebagai daya tangkal 

dan daya cegah 
untuk masyarakat 
kabupaten Tanah 

Laut 

Tercapainya 
tatanan nilai- 
nilai 
kewaspadaan 
dini bagi 
generasi 
penerus 
bangsa 

3. Peningkatan 
Kewaspadaan 
Nasional, 
Peningkatan 
kualitas dan 
fasilitasi 
penanganan konflik 
sosial 

3) Persentase peningkatan 
kewaspadaan nasional 
dalam hal mendeteksi 
ATHG di daerah 

 
100% 

 
88% 

 
88% 

Tidak 
Terpenuhi 

Target 

4) Persentasi rekomendasi 
FKDM yg ditindaklanjuti 
pihak terkait. 

 
100% 

 
85% 

 
85% 

Tidak 
Terpenuhi 

Target 

5) Jumlah desa sadar 
penyelesaian konflik 

 
1 Desa 

 
83% 

 
83% 

Tidak 
Mencapai 

Target 

3. Peningkatan 
kerjasama dengan 
aparat keamanan 
danpencegahan 
tindak Kriminal 
terhadap ancaman, 
tantangan 
hambatan dan 

6) Jumlah kegiatan / 
sosialisasi / rapat 
/pertemuan dengan 
instansi terkait 
/perusahaan, Tim dan 
Forum 

 

 
2 Laporan 

 

 
2 Laporan 

 

 
88% 

 

Belum 
Mencapai 

Target 
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   gangguan ( ATHG ) 
pemantauan, 
pengawasan dan 
deteksi dini di Daerah. 

7) Jumlah Pemantauan dan 

Pengawasan Orang 

Asing, Tenaga Asing dan 

Lembaga Asing di 

Wilayah 

 

16 
Kegiatan 

 

10 
Kegiatan 

 
 

85% 

 
Tidak 

Tercapai 
Target 

4. Monitoring, 
Evaluasi dan 
pelaporan serta 
penanganan 
konflik 

8) Jumlah Monitoring, 
Evaluasi ,dan pelaporan 
rencana aksi Daerah 
( RAD ) tim terpadu 
penaganan konflik 
sosialisasi dan jumlah 
desa sadar konflik. 

 
 

1 Desa 

 
 

1 Desa 

 
 

83% 

 

 
Sudah 

Tertangani 

5. Meningkatkan 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan 
Organisasi 
kemasyarakatan 

9) Persentase kelompok 

masyarakat / LSM 

organisasi pemuda yang 

aktif berorganisasi 

 

100% 

 

45% 

 

45% 

 
Tidak 

Mencapai 
Target 

6. Meningkatkan 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

10) Persentase lembaga 

keagamaan yang aktif 

dalam peningkatan 

produktivitas umat 

(lembaga) 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 
Sudah 

Tercapai 
Target 

11) Persentase 
ketahananan seni, 
budaya, agama, 
Kemasyarakatan dan 
ekonomi 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
Sudah 

Tercapai 
Target 

7. Penyelenggaraan 

Ketahanan Seni dan 

Budaya 

12) Jumlah Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalahgunaan 
Narkoba 

 
230 

Orang 

 
230 

Orang 

 
 

100% 

 
Sudah 

Tercapai 
Target 
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   8. Penyelenggaraan 
Ketahanan Agama, 
Kemasyarakatan 
dan Ekonomi 

13) Jumlah pemberdayaan 

Ormas , Evaluasi dan 

Mediasi Sengketa 

Ormas, Pengawasan 

Ormas dan Ormas 

Asing di Daerah 

 

 
20 

Lembaga 

 

 
20 

Lembaga 

 
 

100% 

 

Sudah 
Tercapai 
Target 

14) Jumlah Hibah Uang 

kepada Ormas yang 

Berbadan Hukum 

 
3 Ormas 

 
2 Ormas 

 
45% 

Tidak 
Tercapai 

Target 

15) Jumlah Desa peduli 

Toleransi 1 Desa 1 Desa 100% 
Sudah 

Tercapai 
Target 

 
3 

Mewujudkan 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap 
wawasan 
kebangsaan dan 
nilai nilai 
persatuan bangsa 

Tercapainaya 
peningkatan 
kesadaran 
masyarakat 
terhadap wawasan 
kebangsaan dan 
nilai nilai persatuan 
bangsa 

9 Meningkatnya 
Pendidikan Politik 
Masyarakat 

16) Persentase 

fartisipasi 

kelembagaan 

terhadap Pemilu 

(Legislatif, 
Pilkada I & II Pilpres) 

 

 
100% 

 
 

39% 

 
 

39% 

Tidak 
pencapai 

Target 

17) Cakupan Parpol 

Penerima Bantuan 

Keuangan yang 

memenuhi administrasi 

 
 
 

10 Palpol 

 
 
 

90% 

 
 
 

90% 

 
Tidak 

Terpenuhi 
Target 

10 Penyelenggaraan 
Implementasi 
Kebijakan Publik dan 
Pendidikan Politik 

18) Jumlah monitoring, 

Evaluasi Peningkatan 

demokrasi fasilitasi 

kelembagaan 
pemilihan umum 

 
11 

Kecamatan 

 

 
3 Kec 

 

 
39% 

 
Kurang 

Memenuhi 
target 

11 Penyelenggaran 
Kelembagaan Partai 
Politik dan Fasilitasi 
Pemilu 

19) Jumlah Porpol Penerima 
Bantuan Keuangan 
yang memenuhi 
persyaratan sesuai 
permendagri No.06 
Tahun 2017 

 

 
10 Parpol 

 

 
10 Parpol 

 

 
90% 

 
Tidak 

Tercapai 
target 
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   10. Meningkatnya 
kesadaran, 
pemahaman dan 
pengamalan nilai- 
nilai Pancasila, 
Wawasan 
Kebangsaan dan 
Karakter Bangsa 

20) Persentase pembinaan 

Forum Pembauran 

Kebangsaan (FPK). 

Wawasan Kebangsaan 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Sudah 
Memenuhi 

Target 

21) Persentase Jumlah 
kelulusan peserta 
penyuluhan/ sosialiasi, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa dan Pembauran. 

 

100% 

 

84% 

 

84% 

 
Belum 

Memenuhi 
Target 

22) Persentase monitoring 
dan evaluasi pelaporan 
di Bidang Ideologi , 
pembauran wasbang , 
bela Negara dan 
karakter bangsa 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
Sudah 

Memenuhi 
Target 

11. Penyelenggaraan 
monitoring evaluasi 
dan Pembinaan 
Ideologi, karakter 
bangsa,Bela Negara 
dan wawasan 
kebangsaan 

23) Jumlah Monitoring dan 
evaluasi serta 
Sosialisasi Ideologi, 
bela negara wasbang, 
Pembauran, bhineka 
tunggal ika dan sejarah 

 

 
404 Orang 

 

 
404 Orang 

 

 
100% 

 

Sudah 
Tercapai 

Target 

12. Penyelenggaraan 

Koordinasi dan 

Penyuluhan 

Ideologi Wawasan 

Kebangsaan 

25) Jumlah masyarakat yang 

mengikuti penyuluhan 

Wawasan Kebangsaan 

 
3.375 
Orang 

 
2.850 
Orang 

 

84% 

 

Belum 
Tercapai 

target 

44 

Mewujudkan 
kualitas dukungan 
operasional 
organisasi 

Terwujudnya tata 
kelola administrasi 
yang tertib, efektif 
dan efesien. 

13. Peningkatan 

Akuntabilitas 

Kinerja SKPD 

26) Persentase terkelolanya 

administrasi urusan 

umum dan 

Kepegawaian 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Sudah 
Terpenuhi 

Target 
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27) Persentase 

perencanaan, laporan 

keuangan dan pelapora 

Kinerja SKPD yang 

tersusun sesuai dengan 

ketentuan 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 
Sudah 

Terpenuhi 
Target 

28) Nilai Sistem 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi SKPD 

 
 
BB (11.00) 

 
 

BB 

 
 

BB 

 
Terpenuhi 

14. Melaksanakan 
penyususnan 
Dokumen 
Perencanaan SKPD 

29) Jumlah Dokumen dan 
perencanaan yang 
disusun sesuai 
ketentuan dan tepat 
waktu 

 

5 

Dokumen 

 

5 
Dokumen 

 

 
100% 

 
Sudah 

tercapai 
Target 

15. Melaksanakan 

penyusunan 

dokumen terkat 

administrasi 

keuangan SKPD 

30) Nilai komponen 
perencanaan pada 
LAKIP SKPD 

 

BB (11.00) 

 
BB 

 
BB 

Sudah 
Mencapai 

Target 

31) Jumlah Dokumen 
Laporan Keuangan 
secara berkala 

4 

Dokumen 

4 
Dokumen 

 
100% 

Sudah 
tercapai 
Target 

16. Melaksanakan 
penyusunan data 
kepegawaian, 
evaluasi serta 
administrasi 
kepegawaian 

32) Jumlah dokumen 
pelayanan surat 
menyurat yang 
diklasifikasi dan 
pelayanan pemenuhan 
adminisrasi sesuai 
SOP 

 
 

 
25 ASN 

 
 

 
25 ASN 

 
 

 
100% 

 
 

Sudah 
Terpenuhi 

Target 
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Kepala Badan Kesbangpol 
Kabupaten Tanah laut, 

Drs.H. RUDI ISMANTO ,M.Si 

NIP.19680916 199010 1 001 

   17. Melaksanakan 

layanan administrasi 

perkantoran 

pemenuhan, 

pemeliharaan 

Sarpras 

perlengkapan 

33) Jumlah dokumen 
administrasi 
perkantoran dan 
pemenuhan aset 
sesuai ketentuan 

 
 
 

16 Unit 

 
 

13 Unit 

 
 

82% 

 
 

Belum 
Tercapai 

target 

   18. Menginventarisi 

peningkatan 

kapasitas SDM 

34) Jumlah tersedianya 

ASN yang mengikuti 

Pelatihan/Bimtek dan 

mendapatkan 

sertifikasi 

 

 
5 ASN 

 
 

0 ASN 

 
 

0% 

Sangat Tidak 
Memenuhi 

Target 

 

 
Pelaihari, Januari 2022 
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Dari tabel 3.23 dapat kita simak bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut dilihat dari capaian sasaran sesuai misi dapat disimpulkan 

bahwa capaian sasaran yang memenuhi target ada dalam pada misi 3 menunjukkan 

angka capaian sebesar 100 %, dan misi 4 menunjukkan angka capaian 100 %. Pada 

misi yang telah melampaui target harus meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi 

guna mencapai misi yang telah ditetapkan. Semua Capaian sasaran sudah 

memenuhi target. Berikut tabel yang menggambarkan capaian sasaran sesuai misi 

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. 

 

 
1. Realisasi Capaian Sasaran Strategis 

 

 
Tabel 3.24 

Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis 

 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

(outcome) 

Targ 

et 

(%) 

Realisasi 

(%) 

Capaia 

n(%) 

SS.1 
Meningkatnya 
toleransi dan 
kepedulian sosial 
antar umat beragama 

Jumlah konflik intern dan 

antarumat beragama 

(kasus) 

 
0 

 
0 

 
0 

SS.2 
Meningkatnya 
kewaspadaan 
Nassional 

Jumlah konflik sosial 

(kasus) 

 

0 
 

0 
 

0 

SS.3 Meningkatkan 
pemberdayaan dan 
pengawasan 
organisasi 
kemasyarakatan 

Cakupan fasilitasi 

pembinaan terhadap 

LSM, Ormas dan OKP. 

 
 

230 
Orang 

 
 

230 Orang 

 
 

100% 

SS.4 Meningkatkan 
pembinaan dan 
pengembangan 
ketahanan ekonomi, 
social dan budaya 

1. Persentase lembaga 

keagamaan yang aktif 

dalam peningkatan 

produktifitas umat 
(lembaga) 

 
 

100% 

 
 

80% 

 
 

80% 

2. Persentase 

ketahanan seni 

budaya,dan agama 

kemasyarakatan dan 

ekonomi 

 
 

100% 

 
 

45% 

 
 

45% 
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SS.5 Penyelenggaraan 
Pembinaan Ketahanan 
Seni dan Budaya 

Jumlah fasilitasi 

pembinaan terhadapLSM, 

Ormas dan OKP 

 

230 
Orang 

 

230 
Orang 

 

100% 

SS.6 Penyelenggaraan 
Pembinaan dan 
pengawasan 
Ketahanan Agama, 
Kemasyarakatan 
dan Ekonomi 

1. Jumlah Pemberdayaan 
ormas, Evaluasi, mediasi 
sengketa ormas 
pengawasan ormas dan 
ormas asing di Daerah 

 
20 

Lembaga 

 
16 

Lembaga 

 

80% 

2. Jumlah hibah uang 
kepada ormas 

yang berbadan hukum 

 
3 Ormas 

 
3 rmas 

 
45% 

3. Jumlah Desa peduli 
toleransi 

1 Desa 1 Desa 100% 

SS.7 Meningkatnya 
kesadaran, 
pemahaman dan 
pengamalan nilai- nilai 
Pancasila, wawasan 
kebangsaan dan 
Nasionalisme 

1. Persentase pembinaan 
Forum Pembauran 
Kebangsaan (FPK). 
Wawasan Kebangsaan 

 

100% 
 

100% 
 

100% 

2. Persentase Jumlah 
kelulusan peserta 
penyuluhan/ sosialiasi, 
Bela Negara, Karakter 
Bangsa, dan 
Pembauran. 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

3. Persentase monitoring 
dan evaluasi pelaporan 
di Bidang Ideologi , 
pembauran wasbang , 
bela Negara dan 
karakter bangsa 

 
 

 
100% 

 
 

 
84% 

 
 

84% 

SS.8 Penyelenggaraan 
monitoring evaluasi 
dan Pembinaan 
Ideologi, karakter 
bangsa, Bela Negara 
dan wawasan 
kebangsaan 

Jumlah Monitoring dan 
evaluasi serta Sosialisasi 
Ideologi, belanegara 
wasbang, Pembauran, 
bhineka tunggal ika dan 
sejarah 

 
 

404 
Orang 

 
 

404 
Orang 

 
 

100% 

SS.9 Penyelenggaraan 
Penyuluhan 
Wawasan 
Kebangsaan Bagi 
Pemuda 

Jumlah masyarakat, 
organisasi yang mengikuti 
penyuluhanWawasan 
kebangsaan 

 
3.375 
Orang 

 
2.850 
Orang 

 
 

84% 

SS.10 
Peningkatan 
Kewaspadaan 
Nasional dan 
peningkatan kualitas 
dan fasilitasi 
penanganan konflik 
sosial 

1. Persentase peningkatan 
kewaspadaan nasional 
dalam hal mendeteksi 
ATHG di daerah 

 

 
100% 

 

 
88% 

 
 

88% 

. Persentasi rekomendasi 
rekomendasi FKDM yg 
ditindaklanjuti pihak 
terkait. 

 
 

100% 

 
 

85% 

 
 

85% 

3. Jumlah desa sadar 
penyelesaian konflik 

 

1 Desa 
 

1 Desa 
 

100% 
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SS.11 Peningkatan 
Kerjasama dengan 
aparat keamanan 
dan pencegahan 
Tindakkriminal 
terhadap ancaman 
Tantangan hambatan 
dan gangguan(ATHG) 
Pemantauan, 
Pengawasan 
Deteksi Dini di 
Daerah 

1. Jumlah kegiatan/ 
sosialisasi / rapat/ 
pertemuan dengan 
instansi terkait/ 
perusahaan, Tim dan 
forum 

 

 
2 Laporan 

 

 
2 Laporan 

 

 
100% 

2 Jumlah pemantauan dan 
Pengawasan Orang 
Asing, Tenaga Asing dan 
Lembaga Asing di 
Wilayah 

 
 

16 
Kegiatan 

 
 

15 
Kegiatan 

 

 
85% 

SS.12 Monitoring,Evaluasi 
dan pelaporan serta 
penanganan konflik 

Jumlah Monitoring, 
Evaluasi dan pelaporan 
rencana aksi Daerah 
( RAD ) tim terpadu 
penaganan konflik 
sosialisasi dan jumlah 
desa sadar konflik 

 
 

 
1 Desa 

 
 

 
1 Desa 

 
 

 
100% 

SS.13 Meningkatnya 
Pendidikan Politik 
Masyarakat 

1. Persentase Fartisipasi 

Kelembagaan 

terhadap Pemilu 

(Legislatif, Pilkada I & 

II,Pilpres) 

 
 

100% 

 
 

39%. 

 
 

39% 

  2. Persentase Parpol 

Penerima Bantuan 

keuangan yang 

memenuhi 

administrasi 

 
 

100% 

 
 

90% 

 
 

90% 

SS.14 Penyelenggaraan 
Implemenasi 
Kebijakan Publik dan 
Pendidikan Politik 

Jumlah monitoring, 
evaluasi Peningkatan 
demokrasi Partisipasi 
kelembagaan pemilihan 
umum 

 

11 Kec 

 

3 Kec 

 

 
39% 

SS.15 Penyelengraaan 
Kelembagaan Partai 
Politik dan Fasilitasi 
Pemilu 

Jumlah Porrpol penerima 
bantuan keuangan yang 
memenuhi Persyaratan 
sesuai Permendagri 
No.06 Tahun 2017 Sesuai 
Ketentuan Dan 
Perundanf-Undangan 
Yang berlaku 

 
 

10 Parpol 

 
 
10 Porpol 

 
 

90% 
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SS.16 Meningkatkan 
akuntabilitas Kinerja 
SKPD 

1. Persentase 
terkelolanya 
administrasi urusan 
umum dan 
Kepegawaian 

 
 

100% 

 

82% 

 
 

82% 

2. Persentase 
perencanaan, 
laporan keuangan 
dan pelaporan 
Kinerja SKPD yang 
tersusun sesuai 
dengan ketentuan 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

 
 

 
100% 

3. Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah SKPD 

 

BB (11.00) 
 

BB 
 

BB 

SS.17 Melaksanakan 

penyusunan 

dokumen 

perencanaan 

kinerja SKPD 

1. Jumlah Dokumen 
perencanan yang di 
susun sesuai ketentuan 
dan tepat waktu 

 
5 

Dokumen 

5 
Dokumen 

 
100% 

2. Nilai komponen 

Perencanaan dan 

penyusunan pada 

SKPD 

 

BB (11.00) 

 

BB 

 

BB 

SS.18 Melaksanakan 

penyusunan 

dokumen terkait 

administrasi 

keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 

Laporan Keuangan 

secara berkala 

 

4 
Dokumen 

 

4 
Dokumen 

 

100% 

SS.19 Melaksanakan 

penyusunan data 

kepegawaian, 

evaluasi serta 

administrasi 

kepegawaian 

Jumlah dokumentasi 

data dan pelayanan 

surat menyurat 

 

25 ASN 

 

25 ASN 

 

 
100% 

SS.20 Melaksanakan 

layanan administrasi 

perkantoran, 

pemenuhan 

pemeliharaan sarpras 

perlengkapan 

Jumlah dokumen 

administrasi perkantoran 

dan pemenuhan aset 

sesuai ketentuan 

 
 

16 Unit 

 
 

13 Unit 

 

 
82% 

SS.21 Menginventarisir 

peningkatan kapasitas 

SDM 

Jumlah tersedianya ASN 

yang mengikuti 

Pelatihan/Bimtek dan 

mendapatkan sertifikasi 

 
 

5 ASN 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

 

Analisa Capaian Sasaran Strategis 

Sebagaimana kita lihat bahwa  pada tabel  3.24 akan  dijelaskan mengenai analisa 
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terhadap 21 (Dua Puluh satu) capaian sasaran strategis yang ditetapkan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. 

 

Capaian sasaran strategis yang pertama yaitu Jumlah konflik intern dan antar 

umat beragama (kasus) di Kabupaten Tanah Laut. 

 
Dengan uraian penjelasan terdapat dalam tabel 3. 25 sebagai berikut : 

 
Tabel 3.25 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1 
Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama 

 
 

No 
 

Indikator Kinerja 
 

Satuan 
Tahun 2021  

Capaian 
Target Realisasi 

1 Jumlah konflik Intern dan 

antar umat beragama 

(kasus) 

 
Kasus 

 
0 

 
0. 

 
0 

 
 

1. Analisis Pencapaian Indikator Jumlah konflik Intern dan antar umat beragama 

(kasus) 

Pengukuran Indikator Jumlah konflik Intern dan antar umat beragama (kasus) 

Indikator mengacu kepada .tidak adanya gejolak konflik yang bersifat radikal atau 

kerusuhan yang terjadi, dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang 

aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera maka Peraturan bersama Menteri 

Agama dan Menteri Dalam Negeri No.8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendiri rumah 

ibadah. Sebagaimana Negara Bangsa (nation state), Indonesia didirikan dan 

dibangun diatas keaneka ragaman suku, agama, bahasa dan budaya yang 

merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa, pada sisi lain kondisi Indonesia yan 

demikian apabila tidak dikelola dengan baik berpotensi terjadinya konflik intern 

dan antar umat beragama (kasus) 

Sasaran Strategis 1 

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial 

antar umat beragama 
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Capaian sasaran strategis yang kedua yaitu Jumlah konflik sosial (kasus) di 

Kabupaten Tanah Laut. 

 
Dengan uraian penjelasan terdapat dalam tabel 3. 26 sebagai berikut : 

 
Tabel 3.26 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 2 
Meningkatnya kewaspadaan Nasional 

 
 

No 
 

Indikator Kinerja 
 

Satuan 
Tahun 2021  

Capaian 
Target Realisasi 

1 Jumlah konflik sosial 

(kasus) 
 

Kasus 
 

0 
 

0. 
 

0 

 
2. Analisis Pencapaian Indikator Jumlah konflik sosial (kasus) 

Maksud dari meningkatnya kewaspadaan Nasional adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan 

dan system peringatan dini. Sedangkan Pemulihan Pasca konflik adalah serangkaian kegiatan 

untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam 

masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi 

diperlukan upaya penanganan konflik sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang- 

Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan tentang Penanganan Konflik Sosial serta Permendagri 

Nomor 42 Tahun 2015 tentang pelakksanaan koordinasi konflik social. 

 
 

Sasaran Strategis 2 

Meningkatnya kewaspadaan Nassional 
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Tabel 3.27 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 3 

Meningkatkan pemberdayaan dan 

pengawasanorganisasi Kemasyarakatan 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2021 

Capaian Target Realisasi 

 
1. 

Cakupan Fasilitasi 
Pembinaan terhadap 
LSM, Ormas dan OKP 

 
% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
1. Analisis Pencapaian Indikator Cakupan Fasiitasi Pembinaan terhadap LSM, 

Ormas dan OKP 

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut berupaya  memberikan pelayanan 

terbaik kepada organisasi kemasyarakat. 

Adapun Kegiatan yang ada di Program Pemberdayaan Dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan dengan didukung kegiatan tersebut adalah Perumusan 

Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan 

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yaitu Penyuluhan/Pembinaan terhadap 

LSM. Ormas dan OKP untuk Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba dan Zat 

Adektif lainnya. Sedang peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin meningkat 

dari tahun ke tahun. Dalam kasus tindak pidana terdapat narkoba dari tahun ke tahun 

terdapat peningkatan angka yang signifikan. Fakta dan data menunjukan jumlah 

pemakaian narkoba di Indonesia terus meningkat secara mengerikan. 

 

 

Tabel 3.28 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatkan 

pembinaan, pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 
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No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2021 

Capaian 
Target Realisasi 

1 Persentase Lembaga 

keagamaan yang aktif dalam 

peningkatan produktifitas 

umat (Lembaga) 

 
 

% 

 

 
100% 

 

 
80% 

 

 
80 % 

2 Persentase ketahanan, 

seni, budaya, agama 

kemasyarakatan dan 

ekonomi 

 

% 

 

100% 

 

45% 

 

45% 

 

 

1. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Lembaga keagamaan yang aktif dalam 

peningkatan produktifitas umat (Lembaga) 

Adapun pencapaian sasaran strategis 4 yaitu Meningkatkan Pembinaan, 

pengembangan Ketahanan ekonomi seni dan budaya yaitu dengan Lembaga 

keagamaan yang aktif dalam peningkatan produktifitas umat (Lembaga) bagi 

Pemuda. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani program Pemberdayaan Dan 

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan kegiatan Perumusan Kebijakan 

Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan Ini Adalah Bidang Ketahanan Seni Budaya, agama, 

kemasyarakatan dan ekonomi. 

2. Analisi Pencapaian Indikator Persentase Ketahanan, Seni, Budaya, Agama 

Kemasyarakatan dan Ekonomi. 

Meningkatkan Pembinaan, pengembangan Ketahanan ekonomi seni dan budaya 

yaitu dengan program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan dan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 

Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan dalam Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang aktif untuk 

mendapatkan Hibah yangberbadan hukum. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Badan 

Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan terbaik 
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kepada organisasi kemasyarakat. Tercatat dari periode bulan Desember 2014 

sampai dengan Desember 2021 sudah terhimpun sebanyak 585 (lima ratus 

Delapan puluh Lima) Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ekonomi, sosial, budaya, 

kemasyarakatan dan agama, pendidikan, teknologi dan lain-lain. Berikut tabel 

dibawah ini yang menggambarkan data statistik pendaftaran surat keterangan 

terdaftar (SKT) Ormas/LSM. 

Bidang Ketahanan Seni Budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi telah 

menjalankan kegiatan tersebut dengan target 100 % dan capaian  sebesar 

86,59% 

 

 

Tabel 3.29 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 5 

Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan ketahanan seni dan 

budaya 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2021 

Capaian 
Target Realisasi 

 
1 

Jumlah fasilitasi 

pembinaan terhadap 

LSM.Ormas dan OKP 

 
Orang 230 

Orang 

 
230 Orang 

 
95,65% 

 

1. Analisa Pencapaian indikator Jumlah fasilitasi pembinaan terhadap LSM.Ormas 

dan OKP 

Dalam hal ini kegiatan yang mendukung Ketahanan Seni, Budaya, agama, 

kemasyarakatan dan ekonomi, Adalah kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis 

dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan tersebut yaitu sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan 

di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. 
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Tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani sub kegiatan ini adalah Bidang 

Ketahanan Seni, Budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi telah 

menjalankan kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Narkoba dan 

Zat Adektif lainnya. 

1. Tempat Gedung Balairung Tuntung Pandang Pelaihari Tanggal 04 Nopebember 

2021 

2. Tempat Gedung Balairung Tuntung Pandang Pelaihari tanggal 30 Nopember 2021 

Kegiatan penyuluhan tersebut dengan target 230 Orang dan terealisasi 

sebesar230 Orang jadi tercapai 100% 

 
 

 

 
Tabel 3.30 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 6 

Penyelenggaraan Pembinaan dan pengawasan 

KetahananAgama,Kemasyarakatan dan Ekonomi 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2020 

Capaian 
Target Realisasi 

1 Jumlah pemberdayaan 
ormas, evalusi dan mediasi 
sengketa ormas pengawasan 
ormas dan ormas asing di 
daerah 

 

 
Lembaga 

 
20 

Lembaga 

 
16 

Lembaga 

 

80% 

2 Jumlah hibah uang kepada 
ormas yang berbadan hukum Ormas 3 Ormas 3 Ormas 100% 

3 Jumlah desa peduli Toleransi Desa 1 Desa 1 Desa 100% 
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1. Analisa Pencapaian Indikator Jumlah pemberdayaan ormas, evalusi dan mediasi 

sengketa ormas pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. 

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut berupaya memberikan pelayanan terbaik 

kepada organisasi kemasyarakat. Tercatat dari periode bulan Desember  2014 

sampai dengan Desember 2018 sudah terhimpun sebanyak 585 (lima ratus Delapan 

puluh Lima) Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga  Swadaya 

Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ekonomi, sosial,  budaya, 

kemasyarakatan dan agama, pendidikan, teknologi dan lain- lain. Berikut tabel 

dibawah ini yang menggambarkan data statistik pendaftaran surat keterangan 

terdaftar (SKT) Ormas/LSM. 

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Seni Budaya, Agama, 

Kemasyarakatan dan Ekonomi program tersebut yaitu lembaga ke agamaan yang 

aktif dalam peningkatan produktifitas umat (lembaga) 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub Bidang 

Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi telah menjalankan kegiatan 

tersebut dengan target 20 lembaga dan capaian sebesar 80 % 

Tabel 3.31 

Data Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Tanah Laut yang Memperoleh 

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas dan LSM 

 
No 

 
Bidang Kegiatan 

Jumlah 
Ormas/LSM 

(2020) 

Jumlah 
Ormas/LSM 

(2021) 

1 
EKOSOSBUD, 

Kemasyarakat dan agama 
82 82 

2 Pendidikan 44 44 

3 Teknologi 0 0 

4 Kelompok Nelayan/Petani 441 441 

5 Profesi 1 1 

6 Wirausaha 0 0 

7 LSM 15 15 

8 Lingkungan 1 1 

9 Kesamaan Kegiatan 0 0 

10 Jasa 1 1 

 Jumlah 585 585 
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2. Analisa Pencapaian Indikator Jumlah Jumlah hibah uang kepada ormas yang 

berbadan hukum 

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut yaitu sub kegiataan 

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 

dan Ormas Asing di Daerah 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub Bidang 

Kasubbid Ketahanan agama Kemasyarakatan dan Ekonomi telah menjalankan 

kegiatan tersebut dengan usulan dana hibah yang di verifikasi oleh Tim Verifikasi 

dengan JumlahOrganisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat  (LSM)   yang   memanfaatkan   dana   hibah   sesuai   ketentuan   target 

3 Lembagadan terealisasi sebesar 100% 

3. Analisa Pencapaian Indikator Jumlah desa peduli Toleransi 

Dalam hal ini program yang mendukung salah satu indikator ini adalah kegiatan 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan Budaya dan sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 

Daerah. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Bidang 

Ketahanan Seni Budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi telah 

menjalankan kegiatan dengan jumlah desa peduli Toleransi yaitu 1 Desa dengan 

target 100 % dan capaian sebesar 100% 
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Tabel 3.32 
Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 7 

Meningkatnya kesadaran pemahaman dan pengamalan nilai-nilai 

Pancasila,wawasan kebangsaan dan Nasionalisme 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2021 

Capaian 
Target Realisasi 

1 Persentase pembinaan 

Forum Pembauran 

Kebangsaan (FPK). 

Wawasan Kebangsaan 

 
 

% 

 
 

100 % 

 
 

100 % 

 
 

100% 

2 Persentase Jumlah 

kelulusan peserta 

penyuluhan/ sosialiasi, 

Bela Negara, Karakter 

Bangsa, dan Pembauran. 

 

 
% 

 
 

100 

 
 

100% 

 
 

100% 

3 Persentase monitoring dan 

evaluasi pelaporan di 

Bidang Ideolog,Pembauran 

wasbang, bela Negara dan 

karakter bangsa 

 

 
% 

 

 
100% 

 

 
84% 

 

 
84% 

 

1. Analisis Pencapaian Indikator Persentase pembinaan Forum Pembauran 

Kebangsaan (FPK). Wawasan Kebangsaan 

Dalam mendukung capaian sasaran strategis ini dilakukan berbagai program dan 

kegiatan yang menunjang sasaran strategis 7 ini. Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya 

melaksanakan program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter 

Kebangsaan kegiatan yang mendukung terwujudnya program tersebut adalah 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 

Pancasila dan Karakter Kebangsaan. melalui kegiatan ini kiranya kita akan 

semakin memahami bahwa betapa masalah kebangsaan kita itu bersifat 

kompleks dan dinamis sejalan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang 

majemuk. Oleh karena itu membahas masalah yang terkait dengan persatuan 

dan kesatuan bangsa selalu relevan dengan dilaksanakan kegiatan tersebut 

maka peningkatan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Wawasan 

Kebangsaan 
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2. Analisis Pencapaian indikator Persentase Jumlah kelulusan peserta 

penyuluhan/ sosialiasi, Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran 

Adapun pencapaian sasaran strategis 7 yaitu Melaksanakan penyuluhan 

Sosialisasi Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran. 

Salah satu upaya penguatan persatuan dan Kesatuan bangsa adalah melalui 

pelaksanaan program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 

adapun upaya mewujudkan program tersebut di dukung dengan kegiatan 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 

Kebangsaan dan jumlah kelulusan peserta dalam mengikuti 

penuluhan/sosialisasi Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran 

merupakan tugas nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama 

dengan seluruh warga masyarakat dan harus dipicu kearah yang positif dan 

memiliki sikap tanggung jawab, tegang rasa, mawas diri, kesetiakawanan sosial 

serta mengutamakan kerukunan masyarakat dalam upaya memajukan dan 

kesejahteraan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara Republik Indonesia. 

3. Analisis Pencapaian Indikator Persentase monitoring dan evaluasi pelaporan 

di Bidang Ideologi , pembauran wasbang , bela Negara dan karakter bangsa. 

Pembauran wawasan kebangsaan, bela negara dan kareakter bangsa sebagai 

konsensus Nasional dan Payung Kebangsaan serta menumbuh kembangkan 

pemahaman  segenap masyarakat terhadap  bela  negara  sebagai Ideologi 

Negara, Pandangan Hidup dan Falsafah Bangsa kegiatan ini bertujuan untuk 

menumbuhkanpembauran wawasan kebangsaan, bela negara dan karakter bangsa. 

Pada tahun 2021 Kegiatan dilaksanakan monitoring dan evaluasi dengan peserta 

masyarakat untuk menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air dikalangan 

aparatur negara, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

Tabel 3.33 

 

Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan Pembinaan Ideologi, karakter 

bangsa , Bela Negara dan wawasan kebangsaan 
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Analisa Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan 

Pembinaan Ideologi, karakter bangsa, Bela Negara dan 

wawasan kebangsaan 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2021 

Capaian Target Realisasi 

 
1 

Jumlah Monitoring dan  
 

Orang 

 

 
3.375 
Orang 

 

 
2.850 
Orang 

 
 

84% 

evaluasi serta Sosialisasi 

Ideologi, bela negara 

wasbang, Pembauran, 

bhineka tunggal ika dan 

sejarah 

 
1. Analisa Pencapaian Indikotor Jumlah Monitoring dan evaluasi serta 

Sosialisasi Ideologi, bela negara wasbang, Pembauran, bhineka tunggal ika dan 

sejarah. 

Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan Sosialisasi pencapaian sasaran strategis 

8 yaitu melaksanakan peningkatan pada bela negara, wawasan Kebangsaan, 

pembauran, bhenika tunggal ika dan sejarah. dengan baik diperlukan upaya 

peningkatan melalui sosialisasi agar dapat memahami dan menghayati sebagai 

masyarakat yang perduli bela negara. 

Pada tahun 2021 bidang Ideologi melaksanakan kegiatan Perumusan Kebijakan 

Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter 

Kebangsaan yang di dukung sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, realisasi sebanyak 2.850 Orang denga besaran 

84% 

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan melaksanakan kegiatanya adalah : 

a. Upacara Hari Lahir Pancasila 1 juni 2021. 

b. Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021. 

c. Upacara Hari Bela Negara 22 Desember 2021. (menyesuaikan dengan 

agendaPemerintah Daerah) 
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Tabel 3.34 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 9 

Penyelenggaraan Koordinasi dan Penyuluhan Ideologi 

wawasan Kebangsaan 
 

  

Indikator Kinerja 
 

Satuan 
Tahun 2021  

Capaian Target Realisasi 

1 Jumlah masyarakat 

organisasi yang 

mengikuti Penyuluhan 

Wawasan Kebangsaan 

 
Orang 

 
404 
Orang 

 
404 Orang 

 
100% 

 
1. Analisa Pencapaian indikator Jumlah masyarakat organisasi yang 

mengikutiPenyuluhan Wawasan Kebangsaan . 

Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting, terlebih dengan 

situasidan dinamika lingkungan strategis yang berkembang baik internal maupun 

eksternal dalam masyarakat bangsa Indonesia sampai sekarang ini 

mengisyaratkan kepada kita perlunya melakukan upaya-upaya konkrit, 

komperhensif dan terprogram peningkatan pembauran kebangsaan dalam rangka 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. 

Penyuluhan dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan diperuntukkan kepada 

masyarakat organisasi dan semua elemen bangsa terutama dikalangan pemuda 

dan pelajar, wawasan Kebangsaan sangat diperlukan sebagai upaya pembinaan 

karakter bangsa agar mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa 

(ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) baik yang berasal dari dalam 

maupun dari luar sehingga dalam penyampaian nya tidak hanya berupa 

penyuluhan saja akan tetapi dapat berupa dengan melalui, Sosialisasi, Seminar 

dan Penataran diskusi, saresehan diharapkan dapat menampilkan tokoh-tokoh 

panutan yang dapat memberikan motivasi dalam mempertahankan NKRI adapun 

sasaran penyuluhan 404 Orang ter realisasi sebanya 404 Orang dengan besaran 

100% 

 

Penyelenggaraan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda 
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Capaian sasaran strategis yang kelima yaitu Meningkatnya kewaspadaan 

Nasional.peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial,  Dengan 

uraian penjelasan terdapat dalam tabel 3.35 sebagai berikut : 

 
Tabel 3.35 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 10 Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional,peningkatan kualitas dan fasilitasi 

penanganan konflik sosial 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2021 

Capaian Target Realisasi 

1 Persentase 

peningkatan 

kewaspadaan 

nasional dalam hal 

mendeteksi ATHG 

di Daerah 

 

 
% 

 

 
100% 

 

 
88% 

 

 
88% 

2 Persentase 

rekomendasi FKDM 

yang ditindaklanjuti 

pihak terkait. 

 
% 

 
100% 

 
85% 

 
85% 

3 Jumlah Desa sadar 

penyelesaian konflik 

 
Desa 

 
0 Kasus 

 
2 Kasus 

 
0% 

 

 
1. Analisis Pencapaian Indikator Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dalamhal 

mendeteksi ATHG di Daerah. 

Partisipasi terhadap kegiatan sosialisasi / rapat / Pertemuan dengan Instansi terkait/ 

perusahaan, Tim dan Forum wawasan kebangsaan merupakan salah satu indikator 

dalam sasaran strategis 10. Dalam mendukung capaian sasaran strategis  ini 

dilakukan berbagai program dan kegiatan yang menunjang sasaran strategis ini. 
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Dalam hal ini program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan 

Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang mendukung adalah 

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. 

Permendagri nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Hal ini 

adalahuntuk Meningkatkan rasa Nasionalisme, Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan 

mampu mempertahankan eksistensi, identitas, Integritas Bangsa dan Negara serta 

Deteksi Dini di Daerah. Dan salah satu indikator kinerja ini juga yang mendukung 

program tersebut yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 

 
2. Analisis Pencapaian Indikator Persentase rekomendasi FKDM yang 

ditindaklanjuti pihak terkait 

Rekomendasi FKDM yang menindaklajuti pihak terkait merupakan yang ke dua dari 

sasaran strategis 10. Dalam mendukung capaian sasaran strategis ini dilakukan 

berbagai program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas 

Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang mendukung adalah Kegiatan 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Bidang 

Kewaspadaan Nasional telah menjalankan kegiatan pemantauan orang asing dengan 

instansi terkait dan kesemuanya telah dilaksanakan pengawasan sesuai data dari 

Kantor Imigrasi Banjarmasin dan fakta dilapangan. 

3. Analisis Pencapaian Indikator Jumlah Desa sadar penyelesaian konflik 

Pada awal pembentukan desa sadar konflik pada tahun 2021 adalah kretaria/ 

persyaratan pembentukan desa sadar politik dan sudah ada di betuk desa sadar 

politik yang dengan standar kretaria atau persyaratan terbentuknya suatu desa sadar 

konflik. yang di dapat dari informasi Departemen terkait tentang pembentukan suatu 

desa sadar konflik dengan target 0 kasus dan relisasinya 2 kasus namun sudah ada 

kesepakatan kedua pihak sehingga di tahun 2021 dari 2 kasus menjadi 0 kasus. 
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Capaian sasaran strategis yang ke 11 yaitu Peningkatan kerjasama  denagan 

aparat keamanan dan pencegahan tindak kriminl terhadap ancaman, tantangan, 

hambatan dan gangguan (ATHG) pemantauan, pengawasan dan deteksi dini di 

daerah, Dengan uraian penjelasan terdapat dalam tabel 3.36 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.36 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 11 

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dan pencegahan tindak 

kriminalterhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan 

(ATHG),Pemantauan,pengawasan dan deteksi dini di daerah 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2021 

Capaian Target Realisasi 

 Jumlah kegiatan 

Sosialisasi / rapat/ 

Pertemuan dengan 

Instansi terkait/ 

perusahaan, Tim dan 

Forum 

 
 

 
Laporan 

 
 

 
2 Laporan 

 
 
 

2 Laporan 

 
 
 

88% 

 Jumlah Pemantauan 

dan Pengawasan Orang 

Asing, Tenaga Asing 

dan Lembaga Asing di 

Wilayah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 
 
 

Kegiatan 

 

 
16 

Kegiatana 

 

 
15 

Kegiatan 

 

 
85 % 

 
1. Analisis Pencapaian Indikator Jumlah kegiatan sosialisi/ rapat pertemuan 

dengan Instansi terkait perusahaan, Tim dan Forum. 

Kegiatan sosialisasi / rapat / Pertemuan dengan Instansi terkait/ perusahaan, Tim 

dan Forum wawasan kebangsaan merupakan salah satu indikator dalam sasaran 

strategis 

11. Dalam mendukung capaian sasaran strategis ini dilakukan berbagai  program 

dan kegiatan yang menunjang sasaran strategis ini. 
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Dalam hal ini program yang mendukung adalah Kegiatan Perumusan Kebijakan 

Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan 

tersebut yaitu sub kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial . 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Kasubbid 

Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing Bidang Kewaspadaan 

Nasional telah melaksanakan kerjasama dengan aparat keamanan untuk 

pencegahan tidak kriminal dengan Tim dan Forum yang ada di Kabupaten 

maupundi kecamatan dengan target 11 Laporan dan terealisasi sebesar 2 Laporan 

dengan target 100% realisai sebesar 88 % 

 
2. Analisis Pencapaian Indikator Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Orang 

Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing di Wilayah Kabupaten Tanah Laut. 

Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing 

di Wilayah Kabupaten Tanah Laut. merupakan salah satu indikator dalam 

sasaran strategis 3. Dalam mendukung capaian sasaran strategis ini dilakukan 

berbagai program dan kegiatan yang menunjang. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan pemantauan orang 

asing dengan instansi terkait adapun jumlah orang asing s/d 31 Desember 2021 

sejumlah 62 Orang yang berbeda-beda Negara dan kesemuanya telah 

dilaksanakan pengawasan sesuai data dari Kantor 

Imigrasi Banjarmasin dan fakta dilapangan kegiatan ini adalah Kasubbid 

Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing Dan Lembaga Asing Bidang 

Kewaspadaan Nasional telah melaksanakan kerjasama dengan aparat yang terkait 

untuk memantau Orang Asing yang ada di Kabupaten maupun di kecamatan 

dengan 16Kegiatan, 16 Kegiatan tersebut  dengan target 100% realisai sebesar 

85 % 
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Tabel 3.37 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 12   
Monitoring, Evaluasidan pelaporan serta penanganan konflik 

 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2021 

Capaian 
Target Realisasi 

1 Jumlah Monitoring 
Evaluasi dan pelaporan 
rencana aksi Daerah 
(RAD) Tim terpadu 
penanganan konflik 
sosialisasi dan jumlah 
Desa Sadar konflik 

 
 

Kasus 

 
 

0 Kasus 

 
 

2 Kasus 

 

 
0 % 

 
1. Analisis Pencapaian Indikator Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan 

rencana aksi Daerah (RAD) Tim terpada penanganan konflik sosialisasi dan 

jumlah desa sadar konflik, 

Partisipasi terhadap monitoring evaluasi wawasan kebangsaan merupakan  salah 

satu indikator dalam sasaran strategis 12. Dalam mendukung capaian sasaran 

strategis ini dilakukan berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang sasaran 

strategis ini. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sesuai 

dengan tugas, pokok dan fungsinya. 

Meningkatnya Desa Sadar Konflik tercapai 100 % , hal ini berkaitan dengan rencana 

pembentukan desa sadar konflik di setiap desa setiap kecamatan. yang mana pada 

tahun 2021 ini, adalah awal pelaksanaan dari rencana tersebut melaksanakan 

kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang mendukung terwujudnya kegiatan 

tersebut adalah sub kegiatan sebagai berikut : 

1) Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan 

kejahatan; 

2) Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 
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Capaian sasaran strategis yang kedua yaitu Meningkatnya partisipasi dan 

Pendidikan politik Masyarakat, Dengan uraian penjelasan terdapat dalam tabel 3.38 

sebagai berikut : 

 
 
 

 
 

Tabel 3.38 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 13 

Meningkatnya Pendidikan politik masyarakat 

 
 

No 
 

Indikator Kinerja 
 

Satuan 
Tahun 2021  

Capaian 
Target Realisasi 

 
1 

Persentase fartisipasi 

kelembagaan terhadap 

pemilu (Legislatif,Pilkada 

I& II Pilpres) 

 
 

% 

 
 

100% 

 
 

39% 

 
 

39% 

 
2 

Persentase  Parpol 

Penerima Hibah  yang 

menyelesaikan 

administrasi sesuai 

ketentuan    dan 

perundang- 
undangan 

 
 

% 

 
 
 

100% 

 
 
 

90% 

 
 
 

90% 

 
1. Analisis Pencapaian Indikator Cakupan partisipasi masyarakat terhadap 

pemilu (Legislatif,Pilkada I & II Pilpres) 

Pengukuran Indikator diuraikan bahwa jumlah warga Kabupaten Tanah Laut yang 

menggunakan hak pilih di semua kecamatan 11 Kecamatan namun hanya 3 

kecamatan bisa melaksanakan koordinasi Indikator pengukuran diuraikan bahwa 

warga Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 tidak ada pemilu (Legislatif,Pilkada I & II 

Pilpres) 

 

Meningkatnya Pendidikan politik masyarakat 
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2. Analisis Pencapaian Indikator Cakupan Parpol Penerima Hibah yang 

menyelesaikanadministrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan 

Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 berupaya memberikan 

pelayanan terbaik kepada organisasi Parpol di Kabupaten Tanah Laut walaupun tidak 

ada pemilihan tahun 2021 akan tetapi masih memberikan hibah bantuan keuangan 

kepada 10 partai yang masih aktif dalam berorganisasi dan juga masih tetap 

memberikan penyuluhan atau Sosialisasi kepada Parpol Politik yang ada di kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 
Tabel 3.39 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 14 

Penyelenggaraan Implementasi kebijakan publik dan 

pendidikan politik 

 
 

No 
 

Indikator Kinerja 
 

Satuan 
Tahun 2021  

Capaian 
Target Realisasi 

1 Jumlah Monitoring,     

 evaluasi peningkatan 

demokrasi partisifasi 

 

Kecamatan 
 

11 Kec 
3 

Kecamatan 

 

39% 

 kelembagaan pemilihan     

 umum     

 

 
1. Analisis Pencapaian Indikator Jumlah Monitoring, Evaluasi peningkatan 

Demokrasi partisipasi Kelembagaan Pemilihan Umum. 

Pengukuran Indikator diuraikan bahwa jumlah warga Kabupaten Tanah Laut yang 

menggunakan hak pilih di semua kecamatan 11 Kecamatan namun hanya 3 

kecamatan bisa melaksanakan koordinasi Indikator pengukuran diuraikan bahwa 

warga Kabupaten Tanah Laut. 

Pada tahun 2021 tidak ada pemilu (Legislatif,Pilkada I & II Pilpres) targer 100% 

danterealisasi sebesar 39 % 

. 
Sasaran Strategis 14 

Penyelenggaraan Implementasi kebijakan publik 

dan pendidikan politik 
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Tabel 3.40 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 15 

Penyelenggaraan kelembagaan partai politik dan Fasilitasi Pemilu 

 

No 
 

Indikator Kinerja 
 

Satuan 
Tahun 2021  

Capaian Target Realisasi 

 
1 

Jumlah Parpol penerima 

bantuan keuangan yang 

memenuhi persyaratan 

 
Parpol 

10 
Parpol 

 
10 Parpol 

 
90% 

 sesuai Permendagri     

 No.06 Tahun 2017 sesuai 
ketentuan dan 
perundang-undangan 
yang berlaku 

    

 
1. Analisis Pencapaian Indikator Jumlah Parpol penerima bantuan keuangan yang 

memenuhi persyaratan sesuai Permendagri No.06 Tahun 2017 sesuai ketentuan 

dan perundang-undangan yang berlaku 

Sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Tanah Laut, sasaran strategis 15 persentase indikator Organisasi / Lembaga 

Kemasyarakatan dan Parpol yang aktif berpolitik adalah kegiatan Sosialisasi Undang 

Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Kegiatan Sosialisasi Bantuan 

Parpol Keuangan Adapun Partai politik yang terdata yang aktif berpolitik di Kabupaten 

Tanah Laut ada 10 Partai Politik dengan target 100% realisasinya sebesar 90% 

 
Tabel. 3.40 

Partai Politik aktif berpolitik pada Tahun 2021 
Kabupaten Tanah Laut 

 
No. Nama Partai 

1 Partai Nasional Demokrat ( NASDEM) 

2 Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) 

3 Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) 

Sasaran Strategis 15 

Penyelenggaraan kelembagaan partai politik 

dan Fasilitasi pemilu 
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4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

5 Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) 

6 Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINRDA) 

7 Partai Demokrat 

8 Partai Amanat Nasional ( PAN) 

9 Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) 

10 Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA) 

 
 

Pada tahun 2021 Partai yang aktf berpolitik di Kabupaten Tanah Laut ada 10 Partai 

yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tanah Laut untuk periode tahun 2019- 

2024. 

 
 
 

 

 
Tabel 3.41 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategi 16 

Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD 
 

No Indikator Satuan 
Tahun 2021 

Capaian 
Target Realisasi 

1 Persentase terkelolanya 

administrasi urusan umum 

dan Kepegawaian 

 
% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

2 Persentase 

perencanaan, laporan 

keuangan dan pelaporan 

Kinerja SKPD yang 

tersusun sesuai dengan 

ketentuan 

 
 
 

% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

3 Nilai Akuntabilitas 

Kinerja Instansi KPD 
 

Nilai 

 
BB (11.00) 

 
BB 

 
BB 

 

 
1. Analisa Pencapaian indikator Persentase terkelolanya administrasi urusan 
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umumdan Kepegawaian 

Pengelolaan pelayanan adminstrasi urusan umum dan kepegawaian yaitu 

meningkatkan kualitas dukungan operasional di bagian skretariat untuk 

penunjang kegiatan dalam capaian fisik yang dilakukan oleh bidang sekretariat 

dan urusan pemberkasan bagi kepegawaian. 

Pada tahun 2021 ururan umum dan kepegawaian mengelola adminstrasi yang di 

atur dalamperaturan yang berlaku sehinga akan tertip adminstrasi baik umum maupun 

kepegawainya 

2. Analisa Pencapaian indikator Persentase perencanaan, laporan keuangan dan 

pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan 

Dalam pelayanan adminstrasi perkantoran Perencanaan dan Keuangan yaitu 

meningkatkan kualitas dukungan operasional belanja operasi yang tersusun 

dan tertata dapat dilihat dalam capaian fisik maupun keuangannya yang 

dilakukan oleh bidang sekretariat dan dapat mengendalikan perencanan keuangan. 

Pada tahun 2021 Perencanaan,laporan keuangan dan pelaporan kinerka SKPD 

melakukan kegiatan yang tersusun sesuai dengan perencanaann dan sesuai 

peraturan yang ada baikbelanja opersi maupun belana barang dan jasa. 

 

3. Analisa Pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SKPD 

Peningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Keuangan  yaitu 

meningkatkan kualitas dukungan operasional organisasi dapat dilihat  dalam 

capaian fisik yangdilakukan oleh bidang sekretariat dalam peningkatan kepuasan 

pelayanan dengan tujuan dan juga meningkatnya cakupan kenaikan  Nilai 

komponen Perencanaan padaLAKIP SOPD yaitu : dengan nilai LAKIP SKPD BB 

 
 
 
 

 
 

Tabel 3.42 
Analisa Menyusun susb Strategis 17 
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Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Kinerja SKPD 

 

 

No 
 

Indikator Kinerja 
 

Satuan 
Tahun 2021  

Capaian Target Realisasi 

1 Jumlah Dokumen 

Perencanaan yang 

disusun sesuai 

 

 
Dokumen 

5 
Dokumen 

5 
Dokumen 

 
100% 

 ketentuan dan tepat     

 waktu     

2 Nilai komponen 

Perencanaan dan 

Penyusunan pada 
SKPD 

 
Nilai 

 
BB (11.00) 

 
BB 

 
BB 

 
1. Analisa pencapaian Indikaror Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun 

sesuai ketentuan dan tepat waktu 

Jumlah Dokumen kinerja sesuai ketentuan yaitu meningkatkan kualitas 

dukungan operasional dapat dilihat dalam pelaporan yang beberapa dokumen 

dengan capaian fisik yang dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan dan 

keuangan. 

Pada tahun 2021 Perencanaan dan keuangan laksanakan beberapa laporan 

(Dokumen) sebagai tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku. Adapun 

pelaksananya membua laporan ( Dokumen ) dengan target 5 Dokumen dan 

terrealisai 5 Dokumen atau besaranan ( 100%) 

2. Analisa pencapaian Indikaror Jumlah komponen pelaporan pada LAKIP SKPD 

Jumlah Komponen  pelaporan pada  Lakip  SKPD sesuai ketentuan 

yaitu meningkatkan kualitas  dukungan  operasional  organisasi  dapat dilihat 

dalam capaian fisik  yang dilakukan oleh Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan dibidang sekretariat dalam peningkatan kepuasan pelayanan dengan 

tujuan dan juga meningkatnya cakupan kenaikan Nilai komponen Perencanaan 

pada LAKIP SKPD yaitu dengan sasaran nilai BB (11.00) dan dapat mencapai 

nilai LAKIP SKPD BB. 
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Tabel 3.43 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 18 

Melaksanakan Penyusuna Dokumen terkait Administrasi 

Keuangan SKPD 
 

 

No 
 

Indikator Kinerja 
 

Satuan 
Tahun 2021  

Capaian 
Target Realisasi 

 
1 

Jumlah Dokumen Laporan 

Keuangan secara berkala 

 

Dokumen 4 

Dokumen 

4 

Dokumen 

 
100% 

 
1. Analisa pencapaian Indikaror Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 

secaraberkala 

Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala adalah laporan dari 

Bulanan,Tribulan, Semesteran dan tahunan yang disebut CALK, setiap di akhir 

tahunperencanaan dan keuangan membuat laporan secara berkala 

dari Bulanan, Tribulan sampai dengan Tahunan maka kegiatan tesebut selalu 

pasti dilaporkan karena sebagai tolak ukur kinerja SKPD 

Pada tahun 2021 Perencanaan dan keuangan melaksanakan laporan 

keuangan dengan sasaran 4 Dokumen dan terrealisasi 4 Dokumen atau 

besaran 100%. 

Tabel 3.44 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 19 

Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, evaluasi serta 

administrasi kepegawaian 

 
Melaksanakan Penyusunan Dokumen terkat adminitrasi 

Keuangan SKPD 

 
Melaksanakan penyusunan data kepegawaian, 

evaluasi serta administrasi kepegawaian 
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No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2021 

Capaian 
Target Realisasi 

1 Jumlah dokumen 

pelayanan surat 

menyurat yang 

diklasifikasi dan 

pelayanan pemenuhan 

administrasi sesuai SOP 

 
 

ASN 

 
 

25 ASN 

 
 

25 ASN 

 

 
100% 

 

 

1. Analisa pencapaian Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat yang 

diklasifikasi dan pelayanan pemenuhan administrasi sesuai SOP 

Meningkatkan pelayanan adminstrasi perkantoran yaitu dokumnetasidata 

kepegawaian harus tertata, terkelola dan tersusun rapi sehinga mudah 

pencarian untuk pelayanan surat menyurat sesuai dengan ketentuan yaitu 

terkelolanya arispsurat masuk/keluar. 

 
Pada tahun 2021 kegiatan dokumentasi data dan pelayanan  surat menyurat di 

tata kembali dan terkelola dengan rapi dan bidang yang berwenang menangani 

adalah Sub Bagian Umum dan Kepagawaian kegiatan tesebut dilaksamakan 

dengan sasaran 25 ASN dan terpenuhi 25 ASN dengan besaran 100% 

Tabel 3.45 

Keberadaan Tenaga PTT 

Kegiatan : 

Penyediaan jasa Umum 

Kantor 

 
6 orang PTT/ 12 bulan 

 
12 

Bulan 

 
12 

Bulan 

 

100% 

 
Adapun kegiatan penyediaan jasa Umum kantor adalah keberadaan PTT yang 

berjumalah 6 Orang PTT dengan laporan 12 bulan dan sasaran 12 Bulan terpenuhi 12 

Bulan atau besaran 100% 

 
 
 

Sasaran Strategis 20 

Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, 

pemenuhan, pemeliharaan Sarpras perlengkapan 
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Tabel 3.46 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 20 
Melaksanakan layanan administrasi perkantoran, pemenuhan, pemeliharaan 

Sarpras perlengkapan 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2021 

Capaian 
Target Realisasi 

 
1 

Jumlah dokumen 

administrasi 

perkantoran dan 

pemenuhan aset sesuai 

ketentuan 

 
 

Unit 

 
 

16 Unit 

 
 

13 Unit 

 

 
82% 

 

1. Analisa pencapaian Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan 

pemenuhan aset sesuai ketentuan 

yaitu meningkatkan kualitas dukungan operasional jumlah data aset dan urusan sarana 

prasarana administrasi perkantoran harus sesuai dan terpelihara dengan ketentuan dan 

dapat dilihat dalam capaian fisik yang dilakukan oleh sub bagian Umum dan 

Kepegawaian, adapun kegiatan tersebut sangat menunjang kegiatan oprasional didalam 

gedung maupun di luar gedung. 

Pada tahun 2021 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

dengan bidang yang berkewenangan menangani kegiatan ini adalah Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian telah menjalankan kegiatan tersebut dengan target 16 Unit 

dan capaian 14 unit dan sebesar 88% 

 

 
Tabel 3.47 

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 21 

Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM 
 

No Indikator Kinerja Satuan 
Tahun 2020 

Capaian 
Target Realisasi 

 
Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM 
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1 

Jumlah tersedianya ASN 
yang mengikuti 
Pelatihan/Bimtek dan 
mendaptkan sertifikasi 

 
ASN 

 
5 ASN 

 
0 ASN 

 
0% 

 
 

1.  Analisa pencapaian Jumlah tersedianya ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimtek 

danmendapatkan sertifikasi 

Dan peningkatan kemampuan teknis Aparaturmengikuti pelatihan/Bimtek (Diklat) 

Badan kesatuan Bangsa dan Politik tidak melaksakanan kegiatan tersebut kerana 

data atau pagu tidak mencukupi sehingga tidak di anggarkan pada sub kegiatan 

tesebut. 

Pada tahun 2021 kegiatan pelatihan/bimtek tidak ada karena situasi pendemi covid 19 dan 

juga anggaran sangat terbatas untuk tiap-tiap program kegiatan, adapun pelatihan/Bimtek 

dengan sasaran 5 Orang ASN dan tidak dilaksakan sehinnga capaian 0% .Pada tahun 

2021 diharapkan dengan adanya peningkatan capaian Keseluruhan Capaian 

Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Tanah Laut maka meningkat pula kepuasan pelayanan dan 

peningkatan kualitas sarana dukungan yang dipenuhi dan dipelihara sesuai 

dengan ketentuan. 
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A. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021 

a. Belanja Pegawai 

Belanja tidak langsung yaitu belanja yang dipergunakan untuk membiayai 

belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan 

penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai. Berikut tabel realisasi 

belanja tidak langsung tahun 2020 dan 2021 seperti di bawah ini : 

 

Tabel .3.48 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020 dan 2021 
 
 

 

No. 

 
Uraian 

Anggaran 2021 

(Rp) 
Realisasi 2021 

(Rp) 

 

(%) 

Realisasi 2020 

(Rp) 

1. Gaji dan 

Tunjangan 
2.305.275.896,- 1.919.789.679,- 83,28 2.115.726.146,- 

2. Tambahan 

Penghasilan 

berdasarkan 

beban kerja 

 
 

2.987.590.144,- 

 
 

2.106.224.354,- 

 
 

70,50 

 
 

1.970.663.573,- 

 
Total 5.292.866.040 4.026.014.033,- 76,06 4.086.389.719,- 

 

Belanja Pegawai tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini  disebabkan 

karena sepanjang tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.telah menerima 

penambahan pada gaji. yaitu gaji 13 dan 14 serta dianggarkannya Tukin ( Tunjangan 

Kinerja) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut yang 

menyebabkan peningkatan pula pada belanja Pegawai tahun 2021. 
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a) Belanja Barang dan Jasa 

 
Belanja Barang dan Jasa yaitu belanja yang dipergunakan untuk membiayai 

belanja barang dan jasa yang digunakan untuk operasional keperluan Kantor dan 

oprasional di lapangan (keperluan masyarakat agar bisa mengerti dan 

memahami setiap permasalahan di masyarakat itu sendiri) Berikut tabel realisasi 

belanjaPegawai tahun 2020 dan 2021. 

Analisa pencapaian sasaran strategis 21 yaitu Persentase kualitas pelayanan 

administrasi perkantoran yaitu meningkatkan kualitas dukungan operasional 

organisasi dapat dilihat dalam capaian fisik yang dilakukan oleh bidang 

sekretariat dalam peningkatan kepuasan pelayanan dengan tujuan kualitas 

dukungan operasional organisasi, yaitu : 
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Tabel.3.49 
Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 

 
No 

 
Unit Kerja 

Output dalam DPA Target 
Kinerja 

Anggran 2021 
(Rp) 

Realisasi 

Fisik Keuangan 

Kinerja % Rp % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

I 
Penunjang Urusan 

Program : Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota 

       

 
 

1 

Perencananan, Penggaran 

Kegiatan 
: dan Evaluasi Perangkat 

Daeah 

 
Jumlah Dokumen 

      

 
1 

Sub Penyusunan Dokumen 
Kegiatan : Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah 

5 
Dokumen 

 
24.999.820 

 
100 

 
% 

 
14.851.200 

 
59,40% 

 

 
2 

Sub Koordinasi an Penyusunan 

Kegiatan Dokumen RKA-SKPD 

: 

Tersedianya Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

 
4 

Dokumen 

 

24.999.630 

 

100 

 

% 

 

12.538.000 

 
50,15% 

3 
Sub : Evaluasi Kinerja Perangkat 

Kegiatan Daerah 

Terlaksananya Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 2 Event 24.991.960 50 % 4.436.363 17,75% 

2 
: Adminstrasi Keuangan 

Kegiatan Perangkat Daerah 

       

4 
Sub : Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

Kegiatan ASN 

Tersedianya Gaji dan 
Tunjangan ASN 25 ASN 5.292.866.046 100 % 4.026.014.033 76,06% 

5 
Sub : Koordinasi dan Pelaksana 

Kegiatan Akuntansi SKPD 

Terlaksananya Koordinasi 
dan Pelaksanaan Akuntansi 

SKPD 

2 
Dokumen 

29.999.570 100 5 
 

14.627.330 
 

48,75% 

3 
Kegiatan : Adminstrasi Kepegwaian 

Perangkat Daerah 
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6 

Sub Pengadaan Pakaian Dinas 
Kegiatan : Beserta Atribut Kelengkapannya 

Tersedianya Pakaian 
Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan 

 
31 Stel 

 
12.446.500 

 
100 

 
% 

 
11.165.000 

 
89,70% 

4 
Kegiatan : Adminstarsi Umum 

Perangkat Daerah 

       

 
7 

Sub : Penyediaan Koponen Instalasi 
Kegiatan  Listrik/Penerangan Bangunan 

kantor 

Tersedianya Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

 
8 Jenis 

 
8.615.000 

 
100 

 
% 

 
6.210.000 

 
72,08% 

8 Sub : Penyediaan Peralatan dan 
Kegiatan  Perlengkapan kantor 

Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

51 Jenis 43.734.660 100 % 40.804.873 93,30% 

9 Sub : Penyediaan Barang Cetak dan 
Kegiatan  Penggandaan 

Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

16 Jenis 22.659.170 88 % 12.016.700 53,03% 

10 Sub : Peyediaan bahan Bacaan dan 
Kegiatan  Perundang-undangan 

Tersedianya Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang- 

Undangan 

 
2 Jenis 

 
1.772.400 

 
100 

 
% 

 
1.128.000 

 
63,64% 

11 Sub : Penyelenggaraan Rapat 
Kegiatan  koordinasi dan konsultasi 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

 
1 Tahun 

 
134.500,000 

 
95 

 
% 

 
120.324.236 

 
89,46% 

5 Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang 
urusan pemerintah daerah 

       

12 Sub : Penyediaan jasa komunikasi 
Kegiatan  sumber daya air dan listrik 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

 

4 Jenis 
 

130.999.452 
 

80 
 

% 
 

34.711.215 26,49% 

 

13 
Sub : Penyediaan jasa peralatan dan 
Kegiatan  perlengkapan kantor 

Tersedianya Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

 
9 Jenis 

 
32.640.180 

 
100 

 
% 

 
26.417.568 

 

80,93% 

14 
Sub : Penyediaan Jasa umum kantor 
Kegiatan 

Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

12 Laporan 112.420.214 100 % 107.435.713 95,56% 

 
6 

: Pemeliharaan Barang Milik 
Kegiatan Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
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15 

Sub 
Kegiatan 

: Penyediaan jasa pemeliharaan, 
pemeliharaan Pajak dan 
perizinan kendaraan dinas 
operasional atau lapangan 

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 
 

16 Unit 

 
 

143.520.000 

 
 

82 

 
 

% 

 
 

93.191.277 

 
 

64,93% 

 

16 
Sub 
Kegiatan 

: Pemeliharaan peralatan dan 
mesin lainnya 

Terlaksananya Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

 

3 Jenis 
 

16.390.000 
 

70 
 

% 
 

7.732.000 
 

47,17% 

II 
Program : Penguatan Ideologi Pancasila 

dan Karakter Kebangsaan 

       

 Kegiatan : Perumusan Kebijakann Teknis 

dan pemantapan pelaksanaan 
Bidang Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

       

 Sub 
Kegiatan 

: Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 

Terlaksananya Koordinasi di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 

 
 

404 Orang 

 
 

246.272.710 

 
 

100 

 
 

% 

 
 

196.410.000 

 
 

79,75% 

 Sub 
Kegiatan 

: Pelaksanaan Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 

Terlaksananya Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran 
Kebangsaan, Bineka Tunggal 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 

 
 

3.375 
Orang 

 
 
 

133.998.380 

 
 
 

84 

 
 
 

% 

 
 
 

86.915.600 

 
 
 
64,86% 

 Program : Peningkatan Peran Partai 
Politik Dan Lembaga 
Pendidikan Melalui Pendidikan 
Politik Dan Pengembangan 
Etika Serta Budaya Politik 

       



125 ( RKj ) BADAN KESBANGPOL TAHUN 2021  

 

 Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/ Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 

       

 Sub 
Kegiatan 

: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik di Daerah 

Terlaksannya Kebijakan di 
Bidang Pendidikan Politik, 

Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/ Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah 

 
 
 

 
10 Parpol 

 
 
 

 
1.565.698.480 

 
 
 

 
90 

 
 
 

 
% 

 
 
 

 
1.529.585.300 

 
 
 

 
97,69% 

 Sub 
Kegiatan 

: Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan 
Situasi Politik di Daerah 

Telaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Pendidikan Politik, 

Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 

Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah 

 
 
 

 
11 

Kecamatan 

 
 
 
 

258.999.616 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

36.388.796 

 
 
 
 

14,05% 
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 Program : Pemberdayaan Dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

       

 Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan Pelaksanaan 
Bidang Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
Kemasyarakatan 

       

 Sub 
Kegiatan 

: Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 
dan Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan Ormas 
Asing di Daerah 

Terlaksannya Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 

Bidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, 
Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas, Pengawasan 
Ormas dan Ormas Asing di 

Daerah 

 
 
 

3 Ormas 

 
 
 

612.236.410 

 
 
 

45 

 
 
 

% 

 
 
 

326.280.263 

 
 
 

53,29% 

 Program : Pembinaan Dan 
Pengembangan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 

       

 Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan Pelaksanaan 
Bid ang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

       

 Sub 
Kegiatan 

: Penyusunan Bahan Perumusan 
Kebijakan di Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

 

Tersusunnya Kebijakan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di 
Daerah 

 
 

 
20 

Lembaga 

 
 
 

46.710.000 

 
 
 

100 

 
 
 

% 

 
 
 

22.354.250 

 
 
 

47,86% 
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 Sub 
Kegiatan 

: Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Terlaksananya Kebijakan di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di 
Daerah 

 
 
 

230 Orang 

 
 
 

84.999.510 

 
 
 

100 

 
 
 

% 

 
 
 

76.451.900 

 
 
 

89.94% 

 Sub 
Kegiatan 

: Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

Terlaksananya Koordinasi di 
Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 
Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di 
Daerah 

 
 

 
1 Desa 

 
 
 

140.417.520 

 
 
 

100 

 
 
 

% 

 
 
 

97.497.048 

 
 
 

69,43% 

 Program : Peningkatan Kewaspadaan 
Nasional Dan Peningkatan 
Kualitas Dan Fasilitasi 
Penanganan Konflik Sosial 

       

 Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pelaksanaan Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik Sosial 

       

 Sub 
Kegiatan 

: Penyusunan Bahan Perumusan 
Kebijakan di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang 
Asing, Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

 
Tersusunnya Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 

 
 
 
 

2 Laporan 

 
 
 
 

171.175.260 

 
 
 
 

88 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

105.607.450 

 
 
 
 

61,69% 
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 Sub 
Kegiatan 

: Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

Terlaksananya Koordinasi di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 

 
 
 

16 
Kegiatan 

 
 
 

 
434.852.000 

 
 
 

 
85 

 
 
 

 
% 

 
 
 

 
350.207.500 

 
 
 

 
80,53% 

 Sub 
Kegiatan 

: Pelaksanaan Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 
Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

Terlaksananya Monitoring, 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 

 
 
 
 

0 Kasus 

 
 
 
 

83.244.716 

 
 
 
 

83 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

57.658.466 

 
 
 
 

69,26% 

    9.835.939.954 91,34 % 7.419.233.111 75,43% 

 
 

Pelaihari, Januari 2022 
 

Kepala Kaban Kesbangpol 
Kabupaten Tanah Laut, 

 
 

Drs.H.RUDI ISMANTO, M.Si 
NIP.19680916 199010 1 001 
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2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program. 

 
Dari tabel 3.52 di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran tahun 

2021 pada belanja langsung sebesar Rp 1.547.027.608,- dari total 

anggaran sebesar Rp 1.989.647.040,- atau sebesar 77,75 % realisasi 

keuangan dan 89,32 % realisasi fisik terdiri dari : 

 
Tabel 3.50 

Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan 
Program 

 
 
 
No 

 
Sasaran Strategis 

Program Prioritas 

Uraian 
Anggaran Realisasi Persentase 

Rp Rp % 

 
 
 

1 

Terwujudnya 

persatuan dan 

kesatuan 

masarakat enuju 

kehidupan politik 

yang harmonis dan 

berakhlak, 

Program Peningkatan 

Kewaspadaan Nasional 

Dan Peningkatan 

Kualitas Dan Fasilitasi 

Penanganan Konflik 

Sosial 

 
 
 

698.271.976 

 
 
 

513.473.416 

 
 
 

73,53% 

  Program Pemberdayaan 

Dan Pengawasan 

Organisasi 

Kemasyarakatan 

 
612.236.410 

 
326.280.263 

 
53,29% 

  Program Pembinaan 

dan Pengembangan 

Ketahanan Seni 

Budaya,Agama, 

Kemasyarakatan dan 

Ekonomi 

 

 
272.127.030 

 

 
196.303.198 

 

 
72,13% 

 
2 

Terwujudnya 
tatanan nilai-nilai 
kewaspadaan dini 
bagi masyarakat 

Program Penguatan 
Ideologi Pancasila Dan 
Karakter Kebangsaan 

 

380.271.090 

 

283.325.600 

 

74,50% 

  Program Peningkatan 

Peran Partai Politik Dan 

Lembaga Pendidikan 

Melalui Pendidikan Politik 

Dan Pengembangan Etika 

Serta Budaya Politik 

 
 

1.824.698.096 

 
 

1.565.974.096 

 

 
85,82% 
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3 

Terwujudnya 

kualitas tata kelola 

administrasi yang 

tertib,efektif dan 
efisien 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/ 

Kota 

 

 
5.897.644.602 

 
 

4.432.680.321 

 
 

75,16% 

 
 

Ringkasan APBD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020, adalah 

sebagai berikut : 

 
 

Tabel 3.51 

Ringkasan APBD Tahun 2020 terhadap Tahun 2021 
 

 
No. 

2020 2021 

Belanja Operasi Jumlah Belanja Operasi Jumlah 

 

1 
 

Belanja Pegawai 
 

4.219.712.771,00 
 

Belanja Pegawai 
 

4.026.014.033,00 

2 Belanja Barang dan 
Jasa 

 

1.989.647.040,00 
 
Belanja Barang dan Jasa 

 
1.625.720.528,00 

  00 Hibah (Bantuan keungan) 1.734.698.550,00 

  00 Belanja Modal 32.800.000,00 

 
Total 6.209.359.811,00 Total 7.419.233.111,00 

 

 
Realisasi fisik. Dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi fisik ada penurunan 

sebesar 2,02% dan sedangkan pada realisasi keuangan ada tahun 2021 

kenaikan sebesar 13,18% 

Walaupun adanya pendemi covid 19 kegiatan tetap dilaksanakan dan target dan 

sasaran terpenuhi akan tetapi anggara tetap dikurangi 50 % dari pagu 

sebelumnya ( pagu Awal ). 
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3. Perbandingan Program dan Kegiata Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021, adalah sebagaiberikut : 

Tabel 3.52 

Perbandingan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2020 dan 2021 
 
 

No 
  

No 

 

Nama Program Nama Kegiatan Nama Program Nama Kegiatan Nama Sub Kegiatan 

1 Program Pelayanan 
Adminstrasi 
Perkantoran 

Penyediaan rapat-rapat, 
konsultasi dan koordinasi 

1 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN 

/KOTA 

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN 

  Penyediaan jasa bahan 
peralatan dan 
perlengkapan kantor 

  Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

  Penyediaan jasa 
penunjang kerja 

   Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

2 Program Pemenuhan, 
peningkatan Sarana 
dan Prasarana kerja 
dan kualitas Sumber 
daya Manusia. 

Pemeliharaan sarana dan 
prasarana perkentoran 

   Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

  Peningkatan kemampuan 
teknis Aparatur 

   Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang- 
undangan 

  Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta 
perlengkapannya 

   Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 
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3 Program 
Penyebarluasan 
Informasi Pembangunan 
dan Pelayanan SKPD 

Pelaksanaan kegiatan 
Pameran Pembangunan 

   Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

4 Program 

Perencanaan, 
pengendalian dan 
Evaluasi Kinerja 
SKPD 

Penyusunan perencanaan 
dan kinerja SKPD 

   Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

  Penyusunan Laporan 
Keuangan 

  Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

  Pengendalian,evaluasi 
dan pelaporan kinerja 

   Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

5 Program 
Pengembangan 
Kewaspadaan 
Nasional 

Penanganan/menghimpun 
,mengarahkan 
penyelesaian konflik 

   Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

  Pembinaan pengendalian 
dan pengawasan orang 
asing dan lembaga 

2 PROGRAM 
PENGUATAN 
IDEOLOGI PANCASILA 
DAN KARAKTER 
KEBANGSAAN 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan 
Karakter Kebangsaan 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 
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  Penyelenggaraan 
kewaspadaan dini 
pemerintah daerah 

   Pelaksanaan Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan di 
Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, 
Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan 
Sejarah Kebangsaan 

6 Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Ketahanan Seni 
Budaya, 
Agama,Kemasyarakat 
an dan Ekonomi 

Penghimpunan 
data,fakta,keterangan dan 
informasi tentang 
ketahanan ekonomi 
masyarakat 

3 PROGRAM 
PENINGKATAN PERAN 
PARTAI POLITIK DAN 
LEMBAGA 
PENDIDIKAN MELALUI 
PENDIDIKAN POLITIK 
DAN PENGEMBANGAN 
ETIKA SERTA BUDAYA 
POLITIK 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan 
Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan 
Umum Kepala Daerah, 
serta Pemantauan 
Situasi Politik 

Pelaksanaan Kebijakan Di 
Bidang Pendidikan Politik, 
Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan 
dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 
Di Daerah 

  Pembinaan dan 
pengembangan ketahanan 
seni budaya 

4 PROGRAM 
PEMBERDAYAAN DAN 
PENGAWASAN 
ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan 
Pengawasan 
Organisasi 
Kemasyarakatan 

Pelaksanaan Kebijakan 
dibidang Pendaftaran 
Ormas, Pemberdayaan 
Ormas, Evaluasi dan 
Mediasi Sengketa Ormas, 
Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 
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  Pembinaan dan 
pengembangan ketahanan 
agama 

5 PROGRAM 
PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN 
KETAHANAN 
EKONOMI, SOSIAL, 
DAN BUDAYA 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan 
Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Ketahanan 
Ekonomi, Sosial, Budaya 
dan Fasilitasi Pencegahan 
Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat 
Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

  Pembinaan dan 
pengawasan Ormas dan 
LSM 

6 PROGRAM 
PENINGKATAN 
KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN 
PENINGKATAN 
KUALITAS DAN 
FASILITASI 
PENANGANAN 
KONFLIK SOSIAL 

Perumusan Kebijakan 
Teknis dan 
Pelaksanaan 
Pemantapan 
Kewaspadaan 
Nasional dan 
Penanganan Konflik 
Sosial 

Pelaksanaan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerjasama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspada an Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan 

7 Program pembinaan 
dan penyuluhan 
pendidikan Politik 
Kabupaten dan 
Masyarakat 

Pembinaan partai politik 
dan penyelenggaraan 
pemilu di segala tingkatan 

   Pelaksanaan Koordinasi di 
Bidang Kewaspadaan Dini, 
Kerjasama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, 
Tenaga Kerja Asing dan 
Lembaga Asing, 
Kewaspada an Perbatasan 
Antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang 
Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di 
Daerah 

  Pembinaan dan 
pengembangan 
penyusunan formulasi, 
implementasi,monitoring 
dan Evaluasi Politik 
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8 

Program pembinaan 
Ideologi dan Wawasan 
Kebangsaan 

Pembinaan dan 
pengembangan ideologi 
negara 

    

  Pembinaan dan 
pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

    

 Total Anggaran 1.989.647.040  Total Anggaran 3.393.219.070 

 
 

Tabel.3.53 

Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 
 

 
 

2020 2021 2022 

Program 8 8 6 

Kegiatan 21 11 8 

Sub Kegiatan 
- 27 19 

 
 
 

Berikut kami tampilkan juga Perbandingan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun 

2020 dan 2021 : 
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Tabel.3.54 

Perbandingan Realisasi Belanja SKPD Tahun 2020 dan 2021 

Versi LRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

No 
 

Uraian 
Realisasi tahun 2020 

(Rp) 
Realisasi tahun 2021 

(Rp) 

% 
Kenaikan/ 
Kurangan 

1. PENDAPATAN 5. 360. 150. 240, 00 7.419.233.111,00 12,78% 

 PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

5. 360. 150. 240, 00 7.419.233.111,00  

2. BELANJA OPERASI 5. 347. 773. 315, 00 7.386.433.111,00 13,81% 

 Belanja pegawai 3. 813. 122. 632, 00 4.026.014.033,00 0.96% 

 Belanja barang dan Jasa 1. 534. 650. 683, 00 1.625,720,528,00 10,59 

3 Belanja Hibah 00 1.734.698.550,00 100% 

 Belanja modal 12 .376. 925, 00 32.800.000,00 0,09% 

 SURPLUS/(DEFISIT) (5. 360. 150. 240, 00) ( 7.419.233.111,00) 13,18% 

 

Realisasi pendapatan asli daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 sebesar Rp. 7.419.233.111,00) (Tahun 2020 

sebesar Rp. 5.360.150.240,00,-) karena pandemi covid 19 dan ada pemotongan 50 % dan akan tetapi kegiatanpun berjalan 

sesuai dengan ketentuan tidak tercapai sepenuhnya karena tidak boleh mengumpulkan orang banyak dan jaga jarak sesuai 

dengan protokol kesehatan akan tetapi ada hibah bantuan keuangan untuk 10 Partai dan Hibah Ormas sehingga ada kenaikan 

sebesar 13,18%. 

 

Pelaihari, Januari 2022 

Kepala Kaban Kesbangpol 
Kabupaten Tanah Laut, 

Drs.H.RUDI ISMANTO.M.Si 
NIP.19680916 199010 1 001 



 

 
 

 
A. Kesimpulan 

BAB IV 

P E N U T U P 

 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengguna 

anggaran. Hal terpenting yang dilakukan dalam penyusunan laporan kinerja 

adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara 

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

Tujuan pembuatan laporan kinerja antara lain 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 

kinerja yang telah dan seharusnya tercapai 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari sasaran dan kegiatan secara umum dapat 

dicapai dengan baik. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 20 Sasaran Strategis 

dan 32 indikator sasaran yang telah ditargetkan pada tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2021, rata-rata telah tercapai seluruhnya 100% dan terdapat 21 indikator 

sasaran yang realisasinya memenuhi target, namun pada tahun 2021 ada 13 indikator 

yang realisasinya mengalami penurunan dari target walaupun masih adanya pandemi 

Covid-19. Pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Tanah Laut telah mencapai capaian kinerja (realisasi kinerja fisik) sebesar 

91,34%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sebesar 89,32% ada 

sedikit kenaikan sebesar 2,02 % 

Maka dapat dijelaskan bahwa untuk hasil sasaran yang tercapai ada pada sasaran 

yang belum mencapai 100% kegiatanpun semua sudah optimal pelaksanaannya. 

Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah mengoptimalkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang ada, karena Sumber Daya Manusia (SDM) di Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik kekurangan Tenaga yang Handal dan Kreatif 

sehingga kegiatan berjalan tidak sesuai yang diharapkan. 
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B. Strategi Peningkatan Kinerja 

Demikan laporan kinerja tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut disampaikan. Selanjutnya kritik dan saran kami harapkanuntuk 

perbaikan kualitas penyusunan Laporan Kinerja di masa yang akan datang. 

Pelaihari, 31 Januari 2022 

 
Kepala Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut 

 
 
 

Drs.H. Rudi Ismanto, M.Si 

Pembina Utama Muda 

NIP.19680916 199010 1 001 
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1. Eselon II ( Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ) 

Capaian indikator kinerja utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran 

keberhasilan Instansi Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut. Target Indikator Kinerja Utama 

(IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut bersumber dari rencana 

strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tahun Renstra Tahun 

2018-2023, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut berikut target 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3.5 
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut 
Tahun 2021 

Eselon II 

No 
. 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Meningkatnya toleransi 
dan kepedulian sosial 
antar umat beragama 

Jumlah konflik intern 
dan antarumat 
beragama (kasus) 

0 0 0 

2 Meningkatnya 
kewaspadaan 
Nasional 

Jumlah konflik sosial 
(kasus) 0 0 0 

 

Rumus Indikator Kinerja Utama 
 

No 
Kinerja Utama 

Outcome/Tujuan 
/Sasaran 

Indikator 
Kinerja Utama 

Penjelasan 
Rumus 

Penanggung 
Jawab / 

Sumber Data 

1 2 3 4 5 

1 Meningkatnya 

toleransi dan 

kepedulian sosial 

antar umat beragama 

Jumlah konflik 
intern dan antar 
umat beragama 
(kasus) 

Jml Kejadian Konflik antar umat 
beragama yang diselesaikan 

X 100% 

Jml Kejadian Konflik antar umat 
beragam yang bermasalah 

Bidang Ketahan/ 
Bina Ideologi 
dan Wawasan 
Kebangsaan 

2 Meningkatnya 
kewaspadaan 
Nasional 

Jumlah konflik 
sosial (kasus) 

Jml Kejadian Konflik sosial yang 
tertangani 

X 100% 
Jml Kejadian Konflik sosial yang 
terjadi 

Bidang 
Kewaspadaan 
Nasional/ 
Bidang Politik 

 

Pelaihari, Januari 2021 
Kepala Badan Kesbangpol 
Kabupaten Tanah Laut 

  
 
 

Drs.H.M.Rafiki Effendi,M.Si 
NIP.19640214 198703 1 012 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Kinerja Utama : 

Meningkatkan akuntabilitas Kinerja SKPD 

Indikator Kinerja : 

- Persentase terkelolanya administrasi 

urusan umum dan Kepegawaian 

- Persentase perencanaan, laporan keuangan 

dan pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun 

sesuai dengan ketentuan 

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi SKPD 

 
Meningkatkan kuantitas dan kualitas 
relegiusitas dalam penyelenggaraan 
pemerintah Daerah dan kehidupan 

masyarakat 

 
Kinerja Utama : 

- Melaksanakan 

Penyuusunan Dokumen 

Perencanaan Kinerja 

SKPD 

- Melaksanakan 

penyusunan dokumen 

terkait administrasi 

Keuangan SKPD 

 

Indikator Kinerja : 

- Jumlah Dokumen 

Perencanaan yang disusun 

sesuai ketentuan dan tepat 

waktu 

- Nilai Komponen 

Perencanaan dan 

Penyusunan pada SKPD 

- Jumlah Dokumen 

Laporan Keuangan 

secara berkala 

 
Kinerja Utama : 

- Melaksanakan penyusunan 

data kepegawaian, evaluasi 

serta administrasi 

kepegawaian 

- Melaksanakan layanan 

administrasi perkantoran , 

pemenuhan, pemeliharaan 

sarpras perlengkapan. 

- Menginventarisir peningkatan 

kapasitas SDM 

 

Indikator Kinerja : 

- Jumlah dokumen pelayanan 

surat menyurat yang 

diklasifikasi dan pelayanan 

pemenuhan administrasi sesuai 

SOP 

- Jumlah Dokumen administrasi 

perkantoran dan pemenuhan 

aset sesuai ketentuan. 

- Jumlah tersedianya ASN yang 

mengikuti Pelatihan/Bimtek 

dan mendapatkan sertifikasi 



 

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan 
Pengawasan Organisasi 
kemasyarakatan 

2. Meningkatkan Pembinaan dan 
Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 
Sosial dan Budaya 

Indikator : 

1. Persentase kelompok masyarakat / LSM 

organisasi pemuda yang aktif 

berorganisasi 

2. Persentase lembaga keagamaan yang 

aktif dalam peningkatan produktivitas 

umat (lembaga) 

3. Persentase ketahananan seni, budaya, 

agama,Kemasyarakatan dan ekonomi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Penyelenggaran 

Kelembagaan 
Partai Politik dan 
Fasilitasi Pemilu 

Indikator 

Jumlah Porpol 

Penerima Bantuan 

Keuangan yang 

memenuhi 

persyaratan sesuai 

permendagri No.06 

Tahun 2017 sesuai 

ketentuan dan 

perundang- 

undangan yang 

berlaku 

 
Penyelenggaraan 

Implementasi 
Kebijakan Publik 
dan Pendidikan 

Politik 

Indikator 

Jumlah Monitoring, 
Evaluasi peningatan 
Demokrasi 
Partisipasi 
pemilihan Pemilu 

Monitoring,Evaluasi 
dan pelaporan 

serta penanganan 
konflik 

 
Indikator : 

Jumlah 
Monitoring, 
Evaluasi ,dan 
pelaporan 
rencana aksi 
Daerah ( RAD ) 
tim terpadu 
penaganan 
konflik sosialisasi 
dan jumlah desa 
sadar konflik. 

Meningkatnya kesadaran, 
pemahaman dan pengamalan nilai- 

nilai Pancasila, Wawasan 
Kebangsaan dan Karakter Bangsa 
Indikator : 

1. Persentase pembinaan Forum 

Pembauran Kebangsaan (FPK). 

Wawasan Kebangsaan 

2. Persentase Jumlah kelulusan 

peserta penyuluhan/ sosialiasi, Bela 

Negara, Karakter Bangsa, dan 

Pembauran. 

3.  Persentase monitoring dan evaluasi 

pelaporan di Bidang Ideologi , 

pembauran wasbang , bela Negara 

dan karakter bangsa 

Peningkatan 
kerjasama dengan 

aparat keamanan dan 
pencegahan tindak 
Kriminal terhadap 

ancaman, tantangan 
hambatan dan 

gangguan ( ATHG ) 
pemantauan, 

pengawasan dan 
deteksi dini di Daerah. 
Indikator : 

1. Jumlah kegiatan / 
sosialisasi / rapat 
/pertemuan dengan 
instansi terkait 
/perusahaan, Tim 
dan Forum 

2. Jumlah 

Pemantauan dan 

Pengawasan 

Orang Asing, 

Tenaga Asing dan 

Lembaga Asing di 

 

Meningkatnya Pendidikan 

Politik Masyarakat 

Indikator 

1. Persentase partisipasi 

Kelembagaan terhadap 

Pemilu (Legislatif, Pilkada I 

& II Pilpres) 

2. Persentase Parpol Penerima 

Bantuan Keuangan yang 

memenuhi administrasi 

Peningkatan Kewaspadaan Nasional , 

peningkatan kualitas dan fasilitasi 
penanganan konflik sosial 

Indikator : 

1. Persentase peningkatan 
kewaspadaan nasional dalam hal 
mendeteksi ATHG di daerah 

2. Persentasi rekomendasi FKDM yg 
ditindaklanjuti pihak terkait. 

3. Jumlah desa sadar penyelesaian 
konflik 

Penyelenggaraan 

Koordinasi dan 

Penyuluhan 

Ideologi Wawasan 

Kebangsaan 

Indikator : 

Jumlah 

masyarakat yang 

mengikuti 

penyuluhan 

Wawasan 

Kebangsaan 

POHON KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT 

Tahun 2021 

 

 
Esselon II 

 
 
 
 

Eselon III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esselon IV 

 
 

 
Penyelenggaraan 

Ketahanan Seni 

dan Budaya 

Indikator : 

Jumlah Fasilitasi 
Pencegahan 
Penyalahgunaan 
Narkoba 

Penyelenggaraan 
Ketahanan Agama, 
Kemasyarakatan 

dan Ekonomi 
Indikator : 

1. Jumlah 

pemberdayaan 

Ormas , Evaluasi 

dan Mediasi 

Sengketa Ormas, 

Pengawasan Ormas 

dan Ormas Asing di 

Daerah 

2. Jumlah Hibah 

Uang kepada 

Ormas yang 

Berbadan Hukum 

Penyelenggaraan 
monitoring evaluasi 

dan Pembinaan 
Ideologi, karakter 

bangsa , Bela 
Negara dan 
wawasan 

kebangsaan 

Indikator : 

Jumlah Monitoring 
dan evaluasi serta 
Sosialisasi 
Ideologi, bela 
negara wasbang, 
Pembauran, 
bhineka tunggal ika 
dan sejarah 

 

Meningkatkan kuantitas dan kualitas relegiusitas dalam 

penyelenggaraan pemerintah Daerah dan kehidupan masyarakat 

Meningkatnya Kewaspadaan Nasional 

Indikator : Jumlah konflik sosial (kasus) 

Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama 

Indikator : Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus) 



 

LAPORAN KINERJA KEGIATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021 

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT 

S.D BULAN : TRIWULAN I 
 

 
NO/ KODE 

 
PROGRAM / KEGIATAN 

 
SUMBER 

DANA 

 
Dana DPA 

Realisasi Keuangan (Rp)  
Jumlah Realisasi 

Keuangan (Rp) 

Persentase %  
Ket 

UP/GU/TU 
 

LS Fisik Keuangan 

1 2 3 4 5 6 5+6=7 8=(7/4*100) 
9 = 

(7/4*100) 

10+RR8: 
R21 

8 01 1    PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH         

 KABUPATEN/KOTA         

8 01 01 2.01   Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja         

 Perangkat Daerah         

8 01 01 01 2.01 01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat PAD 24,999,820 5,878,700 - 5,878,700 23.51% 23.51%  

 Daerah         

8 01 01 01 2.01 02 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD PAD 24,999,630 2,317,400 - 2,317,400 9.27% 9.27%  

          

8 01 01 01 2.01 07 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PAD 24,991,960 - - - 0% 0%  

8 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah         

8 01 01 2.02 01  1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN PAD 5,292,866,046 287,321,329 - 287,321,329 5.43% 5.43%  

8 01 01 2.02 04  2 Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD PAD 29,999,570 1,305,000  1,305,000 4.35% 4.35%  

8 01 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah         

8 01 01 2.05 02  1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut PAD 12,446,500 - - - 0% 0%  

 Kelengkapannya         

8 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah         

8 01 01 2.06 01  1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PAD 8,615,090 - - - 0% 0%  

 Bengunan Kantor         

8 01 01 2.06 02  2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PAD 23,110,980 2,771,000 - 2,771,000 11.99% 11.99%  

8 01 01 2.06 05  3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PAD 22,659,170 1,204,500 - 1,204,500 5% 5%  

8 01 01 2.06 06  4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - PAD 1,772,400 188,000 - 188,000 11% 11%  

  Undangan         

8 01 01 2.06 09  5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PAD 134,500,000 14,152,500 - 14,152,500 11% 11%  

 SKPD         

8 01 01 2.08   Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah         

 Daerah         



 

8 01 01 2.08 02 1 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan PAD 130,999,452 9,957,870 - 9,957,870 8% 8%  

 Listrik         

8 01 01 2.08 03 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan PAD 32,640,180 - - - 0% 0%  

 Kantor         

8 01 01 2.08 04 3 Penyediaan Jasa Umum Kantor PAD 112,420,214 22,981,176 - 22,981,176 20% 20%  

8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang         

 Urusan Pemerintah Daerah         

8 01 01 2.09 02 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pemeliharaan PAD 143,520,000 8,770,000 - 8,770,000 6% 6%  

 Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional         

 atau Lapangan         

8 01 01 2.09 06 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PAD 16,390,000 - - - 0% 0%  

          

8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA         

 DAN KARAKTER KEBANGSAAN         

8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan         

 karakter Kebangsaan         

8 01 02 2.01 04 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi PAD 246,272,710 6,108,250 - 6,108,250 2% 2%  

          Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter         

          Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tunggal         

           Ika dan Sejarah Kebangsaan         

8 01 02 2.01 05 2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di PAD 133,778,380 5,698,000 - 5,698,000 4% 4%  

          Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara         

           Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan Bhineka         

           Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa         

          

8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK         

 DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN         

 POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA         

 POLITIK         

8 01 03 2.01 Perumusan Kebijan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya         

 Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan         

 Pemerintah,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan         

 Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta         

 Pemantauan Situasi Politik         



 

8 01 03 2.01 03 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, PAD 1,565,698,480 10,130,500 - 10,130,500 1% 1%  

 Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi         

 Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai         

 Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala         

 Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah         

8 01 03 2.01 05 2 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan PAD 258,999,616 7,057,794 - 7,057,794 3% 3%  

 diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,         

 Peningkatan Demokrasi Fasilitasi,Kelembagaan         

 Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan         

 Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah,Serta         

 Pemantauan Situasi Politik di Daerah         

          

8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN         

 ORGANISASI KEMASYARAKATAN         

8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan         

 Organisasi Kemasyarakatan         

8 01 04 2.01 05 1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di PAD 612,236,410 2,130,000 - 2,130,000 0.35% 0.35%  

 Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas         

 Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan         

 Ormas dan Ormas asing di Daerah         

          

8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN         

 KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA         

8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan         

 Budaya         

8 01 05 2.01 02 1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang PAD 46,710,660 - - - 0% 0% 
 

 Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Fasilitasi         

 Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi         

 Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan         

 di Daerah         



 

 

8 01 05 2.01 03 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, PAD 84,999,510 - - - 0% 0%  

 Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah-         

 gunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama         

 dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah         

8 01 05 2.01 04 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, PAD 140,417,520 495,000 - 495,000 0.35% 0.35%  

 Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan         

 Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan         

 Penghayatan Kepercayaan di Daerah         

          

8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL         

 DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI         

 PENANGANAN KONFILIK SOSIAL         

8 01 06 2.01 
 

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 
        

 Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan         

 Konflik Sosial         

8 01 06 2.01 02 1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang PAD 171,175,260 1,046,250 - 1,046,250 1% 1% 
 

 Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan         

 Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing         

 Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi         

 Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan         

 Konflik di Daerah         

8 01 06 2.01 04 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, PAD 434,852,000 37,620,000 - 37,620,000 9% 9%  

 Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing Tenaga         

 Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadan         

 Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang         

 Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah         



 

 
8 01 06 2.01 05 3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, PAD 83,244,716 5,745,294 - 5,745,294 7% 7%  

 Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing Tenaga         

 Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadan         

 Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang         

 kewaspadaan,serta penanganan konflik di daerah         

          

  9,815,316,274 432,878,563 - 432,878,563 4% 4%  

 

Plaihari, 31 Maret 2021 

 
KEPALA BADAN, 

 

Drs. H.M RAFIKI EFFENDI, M.Si 

NIP. 19640214 198703 1 012 



 

LAPORAN KINERJA KEGIATAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2021 
 

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. TANAH LAUT 

S.D BULAN : TRIWULAN II 
 

 
NO/ KODE 

 
PROGRAM / KEGIATAN 

SUMB ER 

DANA 

 
Dana DPA 

Realisasi Keuangan (Rp)  
Jumlah 

Realisasi 

Keuangan (Rp) 

Persentase %  
Ket 

UP/GU/TU 
 

LS 
Fisik Keuangan 

1 2 3 4 5 6 5+6=7 8=(7/4*100) 
9 = 

(7/4*100) 

10+RR 
8:R21 

 
8 

 
01 

 
1 

    
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

        

 KABUPATEN/KOTA         

8 01 01 2.01   Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja         

 Perangkat Daerah         

8 01 01 01 2.01 01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat PAD 24,999,820 4,618,300 - 4,618,300  18%  

 Daerah         

8 01 01 01 2.01 02 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD PAD 24,999,630 6,315,200 - 6,315,200  25%  

          

8 01 01 01 2.01 07 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PAD 24,991,960 - - -  0%  

8 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah         

8 01 01 2.02 01  1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN PAD 5,292,866,046 2,056,435,078 - 2,056,435,078  39%  

8 01 01 2.02 04  2 Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD PAD 29,999,570 2,910,100  2,910,100  10%  

8 01 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah         

8 01 01 2.05 02  1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut PAD 12,446,500 - - -  0%  

 Kelengkapannya         

8 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah         

8 01 01 2.06 01  1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PAD 8,615,090 - - -  0%  

 Bengunan Kantor         

8 01 01 2.06 02  2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PAD 23,110,980 2,771,000 - 2,771,000  12%  

8 01 01 2.06 05  3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PAD 22,659,170 4,207,200 - 4,207,200  19%  

8 01 01 2.06 06  4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - PAD 1,772,400 564,000 - 564,000  32%  

 Undangan         



 

8 01 01 2.06 09 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PAD 134,500,000 77,289,236 - 77,289,236  57%  

 SKPD         

8 01 01 2.08  Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah         

 Daerah         

 1 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan PAD 130,999,452 17,788,972 - 17,788,972  14%  

 Listrik         

8 01 01 2.08 03 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan PAD 32,640,180 12,633,500 - 12,633,500  39%  

 Kantor         

8 01 01 2.08 04 3 Penyediaan Jasa Umum Kantor PAD 112,420,214 52,705,512 - 52,705,512  47%  

8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang         

 Urusan Pemerintah Daerah         

8 01 01 2.09 02 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pemeliharaan PAD 143,520,000 20,586,310 - 20,586,310  14%  

 Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional         

 atau Lapangan         

8 01 01 2.09 06 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PAD 16,390,000 2,523,000 - 2,523,000  15%  

          

8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA         

 DAN KARAKTER KEBANGSAAN         

8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan         

 karakter Kebangsaan         

8 01 02 2.01 04 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi PAD 246,272,710 19,484,530 - 19,484,530  8%  

 Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter         

 Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tunggal         

 Ika dan Sejarah Kebangsaan         

8 01 02 2.01 05 2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di PAD 133,778,380 34,154,000 - 34,154,000  26%  

 Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara         

 Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan Bhineka         

 Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa         

          

8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK         

 DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN         

 POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA         

 POLITIK         

8 01 03 2.01 Perumusan Kebijan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya         



 

 Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan         

 Pemerintah,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan         

 Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta         

 Pemantauan Situasi Politik         

8 01 03 2.01 03 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, PAD 1,565,698,480 16,551,750 - 16,551,750  1%  

 Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi         

 Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai         

 Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala         

 Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah         

8 01 03 2.01 05 2 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan PAD 258,999,616 17,502,628 - 17,502,628  7%  

 diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,         

 Peningkatan Demokrasi Fasilitasi,Kelembagaan         

 Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan         

 Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah,Serta         

 Pemantauan Situasi Politik di Daerah         

          

8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN         

 ORGANISASI KEMASYARAKATAN         

8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan         

 Organisasi Kemasyarakatan         

8 01 04 2.01 05 1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di PAD 612,236,410 29,281,700 - 29,281,700  5%  

 Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas         

 Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan         

 Ormas dan Ormas asing di Daerah         

 Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai         

 Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala         

 Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah         

8 01 03 2.01 05 2 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan PAD 258,999,616 17,502,628 - 17,502,628  7%  

 diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,         

 Peningkatan Demokrasi Fasilitasi,Kelembagaan         

 Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan         

 Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah,Serta         

 Pemantauan Situasi Politik di Daerah         



 

          

8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN         

 ORGANISASI KEMASYARAKATAN         

8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan         

 Organisasi Kemasyarakatan         

8 01 04 2.01 05 1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di PAD 612,236,410 29,281,700 - 29,281,700  5%  

 Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas         

 Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan         

 Ormas dan Ormas asing di Daerah         

          

8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN         

 KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA         

8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan         

 Budaya         

8 01 05 2.01 02 1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang PAD 46,710,660 - - -  0%  

 Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Fasilitasi         

 Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi         

 Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercaya-         

 an di Daerah         

8 01 05 2.01 03 2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, PAD 84,999,510 14,500,000 - 14,500,000  17%  

 Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah-         

 gunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama         

 dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah         

8 01 05 2.01 04 3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, PAD 140,417,520 25,790,300 - 25,790,300  18%  

 Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah-         

 gunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama         

 dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah         



 

8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL         

 DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI         

   PENANGANAN KONFILIK SOSIAL         

8   01 06 2.01  Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan         

 Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan         

 Konflik Sosial         

8 01 06 2.01 02 1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang PAD 171,175,260 18,388,050 - 18,388,050  11
% 

 

 Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan         

 Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing         

 Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi         

 Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan         

 Konflik di Daerah         

8 01 06 2.01 04 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, PAD 434,852,000 166,280,000 - 166,280,000  38
% 

 

 Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing Tenaga         

 Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadan         

 Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang         

 Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah         

8 01 06 2.01 05 3 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang PAD 83,244,716 14,984,378 - 14,984,378  18
% 

 

 Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan         

 orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing         

 Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi         

 Kelembagaan Bidang kewaspadaan,serta penanganan         

 Konflik di Daerah         

  9,815,316,274 2,618,264,744 - 2,618,264,744  27
% 

 

 

Pelaihari, 30 Juni 2021 

KEPALA BADAN, 

 

 
Drs. H.M RAFIKI EFFENDI, M.Si 

NIP. 19640214 198703 1 012 
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

        

 KABUPATEN/KOTA         

8 01 01 2.01   Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja         

 Perangkat Daerah         

8 01 01 01 2.01 01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat PA
D 

24,999,820 7,006,900 - 7,006,900  28%  

 Daerah         

8 01 01 01 2.01 02 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD PA
D 

24,999,630 10,155,200 - 10,155,200  41%  

          

8 01 01 01 2.01 07 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PA
D 

24,991,960 - - -  0%  

8 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah         

8 01 01 2.02 01  1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN PA
D 

5,292,866,046 - 2,955,023,966 2,955,023,966  56%  

8 01 01 2.02 04  2 Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD PA
D 

29,999,570 5,550,100  5,550,100  19%  

8 01 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah         

8 01 01 2.05 02  1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut PA
D 

12,446,500 11,165,000 - 11,165,000  90%  

 Kelengkapannya         

8 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah         

8 01 01 2.06 01  1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PA
D 

8,615,090 6,210,000 - 6,210,000  72%  

 Bengunan Kantor         

8 01 01 2.06 02  2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PA
D 

23,110,980 2,771,000 - 2,771,000  12%  

8 01 01 2.06 05  3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PA

D 

22,659,170 5,559,000 - 5,559,000  25%  

8 01 01 2.06 06  4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - PA
D 

1,772,400 752,000 - 752,000  42%  

 Undangan         

8 01 01 2.06 09  5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PA
D 

134,500,000 98,771,236 - 98,771,236  73%  



 

 SKPD         



 

8 01 01 2.08  Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah         

 Daerah         

8 01 01 2.08 02 1 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan PAD 130,999,452 25,609,767 - 25,609,767 
 

20% 
 

 
Listrik 

        

8  01 01 2.08 03 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan PAD 32,640,180 12,633,500 - 12,633,500 
 

39% 
 

 
Kantor 

        

8  01 01 2.08 04 3 Penyediaan Jasa Umum Kantor PAD 112,420,214 76,296,848 - 76,296,848 
 

68% 
 

8  01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang         

 Urusan Pemerintah Daerah         

8  01 01 2.09 02 1  Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pemeliharaan PAD 143,520,000 33,570,110 - 33,570,110 
 

23% 
 

 
Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional 

        

 
atau Lapangan 

        

8  01 01 2.09 06 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PAD 16,390,000 3,873,000 - 3,873,000 
 

24% 
 

          

8  01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA         

 DAN KARAKTER KEBANGSAAN         

8  01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan         

 karakter Kebangsaan         

8  01 02 2.01 04 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi PAD 246,272,710 123,565,130 - 123,565,130 
 

50% 
 

 
Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter 

        

 
Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tunggal 

        

 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 

        

8  01 02 2.01 05 2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di PAD 133,778,380 35,507,000 - 35,507,000 
 

27% 
 

 
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara 

        

 
Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan Bhineka 

        

 
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa 

        

          

8  01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK         

 DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN         

 POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA         

 POLITIK         



 

8  01 03 2.01 Perumusan Kebijan Teknis dan Pemantapan 
        

 
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya 

        

 
Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan 

        

 Pemerintah,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan         

 Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta         

 Pemantauan Situasi Politik         

8  01 03 2.01 03 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, PAD 1,565,698,480 22,113,000 1,335,565,800 1,357,678,800 
 

87% 
 

 
Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi 

        

 
Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai 

        

 
Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

        

 
Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah 

        

8  01 03 2.01 05 2 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan PAD 258,999,616 23,275,462 - 23,275,462 
 

9% 
 

 
diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, 

        

 
Peningkatan Demokrasi Fasilitasi,Kelembagaan 

        

 
Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan 

        

 
Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah,Serta 

        

 
Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

        

          

8  01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 
        

 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

        

8  01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
        

 
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan 

        

 
Organisasi Kemasyarakatan 

        

8  01 04 2.01 05 1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di PAD 612,236,410 29,281,700 35,000,000 64,281,700 
 

10% 
 

 
Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas 

        

 
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan 

        

 
Ormas dan Ormas asing di Daerah 

        

          

8  01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN         

 KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA         

8  01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan         

 Budaya         



 

8  01 05 2.01 02 1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang PAD 46,710,660 22,004,250 - 22,004,250 
 

47% 
 

 
Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Fasilitasi 

        

 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi 

        

 
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercaya- 

        

 
an di Daerah 

        

8  01 05 2.01 03 2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, PAD 84,999,510 18,419,500 - 18,419,500 
 

22% 
 

 
Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah- 

        

 
gunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama 

        

 
dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah 

        

8  01 05 2.01 04 3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, PAD 140,417,520 52,602,850 - 52,602,850 
 

37% 
 

 
Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah- 

        

 
gunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama 

        

 
dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah 

        

          

8  01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL 
        

 
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI 

        

 
PENANGANAN KONFILIK SOSIAL 

        

8  01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 
        

 
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

        

 
Konflik Sosial 

        

8  01 06 2.01 02 1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang PAD 171,175,260 32,701,200 - 32,701,200 
 

19% 
 

 
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan 

        

 
Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing 

        

 
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi 

        

 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan 

        

 
Konflik di Daerah 

        



 

8  01 06 2.01 04 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, PAD 434,852,000 218,717,500 - 218,717,500 
 

50% 
 

 
Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing Tenaga 

        

 
Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadan 

        

 
Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

        

 
Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah 

        

8  01 06 2.01 05 3 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang PAD 83,244,716 28,350,132 - 28,350,132 
 

34% 
 

 
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan 

        

 
orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing 

        

 
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi 

        

 
Kelembagaan Bidang kewaspadaan,serta penanganan 

        

 
Konflik di Daerah 

        

  9,815,316,274 906,461,385 4,325,589,766 5,232,051,151  53%  

 

Pelaihari, 30 September 2021 

 

NIP.19680916 199010 1 001 

KEPALA BADAN, 
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

        

 KABUPATEN/KOTA         

8 01 01 2.01   Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja         

 Perangkat Daerah         

8 01 01 01 2.01 01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat PAD 24,999,820 14,851,200 - 14,851,200  59%  

 Daerah         

8 01 01 01 2.01 02 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD PAD 24,999,630 12,538,000 - 12,538,000  50%  

          

8 01 01 01 2.01 07 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PAD 24,991,960 4,436,363 - 4,436,363  18%  

8 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah         

8 01 01 2.02 01  1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN PAD 5,292,866,046 - 4,026,014,033 4,026,014,033  76%  

8 01 01 2.02 04  2 Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD PAD 29,999,570 14,627,330  14,627,330  49%  

8 01 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah         

8 01 01 2.05 02  1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut PAD 12,446,500 11,165,000 - 11,165,000  90%  

 Kelengkapannya         

8 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah         

8 01 01 2.06 01  1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PAD 8,615,090 6,210,000 - 6,210,000  72%  

 Bengunan Kantor         

8 01 01 2.06 02  2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PAD 43,734,660 40,804,873 - 40,804,873  93%  

8 01 01 2.06 05  3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PAD 22,659,170 12,016,700 - 12,016,700  53%  

8 01 01 2.06 06  4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - PAD 1,772,400 1,128,000 - 1,128,000  64%  

 Undangan         



 

8 01 01 2.06 09 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PAD 134,500,000 120,324,236 - 120,324,236 
 

89% 
 

 
SKPD 

        

8 01 01 2.08 
 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah         

 Daerah         

8 01 01 2.08 02 1 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan PAD 130,999,452 34,711,215 - 34,711,215 
 

26% 
 

 
Listrik 

        

8 01 01 2.08 03 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan PAD 32,640,180 26,417,568 - 26,417,568  81%  

 
Kantor 

        

8 01 01 2.08 04 3 Penyediaan Jasa Umum Kantor PAD 112,420,214 107,435,713 - 107,435,713  96%  

8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
        

 
Urusan Pemerintah Daerah 

        

8 01 01 2.09 02 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pemeliharaan PAD 143,520,000 93,191,277 - 93,191,277  65%  

 
Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional 

        

 
atau Lapangan 

        

8 01 01 2.09 06 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PAD 16,390,000 7,732,000 - 7,732,000  47%  

          

8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA 
        

 
DAN KARAKTER KEBANGSAAN 

        

8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
        

 
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

        

 
karakter Kebangsaan 

        

8 01 02 2.01 04 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi PAD 246,272,710 196,410,030 - 196,410,030  80%  

 
Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter 

        

 
Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tunggal 

        

 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 

        

8 01 02 2.01 05 2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di PAD 133,778,380 86,915,600 - 86,915,600  65%  

 
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara 

        

 
Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan Bhineka 

        

 
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa 

        

8  01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK         

 DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN         

 POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA         

 POLITIK         



 

8  01 03 2.01 Perumusan Kebijan Teknis dan Pemantapan 
        

 
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya 

        

 
Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan 

        

 Pemerintah,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan         

 Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta         

 Pemantauan Situasi Politik         

8  01 03 2.01 03 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, PAD 1,565,698,480 65,159,750 1,464,698,550 1,529,858,300 
 

98% 
 

 
Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi 

        

 
Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai 

        

 
Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

        

 
Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah 

        

8 01 03 2.01 05 2 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan PAD 258,999,616 36,388,796 - 36,388,796  14%  

 
diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, 

        

 
Peningkatan Demokrasi Fasilitasi,Kelembagaan 

        

 
Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan 

        

 
Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah,Serta 

        

 
Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

        

          

8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 
        

 
ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

        

8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
        

 
Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan 

        

 
Organisasi Kemasyarakatan 

        

8 01 04 2.01 05 1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di PAD 612,236,410 56,280,263 270,000,000 326,280,263  53%  

 
Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas 

        

 
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan 

        

 
Ormas dan Ormas asing di Daerah 

        

          

8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 
        

 
KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA 

        

8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
        

 
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 

        

 
Budaya 

        



 

8 01 05 2.01 02 1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang PAD 46,710,660 22,354,250 - 22,354,250  48%  

 
Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Fasilitasi 

        

 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi 

        

 
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercaya- 

        

 
an di Daerah 

        

8 01 05 2.01 03 2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, PAD 84,999,510 76,451,900 - 76,451,900  90%  

 
Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah- 

        

 
gunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama 

        

 
dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah 

        

8 01 05 2.01 04 3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, PAD 140,417,520 97,497,048 - 97,497,048  69%  

 
Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah- 

        

 
gunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama 

        

 
dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah 

        

          

8  01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL 
        

 
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI 

        

 
PENANGANAN KONFILIK SOSIAL 

        

8  01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 
        

 
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

        

 
Konflik Sosial 

        

8  01 06 2.01 
02 

1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang PAD 171,175,260 105,607,450 - 105,607,450 
 

62% 
 

 
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan 

        

 
Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing 

        

 
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi 

        

 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan 

        

 
Konflik di Daerah 

        

8  01 06 2.01 
04 

2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, PAD 434,852,000 350,207,500 - 350,207,500 
 

81% 
 

 
Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing Tenaga 

        

 
Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadan 

        

 
Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

        

 
Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah 

        



 

8  01 06 2.01 05 3 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang PAD 83,244,716 57,658,466 - 57,658,466  69%  

 Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan         

 orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing         

 Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi         

 Kelembagaan Bidang kewaspadaan,serta penanganan         

 Konflik di Daerah         

  9,835,939,954 1,658,520,528 5,760,712,583 7,419,233,111  75%  

 

Pelaihari, 31 Desember 2021 

 

KEPALA BADAN, 

NIP.19680916 199010 1 001 
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

        

 KABUPATEN/KOTA         

8 01 01 2.01   Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja         

 Perangkat Daerah         

8 01 01 01 2.01 01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat PAD 24,999,820 14,851,200 - 14,851,200  59%  

 Daerah         

8 01 01 01 2.01 02 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD PAD 24,999,630 12,538,000 - 12,538,000  50%  

          

8 01 01 01 2.01 07 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PAD 24,991,960 4,436,363 - 4,436,363  18%  

8 01 01 2.02   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah         

8 01 01 2.02 01  1 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN PAD 5,292,866,046 - 4,026,014,033 4,026,014,033  76%  

8 01 01 2.02 04  2 Koordinasi dan Pelaksana Akuntansi SKPD PAD 29,999,570 14,627,330  14,627,330  49%  

8 01 01 2.05   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah         

8 01 01 2.05 02  1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut PAD 12,446,500 11,165,000 - 11,165,000  90%  

 Kelengkapannya         

8 01 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat Daerah         

8 01 01 2.06 01  1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan PAD 8,615,090 6,210,000 - 6,210,000  72%  

 Bengunan Kantor         

8 01 01 2.06 02  2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PAD 43,734,660 40,804,873 - 40,804,873  93%  

8 01 01 2.06 05  3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PAD 22,659,170 12,016,700 - 12,016,700  53%  

8 01 01 2.06 06  4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - PAD 1,772,400 1,128,000 - 1,128,000  64%  

 Undangan         



 

8 01 01 2.06 09 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi PAD 134,500,000 120,324,236 - 120,324,236 
 

89% 
 

 
SKPD 

        

8 01 01 2.08 
 

Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 
        

 Daerah         

8  01 01 2.08 02 1 Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan PAD 130,999,452 34,711,215 - 34,711,215 
 

26% 
 

 
Listrik 

        

8  01 01 2.08 03 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan PAD 32,640,180 26,417,568 - 26,417,568 
 

81% 
 

 
Kantor 

        

8  01 01 2.08 04 3 Penyediaan Jasa Umum Kantor PAD 112,420,214 107,435,713 - 107,435,713 
 

96% 
 

8  01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang         

 Urusan Pemerintah Daerah         

8  01 01 2.09 02 1  Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Pemeliharaan PAD 143,520,000 93,191,277 - 93,191,277 
 

65% 
 

 
Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional 

        

 
atau Lapangan 

        

8  01 01 2.09 06 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PAD 16,390,000 7,732,000 - 7,732,000 
 

47% 
 

          

8  01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA 
        

 
DAN KARAKTER KEBANGSAAN 

        

8  01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
        

 
Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan 

        

 
karakter Kebangsaan 

        

8  01 02 2.01 04 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi PAD 246,272,710 196,410,030 - 196,410,030 
 

80% 
 

 
Wawasan Kebangsaan,Bela Negara,Karakter 

        

 
Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bhineka Tunggal 

        

 
Ika dan Sejarah Kebangsaan 

        

8  01 02 2.01 05 2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di PAD 133,778,380 86,915,600 - 86,915,600 
 

65% 
 

 
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,Bela Negara 

        

 
Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan Bhineka 

        

 
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaa 

        

          

8  01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK         

 DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN         

 POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA         

 POLITIK         



 

8  01 03 2.01 Perumusan Kebijan Teknis dan Pemantapan 
        

 
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya 

        

 
Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan 

        

 Pemerintah,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan         

 Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah,serta         

 Pemantauan Situasi Politik         

8  01 03 2.01 03 1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, PAD 1,565,698,480 65,159,750 1,464,698,550 1,529,858,300 
 

98% 
 

 
Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi Fasilitasi 

        

 Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai         

 
Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

        

 
Daerah Serta Pemantauan situasi Politik di Daerah 

        

8  01 03 2.01 05 2 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan PAD 258,999,616 36,388,796 - 36,388,796 
 

14% 
 

 
diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, 

        

 
Peningkatan Demokrasi Fasilitasi,Kelembagaan 

        

 
Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan 

        

 
Umum/Pemilihan Umum kepala Daerah,Serta 

        

 
Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

        

          

01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN 
        

 ORGANISASI KEMASYARAKATAN         

8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan         

 Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan         

 Organisasi Kemasyarakatan         

8 01 04 2.01 05 1 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di PAD 612,236,410 56,280,263 270,000,000 326,280,263  53%  

 Bidang Pendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas         

 
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan 

        

 Ormas dan Ormas asing di Daerah         

          

8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 
        

 
KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA 

        

8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
        

 
Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 

        

 
Budaya 

        



 

8  01 05 2.01 02 1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang PAD 46,710,660 22,354,250 - 22,354,250 
 

48% 
 

 
Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dan Fasilitasi 

        

 
Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi 

        

 
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat epercaya- 

        

 
an di Daerah 

        

8  01 05 2.01 03 2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, PAD 84,999,510 76,451,900 - 76,451,900 
 

90% 
 

 
Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah- 

        

 
gunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama 

        

 
dan Penghayatan Kepercayaan Di daerah 

        

8  01 05 2.01 04 3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, PAD 140,417,520 97,497,048 - 97,497,048 
 

69% 
 

 
Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah- 

        

 
gunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama 

        

 
dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah 

        

          

8  01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL 
        

 
DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI 

        

 
PENANGANAN KONFILIK SOSIAL 

        

8  01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan 
        

 
Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

        

 
Konflik Sosial 

        

8  01 06 2.01 02 1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang PAD 171,175,260 105,607,450 - 105,607,450 
 

62% 
 

 
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan 

        

 
Orang Asing,Tenaga Asing dan Lembaga Asing 

        

 
Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,Fasilitasi 

        

 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan 

        

 
Konflik di Daerah 

        

8  01 06 2.01 04 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, PAD 434,852,000 350,207,500 - 350,207,500 
 

81% 
 

 
Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing Tenaga 

        

 
Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadan 

        

 
Perbatasan antar Negara,Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

        

 
Kewaspadaan serta penanganan Konflik di Daerah 

        



 

8  01 06 2.01 05 3 Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan di Bidang PAD 83,244,716 57,658,466 - 57,658,466  69%  

 Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan         

 orang asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing         

 Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,Fasilitasi         

 Kelembagaan Bidang kewaspadaan,serta penanganan         

 Konflik di Daerah         

  9,835,939,954 1,658,520,528 5,760,712,583 7,419,233,111  75%  

 

 
KEPALA BADAN, 

NIP.19680916 199010 1 001 



 

1. Reviu Program dan Kegiatan 2020-2021 
 

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan ( Tahun 2020) 

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan ( Tahun 2021) 

Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA 

 
1 

Penyedian rapat - rapat,konsulatsi dan 
KKordinasi 

 
1 

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat daerah 

 
2 

Penyediaan Jasa, bahan, peralatan dan 

Perlengkapan Perkantoran 

 
1 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

daerah 

 
3 

Penyediaan jasa penunjang kinerja 2 
Koordinasi dan Penysusnann Dokumen RKA 
SKPD 

Program Pemenuhan,peningkatan 
sarana/prasarana kerja dan kualitas 
SDM 

 
3 

 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 
1 

 
Pemeliharaan saran dan Prasarana Perkantoran 

2 
Administrasi Keuangan Perangkat 
daerah 

2 Peningkatan Kemampuan teknis Apatar 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

 
3 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
perlengkapannya 

 
2 

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi 
SKPD 

Program Penyebarluasan Informasi 

Pembangunan dan Pelayanan SKPD 
3 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
daerah 

1 
Pelaksanaan kegiatan Pameran 
Pembangunan 

1 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Program Perencanaan, pengendalian dan 
Evaluasi Kinerja SKPD 

4 Adminisstrasi Umum Perangkat Daerah 

Penyusunan perencanaan dan kinerja 
SKPD 

1 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2 Penyusunan Laporan Keuangan 2 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

3 
Pengendalian,evaluasi dan pelaporan 
kinerja 

3 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Program Pengembangan Kewaspadaan 
Nasional 

4 
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

 
1 

Penanganan/menghimpun,mengarahkan 
penyelesaian konflik 

5 
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

2 
Pembinaan pengendalian dan 
pengawasan orang asing dan lembaga 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

3 
Penyelenggaraan kewaspadaan dini 
pemerintah daerah 

1 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Program Pembinaan dan Pengembangan 
Ketahanan Seni Budaya, Agama, 
Kemasyarakat an dan Ekonomi 

 
2 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

 
1 

Penghimpunan data, fakta, keterangan 
dan informasi tentang ketahanan ekonomi 
masyarakat 

 
3 

 
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

2 
Pembinaan dan pengembangan 
ketahanan seni budaya 

6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 



 

 
3 

 

Pembinaan dan pengembangan 
ketahanan agama 

 
1 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

 
4 Pembinaan dan pengawasan Ormas dan 

LSM 

 
2 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan 

Program pembinaan  dan penyuluhan 

pendidikan Politik Kabupaten dan 
Masyarakat 

 

3 

 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

 
1 

Pembinaan partai politik  dan 
Penyelenggaraan pemilu di segala 
tingkatan 

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 

 
2 

 
Pembinaan dan pengembangan 
penyusunan formulasi,implementasi, 
monitoring dan Evaluasi Politik 

 
7 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan Karakter 
Kebangsaan 

 

Program pembinaan Ideologi dan 
Wawasan Kebangsaan 

 
1 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, 
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 

 

 
1 

 

Pembinaan dan pengembangan ideologi 
negara 

 

 
2 

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan 
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal 

Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

 

2 

 
Pembinaan dan pengembangan Wawasan 
Kebangsaan 

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI 

POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN 

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA 
POLITIK 

  
 

 
8 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta 
Pemantauan Situasi Politik 

  
 

1 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 
Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 
Daerah 



 

  
 
 

2 

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, 
serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PENGAWASAN ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan  Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan Pengawasan 
Organisasi Kemasyarakatan 

 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 

Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

 PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, 
SOSIAL, DAN BUDAYA 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan  Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

  

 
1 

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 

Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 
Daerah 

  

2 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 
Penghayat Kepercayaan di Daerah 

  

 
3 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 
Penghayat Kepercayaan di Daerah 

 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN 
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS 
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK 
SOSIAL 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik Sosial 



 

 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga 
Kerja Asing dan Lembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 
serta Penanganan Konflik di Daerah 

 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan Pengawasan 
Organisasi Kemasyarakatan 

 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi 
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

 PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, 
SOSIAL, DAN BUDAYA 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan  Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

  

 
1 

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 

Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 
Daerah 

  

2 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 
Penghayat Kepercayaan di Daerah 

  

 
3 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah 

 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN 

NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS 
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK 
SOSIAL 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan   Pemantapan 
Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik Sosial 



 

 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di 
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga 
Kerja Asing dan Lembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 
serta Penanganan Konflik di Daerah 

 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja 
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 
Penanganan Konflik di Daerah 

 
 
 
 

2. Program / Kegiatan Tahun 2021 
 
 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA 

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah 

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 

2 Koordinasi dan Penysusnann Dokumen RKA SKPD 

3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat daerah 

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD 

Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah 

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 

Adminisstrasi Umum Perangkat Daerah 

1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 



 

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas 
atau Kendaraan Dinas Jabatan 

2 
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 

1 
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 

 
2 

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, 
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 
Kebangsaan 

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA 
POLITIK 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 

 
1 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

 
2 

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai 
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 
di Daerah 

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 

 
 

1 

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, 
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 
Ormas Asing di Daerah 

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN 
BUDAYA 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial dan Budaya 



 

 
1 

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan 
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 
Penghayat Kepercayaan di Daerah 

 
2 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

 
3 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat 
Kepercayaan di Daerah 

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS 
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 

Nasional dan 
Penanganan Konflik Sosial 

 
1 

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, 
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

 
2 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan 
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar 
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 

 
3 

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan 
Konflik di Daerah 

 
 

3. Persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan 

program 

1) PROGRAM   PENUNJANG   URUSAN   PEMERINTAH DAERAH   KABUPATEN /   KOTA 

( 64,28% ) 

2) PROGRAM   PENGUATAN   IDEOLOGI    PANCASILA   DAN KARAKTER KEBANGSAAN 

( 72,36% ) 

3) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 

MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA 

POLITIK ( 55,88% ) 

4) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

( 53,29% ) 

5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, 

DAN BUDAYA ( 69,08% ) 

6) PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS 

DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL ( 70,50% ) 



 

Rata-rata pencapaian impementasi renstra tahun ke-3 adalah Tahun 2020 

(77,75%) dan Tahun 2021 (75,43%) ( terjadi penurunan dari tahun sebelunnya 

karena dampak dari pandemi Covid 19 yang masih ada maka kegiatan pun hanya 

50% dilaksanakan dengan mematuhi protokal kesehatan sehingga targetpun tidak 

tercapai sepenuhnya ) 

Pelaihari, Januari 2022 
 

Kepala Kaban Kesbangpol 

Kabupaten Tanah Laut 

 
 

 
Drs.H. RUDI ISMANTO, M.Si 

NIP.19680916 199010 1 001 



 

Matrik Keselarasan 2021 Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik 

 
 

 

Misi RPJMD yang sekaligus 

prioritas daerah 

 
 

Kebijakan RPJMD 

 
 

Tujuan 

 
 

Indikator Tujuan 

 
 

Sasaran 

 
 

Indikator Sasaran 

 
 

Strategi 

 
 

Kebijakan 

 
 

Program /Kegiatan Sub Kegaiatan 

 

 

Indikator Kinerja Program 

(outcome) dan Kegiatan (output) 

 

Data Capaian 

pada Tahun Awal 

Perencanaan 

 

Target Kinerja Program dan 

Kerangka Pendanaan 

2021 

Target Rp 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Peningkatan dan 

pengembangan nilai-nilai 

agama dalam praktek 

bernegara, kepemerintahan, 

dan bermasyarakat 

Menumbuh kembangkan 

kehidupan politik dan 

Kemasyarakatan yang 

demokratis di Kab.Tanah 

Laut 

Terwujutnya Persatuan 

& Kesatuan 

MasyarakatMenuju 

Kehidupan Politik yang 

Harmonis dan 

Berakhlak 

Tercapainya 

Kehidupan politik 

yang Demokratis, 

Dinamis dan 

Kondusif 

Meningkatnya 

ketentraman dan 

ketertiban 

masyarakat 

(Trantibmas) 

Persentase 

Menurunnya Angka 

Konflik Intren dan 

antar Umat 

Baragama 

Peningkata 

n 

Kewaspadaa 

nNasional, 

peningkata 

n kualitas 

dan 

fasilitasi 

penangana 

n konflik 
sosial 

Melakukan 

inventarisasi dan 

kompilasi data 

pembangunan di 

segala bidang dan 

Menyediakan Sistem 

Informasi Data 

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN 

NASIONAL DANPENINGKATAN KUALITAS 

DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK 

SOSIAL 

    

        Perumusan Kebijakan Teknis danPelaksanaan 

Pemantapan Kewaspadaan   Nasional dan 

Penanganan Konflik Sosial 

    

        1 Penyusunan Bahan PerumusanKebijakan di 

didang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga 

Kerja Asing danLembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 

serta Penanganan Konflik di Daerah 

Tersusunnya Kebijakan di 

Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerja Sama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, 

Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 

 
 
 
 

 
171.1715.260 

 
 

 
4 laporan 

4 kali 
sosialisasi 

4 kali rapat 

2 dokumen 

verifikasi 

 
 
 
 

 
105.607.450 

        2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing 

dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 

Terlaksananya Koordinasi di 

Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerja Sama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, 

Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 

 
 
 
 
 

434.852.000 

 
 
 

 
16 laporan, 

16 kali 

sosialisasi 

serta 

 
 
 
 
 

350.207.500 

    Peningkatan 

kewaspadaan 

nasionaldi Kab. Tanah 

Laut 

Persentasi Jumlah 

penanganan 

kasus/kejadian konflik 

yang ditangani 

  3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasidan Pelaporan 

di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama 

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga 

Kerja Asing dan Lembaga Asing, 

Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, 

serta PenangananKonflik di Daerah 

Terlaksananya Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan di 

Bidang Kewaspadaan Dini, 

Kerja Sama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, 

Tenaga Kerja Asing dan 

Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan antar Negara, 

Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 

 
 
 
 

 
83.244.716 

 
 
 
 

 
12 Bulan 

1 Desa 

sadar politik 

 
 
 
 

 
57.658.466 

             

   Pembinaan 
terhadap 

Ormas/LSM / 

OKP,Mahasiswa 

dan Pelajar 

Meningkatnya 

JumlahPemohon 

Persentase 

peningkatan jumlah 

ormas/ LSM yang 

terdaftar dan aktif 

Meningkatkan 

pemberdayaan dan 

pengawasan 
organisasi 
kemasyarakatan 

 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 

PENGAWASAN ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

    

        Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan PelaksanaanBidang 

Pemberdayaan dan Pengawasan 

Organisasi Kemasyarakatan 

    



 

 

        1 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasidan 

Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 

Ormas Asing di Daerah 

Terlaksananya Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan di 

Bidang Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi 

dan Mediasi SengketaOrmas, 

Pengawasan Ormas dan Ormas 

Asing di Daerah 

 
 

 
612.236.410 

 

3 Ormas 

3 Keg Per 

UUD 2 Keg 

Penyampain 

Hasil 

4 Monev 

 
 

 
326.280.236 

   umlah lembaga ke 

Agamaan yang aktif 

dalam meningkatkan 

Produktivitas umat 

(Lembaga) 

Meningkatnya 

ketahanan Seni 

budaya, agama, 

kemasyarakatan dan 

Ekonomi 

Terlaksananya 

Organisasi / lembaga 

kemasyarakatan 

yang aktif 

Meningkatkan 

pembinaan dan 

pengembangan 

ketahanan 

ekonomi, sosial dan 
budaya 

 PROGRAM PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, 

SOSIAL, DAN BUDAYA 

    

        Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan PelaksanaanBid ang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

    

        1 Penyusunan Bahan PerumusanKebijakan di 

Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya 

dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 

Beragama dan Penghayat Kepercayaan di 

Daerah 

Tersusunnya Kebijakan di 

Bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di Daerah 

 
 
 

46.710.660 

 

 
20 

Lembaga 1 

kali 

Penyluhan 

 
 
 

22.354.250 

        2 Pelaksanaan Kebijakan di BidangKetahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah 

Terlaksananya Kebijakan di 

Bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di 
Daerah 

 
 

 
48.999.510 

 
 

230 Orang 

2 kali 

Penyuluhan 

Narkoba 

 
 

 
76.451.900 

        3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan 

Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 

Beragama dan PenghayatKepercayaan di 

Daerah 

Terlaksananya Koordinasi di 

Bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan 

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan 

Umat Beragama dan Penghayat 

Kepercayaan di 
Daerah 

 
 

 
140.417.520 

2 Keg 
Pembinaan 

3 Keg 

Penyuluan 

 
 

 
97.497.040 

             

   Tercapainya 

Kehidupan politik 

yang Demokratis, 

Dinamis dan Kondusif 

Meningkatnya 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

berpolitik 

Persentase 

Masyarakat yang 

Berpartisipasi 

dalam ber politik 

Meningkatnya 

Pendidikan Politik 

Masyarakat 

 PROGRAM PENINGKATAN PERANPARTAI 

POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 

MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN 

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA 

POLITIK 

    

        Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 

dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, 

serta Pemantauan Situasi Politik 

    

        1 Pelaksanaan Kebijakan di BidangPendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala 

Daerah,serta Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah 

Terlaksananya Kebijakan di 

Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah 

 
 
 
 

 
1.565.698.480 

  
 
 
 

 
1.529.858.300 



 

 

        2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasidan 

Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika 

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, 

serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 

Terlaksananya Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan di Bidang 

Pendidikan Politik, EtikaBudaya 

Politik, Peningkatan Demokrasi, 

Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan,Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan 

Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi 

Politik di Daerah 

 
 
 
 
 
 

258.999.616 

 
 
 

 
15 Kali Rapat 

11 

Kecamatan 

Monotoring 

 
 
 
 
 
 

36.388.796 

             

  Persentase Fasilitasi 

Furom Pembauran 

Persentase Forum 
Pembauran 
Kebangsaan (FPK) 

Meningkatnya 

kesadaran 

Pembauran 

masyarakat dalam 

berkebangsaan 

Persentase 

kesadaran 
masyarakat akan 

nilai- nilai luhur 

Kebhenika Tunggal Ika 

Meningkatnya 

kesadaran, 

pemahaman dan 

pengamalan nilai- 

nilai Pancasila, 

Wawasan 

Kebangsaan dan 
Nasionalisme 

 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 

PANCASILA DANKARAKTER 

KEBANGSAAN 

    

        Perumusan Kebijakan Teknis 
dan Pemantapan PelaksanaanBidang 

Ideologi Pancasila dan 

Karakter Kebangsaan 

    

        1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, 

Bineka Tunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan 

Terlaksananya Koordinasi di 

Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan 

 
 

246.272.710 

3 x Apel 
33 Kali 

Monitoring 

2 

Penyuluhan 

1 kali Desa 
Multi Etnis 

 
 

196.410.030 

        2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi 
dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, 

Pembauran Kebangsaan, BinekaTunggal Ika 

dan Sejarah Kebangsaan 

Terlaksananya Monitoring 
Evaluasi dan Pelaporan di 

Bidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, Bela Negara, 

Karakter Bangsa, Pembauran 

Kebangsaan, Bineka Tunggal 

Ika dan Sejarah Kebangsaan 

 
 
 

133.778.380 

2 Kali Rakor, 

11 Lembaga 

Penyuluhan 

1 Lembaga 

Sosialisasi/ 

Penataran 

 
 
 

86.915.600 

             

  Terwujutnya kualitas 

tata kelola administrasi 

yang tertib efektif dan 

efesien 

Menerapkan SOP 

untuk administrasi di 

SKPD 

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

administrasi 

Perkantoran 

Indek Kepuasan 
Masyarakat 

Meningkatkan 

Akuntabilitas 

Kinerja SKPD 

 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

    

        Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah 

    

        1 Penyusunan Dokumen 
Perencanaan PerangkatDaerah 

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

 

24.999.820 

 
5 Dokumen 

 

14.851.200 

        2 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 

Tersedianya Dokumen RKA- 
SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA- SKPD 

 
24.999.630 

 
2 Dokumen 

 
12.538.000 

        3 Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Dilaksanakan Pameran 

Anggrek 24.991.960 2 Event 4.436.363 

        Administrasi KeuanganPerangkat 

Daerah 

    

        1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 

Tersedianya Gaji dan 

Tunjangan ASN 
5.292.866.040 26 ASN 4.026.014.033 

        2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Terlaksananya Koordinasi 

dan Pelaksanaan Akuntansi 

SKPD 

 
29.999.570 

  
14.627.330 



 

 

         Administrasi KepegawaianPerangkat 

Daerah 

    

        1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Tersedianya Pakaian Dinas 

beserta Atribut Kelengkapan 
 

12.446.500 
 

36 ASN 
 

11.165.000 

         Administrasi Umum PerangkatDaerah     

        1 Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan BangunanKantor 

Tersedianya Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

 
8.615.090 

 
8 Jenis 

 
6.210.000 

        2 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan 

Kantor 

Tersedianya Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
23.110.980 58 Jenis 40.804.873 

        3 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Tersedianya Barang Cetakan 

dan Penggandaan 
22.659.170 4 Jenis 12.016.700 

        4 Penyediaan Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-undangan 
Tersedianya Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang- 

undangan 

 
1.772.400 

 
2 Jenis 

 
1.128.000 

        5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Terlaksananya 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

 

134.500.000 

 

1517 Ok 

284 Ok 

 

120.324.236 

         Penyediaan Jasa PenunjangUrusan 

Pemerintahan Daerah 

    

        1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Tersedianya Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 

 
130.999.452 

 
4 Jenis 

 
34.711.215 

        2 Penyediaan Jasa Peralatandan 

Perlengkapan Kantor 

Tersedianya Jasa Peralatandan 

Perlengkapan Kantor 
32.640.180 9 Jeniis 26.417.568 

        3 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 
112.420.214 12 Laporan 102.435.713 

         Pemeliharaan Barang MilikDaerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

    

        1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 

Tersedianya Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

 

 
143.520.000 

 

 
16 Unit 

 

 
93.191.277 

        2 Pemeliharaan Peralatan danMesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

 
16.390.000 

 
18 Jenis 

 
7.732.000 

            

 

Pelaihari, 31 Desember 2021 
 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. ( 0512 ) 21155 

Email : kesbang.tala@gmail.com 

Pelaihari 70814 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menimbang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mengingat 

K E P U T U S A N 
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN TANAH LAUT 

NOMOR: 900 / 09 /Kesbangpol/I/2022 

TENTANG 
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021 
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN TANAH LAUT 
 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KABUPATEN TANAH LAUT 

 
a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 97 Peraturan  Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim 
Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah 
Laut; 

 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Tanah Laut, yang terdiri Pembina, Penanggungjawab, 
Koordinator, dan Anggota; 

 

c. Bahwa Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Tanah Laut yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini 
dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya  dengan 
penuh tanggung jawab; 

 
1. Undang-Undang Nomor  8  Tahun 
1965 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Tanah Laut, 

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- 
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2756); 

mailto:kesbang.tala@gmail.com


 

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinatah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  165,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah dirubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang 
perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

 

8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 71 Tahun 2017 tentang 
Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Pemerintah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; 

 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 tahun 2008 tentang 
Rencana    Pembangunan    Jangka    Panjang    Daerah    (RPJPD)    Kabupaten 
Tanah Laut 2005 – 2025; 

 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

 
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023. 



 

M E M U T U S K A N 
 

Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Tanah Laut. 

KESATU : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum 
dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Tahun 2021 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Tanah Laut; 

KEDUA  
: 

Tim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dan 
menyusunnya sebagai berikut: 
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 

2020 
2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021; 
3. Rencana Kerja Tahun 2021; 
4. Indikator Kinerja Utama (IKU); 
5. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023; 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki 
sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Pelaihari 
Pada tanggal 31 Januari 2022 

 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut, 

 
 

 
Drs. H.RUDI ISMANTO, M.Si 

NIP. 19680916 199010 1 001 



 

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA 
BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK KABUPATEN 
TANAH LAUT 

NOMOR : 900 / 09 /Kesbangpol/I/2022 
TANGGAL : 31 JANUARI 2022 

 

 
TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021 

PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KABUPATEN TANAH LAUT 

 

 
NO KEDUDUKAN DALAM 

TIM 
JABATAN 

1. PenanggungJawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

2. Ketua Sekretaris 

3. Sekretaris Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 

4. Anggota 1. Kabid Politik 
2. Kabid Wawasan Nasional 
3. Kabid Ketahanan 
4. Kabid Wawasan Kebangsaan 

 
 

 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut 

 
Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si 
NIP. 19680916 199010 1 001 



 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. ( 0512 ) 21155 

Email : kesbang.tala@gmail.com 

Pelaihari 70814 

 

K E P U T U S A N 
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN TANAH LAUT 
 

NOMOR: 900/10/Dinkes/I/2022 
 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
(LAKIP) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT 

 
KEPALA BADAN KESETUAN BANGSA DAN POLITIK, 

 
Menimbang  :   a.   bahwa  dalam  rangka  penyusunan  laporan   akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah yang handal di lingkungan 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 

perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. 

 
Mengingat :    1.    Undang    -   Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

276); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5243; 

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah dirubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (kmbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 



 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Tenis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 

tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 

tentang Perencaan Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 25; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 

Daerah Tahun 2021 Nomor). 

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Informasi Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut; 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN 

AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 

INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT. 



 

 

KESATU : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten   Tanah   Laut       tentang Penetapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini; 

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Inspektorat 

Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan 

seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan di dalamnya. 

 
Ditetapkan di Pelaihari 

Pada tanggal 31 Januari 2022. 

Kepala Badan Kesbangpol 
Kabupaten Tanah Laut, 

 
 

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si 
NIP. 19680916 199010 1 001 



 

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN 
KEPALA BADAN KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK 
KABUPATEN TANAH LAUT 

NOMOR : 900/10/Kesbangpol/I/2022 
TANGGAL : 31 JANUARI 2022 

A. INFORMASI PROSEDUR 

 
 

 

 

 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT 

BADAN KESATUAN 
BANGSA DAN POLITIK 

Nomor SOP / BADAN KESBANGPOL/2022 

Tgl pembuatan sebelum 
disahkan 

 
Januari 2022 

Tgl ujicoba  

Tgl Pengesahan  

 
 

 
Disahkan Oleh 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik 

Kabupaten Tanah Laut, 

 
 

 
Drs.H. Rudi Ismanto, M.Si 

NIP. 19680916 199010 1 001 
 

Nama SOP 
Penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Dasar Hukum Pengendalian 



 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenis Perjanjian Kinerja dan Tata 
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

 
1. Tim Penyusunan Lakip terdiri dari Tim Penyusunan dan Staf 

Pendukung. 
2. kemampuan dan menguasai substansi kinerja dan keuangan SKPD 

serta mempunyai kemampuan teknis pengolahan data termasuk 
aplikasi Komputer. 

3. Kualifikasi anggota tim pemyusunan Lakip adalah mempunyai 
Peningkatan kompetensi tim penyusun LAKIP 

4. Hasil penyususnan Lakip adalah berupa laporan Lakip SKPD yang 
menjadi bahan laporan penyampaian pertanggung jawaban SKPD 

Identifikasi Risiko Pencatatan dan Pendataan 

1. Keterbatasan pengetahuan tim penyusun 

2. Peraturan yang selalu berubah (dinamis) 

3. Tidak lengkapnya data yang diperlukan 

 

 

 
B. URAIAN PROSEDUR 

 

 

Uraian Prosedur 

Pelaksanaan Mutu Baku  

Ket 
Inspektur Sekretaris Tim 

Penyusun 

Staf 
Pendukung 

Kelengkapan Waktu Output 

         

1 Pembantuan rancangan SK   
 

 

  Draf Surat 1 hari Rancangan SK  
 Penyusun Lakip SKPD  Keputusan Tim  lengakp dengan 
   Penyusun Lakip  uraian tugas dan 
   SKPD  nama anggota 
     Tim Penyusun 

     Lakip SKPD 



 

2 Usul Penetapan SK Tim Penyusun 
Lakip SKPD ke Kepala Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik. 

 

 

  Rancangan 
Keputusan 
Penysusun 
SKPD 

Surat 
Tim 

Lakip 

1 hari Draf Surat 
Keputusan tim 
Penyusun Lakip 

 

3 Penetapan SK Tim Penysusn Lakip    Draf SK tim 1 hari SK Tim  
 SKPD oleh Kepala Badan Kesatuan Penyusun Lakip  Penyusun Lakip 
 Bangsa dan Politik, SKPD   SKPD ditanda 
     tangani Kepala 
     Badan Kesatuan 
     Bangsa dan 
     Politik 

4 Penyusunan Agenda Kerja Tim  
 
 

 

  

 

 

Jadwal/agenda 1 hari Tersusunnya  
 Lakip SKPD dan Pengumpulan kerja dan matrik  jadwal/agenda 
 Data/ Informasi (cheklitst)  kerja tim dan 

    materi/bahan  tersedia data 
  penyusunan Lakip  /informasi bahan 

     penyusunan 
    Lakip 

5 Perumusan Rancangan Lakip SKPD   
 

 

 

  
 

 

 

Data dan informasi 
(tupoksi,struktur 
tata laksana, 
kepegawaian)dol.r 
enstra,IKU,RKT,R 
KA,Lakip   thn 
sebelumnya dan 
info selainnya 

14 hari Terindentifikasi 
tingkat capaian 
kinerja,potensi 
hambatan dan 
permasalahan 
SKPD 
Terindentifikasi 
isi-isu strategis 
Terindentifikasi 
program 
/kegiatan yang 
berorasi hasil 

 

     

    

 



 

 

6 Analisis   
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 Gambaran 7 hari Terindetifikasi  
  tupokasi, SDM,  tingkat, capaian 
  kinerja dan  kinerja,potensi 
  keuangan SKPD,  hambatan dan 
  isu-isu strategis.visi  permasalahan 
  misi tujuan/sasaran  SKPD 
  pelayanan jangka  Terindetifikasi 
  menengah,progra  isu-isu, strategis, 
  m/kegiatan/indikato  Ter indetifikasi 
  r kinerja/lelompok  program/ 
  sasaran dan  kegiatan yang 
  pendanaan indikatif  ber oreantasi 
    hasil 

7 Penyajian Rancangan Lakip SKPD    
 

 

 Draf rancangan 
Lakip SKPD sesuai 
hasil analitis 

2 hari Tersusunnya 
naskah 
rancangan Lakip 
SKPD 

 

8 Perumusan rancangan akhir Lakip    
 
 

 

 Naskah Rancangan 7 Hari Penjelasan  
 SKPD Lakip SKPD  rancangan Lakip 
    SKPD (visi misi 
    ,keseleraan 
    tujuan, sasaran, 
    strategi, 
    kebijakan, 
    program dan 
    kegiatan) dan 
    pemenuhan 
    target kinerja 
    dan Keuangan. 

9 Penyajian Rancangan Akhir Lakip 
SKPD 

 

 

 
 
 

 

 
 Rancangan Lakip 

SKPD  yang 
dipertajam dan 
dilakukan 
penyelerasan 

1 Hari Dokumen Lakip 

ditetapkan oleh 

Kepala Badan 

Kesatuan 

Bangsa  dan 

 



 

        Politik  

10 Penetpan Lakip SKPD     Lakip yang 1 Hari Dokumen Lakip  
  tersusun secara  ditetapkan oleh 
  sistematis  Kepala Badan 
    Kesatuan 
    Bangsa dan 
    Politik, dilakukan 
    penggandaan 
    dokumen oleh 
    Sekretariat 

 

Pelaihari, 31 Januari 2022 
 

Kepala Badan Kesatuan Bangsa  
dan Politik  

Kabupaten Tanah Laut 

 
 

 
 Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si 

 NIP.19680916 199010 1 001 



 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

TAHUN 2021 

KEPALA BADAN 

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si 
NIP. 19680916 199010 1 001 

TMT, 30 Agustus 2021 SEKRETARIS 

Drs.H.AKHMAD JAYADI, M.Si 
NIP.19640617 198602 1 005 

TMT, 08 September 2020 

 

 

 
 

 
 

KABIDBINA IDEOLOGI DAN WAWASAN 
KEBANGSAAN 

SUPINAL ANWAR, S.Sos, M.AP    
NIP. 1972022 199303 1 005 

Tmt 19 April 2021 

KABIDKEWASPADAAN NASION . 
Drs.H.YUSRIANSYAH 

NIP. 19660415 199401 1 001 
TMT 19 April 2021 

KABIDKETAHANAN SENI, BUDAYA, 
AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN 

EKONOMI 
 

.................................... 

KABID POLITIK 

MIFTAHUL ANWAR, S.Kom 
NIP.19830424 200903 1 013 

TMT, 06 September 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
KASUBBID WAWASAN KEBANGSAAN 

RAMLAH, S.Sos 
NIP. 19680719 200003 2 003 

TMT, 03 April 2020 

 
KASUBBID KEWASPADAAN DINI, PENGAWASAN 

ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING 

Drs.H.KAMARUZZAMAN 
NIP. 19670803 199303 1 004 

TMT 19 April 2021 

 
 

KASUBBIDPENANGANANKONFLIK 

WARDANA, SE 
NIP. 19730310 199403 1 011 
TMT, 06 September 2021 

 
KASUBBID KETAHANAN SENI DAN BUDAYA 

H.SYAKRUL HAMDI,S.Sos, MM 
NIP.19660719 198703 1 003 

TMT, 05 Juni  2020 

 

KASUBBID KETAHANAN AGAMA, 
KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI 

WARDANIAH, A.Md 
NIP. 19660723 198602 2 002 

TMT, 05 April 2019 

KASUBBID IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PUBLIK DAN PENDIDIKAN 

H. M. RIZAL EFFENDI, S.Sos 
NIP. 19641219 198603 1 012 

TMT, 03 Januari 2017 

 
KASUBBID KELEMBAGAAN PARTAI 

POLITIK DAN FASILITASI PEMILIHAN UMUM 

BAHTIAR, S.Pd 
NIP. 19651107 198804 1 003 

TMT, 06 September 2021 
 

Pelaihari, 31 Desember 2021 
Kepala Badan Kesbanpol 

 
 

Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si 
NIIP.19680916 199010 1 001 

KASUBBID BINA IDEOLOGI 

 
………………………………………. 

KASUBBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN 

 HARYANTINI, S.Sos 
NIP.19650421 198603 2 018 

TMT, 08 September 2020 

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

MULYADI, S.ST 
NIP.1960420 198903 1 013 

TMT, 19 April 2021 
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